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KATA PENGANTAR 

Assa/amu'alaikum Wr. Wb. 

Salah satu penopang kekuasaan Rezim Pemerintahan 
Orde Baru adalah, disakralkannya UUD 1945 sehingga tidak 
terjamah oleh rakyat. Ditambah dengan hegemonl pemaknaan 
negara, UUD 1945 benar-benar dlgunakan sebagai justlfikasi 
kekuasaan. Tetapi dengan dlmulalnya Era Reformasi mulal 
Tahun 1999, "Serhala" Orde 8aru ltu sudah tidak sakral lagi. 
Wacana terhadep UUO 1945 sudah terbuka lebar, tidak hanya 
sekedar perbincangan. tetapi perubahan terhadap UUD 1945· 
pun sudah dilakukan, bahkan sudah dua kali. Kemudian 
berkaitan dengan Pemerintahan yang melanjutkan kehidupan 
Negara RI, Pemerintahan setelah Orde Baru memunculkan 
suatu periode Pemerintahan yang sangat singkat. Namun 
demikian, di bawah Presiden B.J. Habibie dan Presiden 
Abdurrahman Wahid, visi terhadap Perubahan UUD 1945 
tetap berkobar, dan tidak akan surut. 

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan pada SU- 
MPR Tahun 1999 dan ST·MPR Tahun 2000, dan banyak 
komentar yang muncul berkaitan dengan Perubahan UUD 
1945 itu. Ada kalangan yang berkenan dan ada kalangan 
yang tidak berkenan dengan Perubahan UUD 1945 itu. 
Mereka yang berkenan menganggap perubahan yang 
dilakukan terhadap UUD 1945 merupakan suatu keharusan 
sejarah. Lebih lanjut dikatakan bahwa, Perubahan dilakukan 
untuk menyempurnakan atau menambal lubang·lubang yeng 
ada pacs UUD 1945. Sernentara ltu, kalangan yang kurang 
berkenan terhadap Perubahan UUD 1945 menyatakan, UUD 
dak "bersalah", la hanya menjadi korban darl penyelenggara 

negara yang tidak mempunyai 'semangat" untuk 
melaksanakan tugas dan kewaflbannya. Ditambahkan bahwa, 
selama lnl UUD 1945 belum pemah dllaksanakan dengan 
"banar". Terlepas darl polemlk yang muncul, pada kenyata· 



annya saat ini, UUD 1945 telah mengalami dua kali 
perubahan. 

Setelah Perubahan UUD 1945 telah dimungkinkan, 
maka perhatian orang adalah kepada materi muatannya. 
Materi Perubahan UUD 1945 telah dikomentari oleh banyak 
pihak, dan beberapa hal perlu mendapat perhatian demi 
penyempurnaan Perubahan UUD 1945. Secara keseluruhan, 
visi Perubahan UUD 1945 dapat diterima, akan tetapi dalam 
hal pembentukkannya masih kurang sempurna. Kemudian 
jika dikaji lebih dalam lagi, maka muncul satu pertanyaan 
utama yaitu, apakah Pasal-pasal Perubahan UUD 1945 
selaras dengan UUD 1945 secara keseluruhan. Dengan kata 
lain, apakah Pasal-pasal Perubahan UUD 1945 dapat 
menyatu sebagai satu sistem yang utuh. Dari pertanyaan itu 
paling tidak menimbulkan dua jawaban utama yaitu; pertama, 
secara keseluruhan dalam sistematika UUD 1945 tidak 
terdapat atau tidak menimbulkan kerancuan. Akan tetapi, 
kedua, jika diperhatikan dari sudut Konstitusi, masih banyak 
lagi yang harus dilakukan Konstituante untuk menyem- 
purnakan UUD 1945. Maksud dari menyempurnakan UUD 
1945 secara menyeluruh adalah, menjadikan Konstitusi RI, 
dalam hal ini UUD 1945 beserta perubahannya merupakan 
satu sistem yang utuh. Hal itu berarti menjadikan UUD 1945 
sebagai satu kesatuan yang menaungi Sistem Hukum 
Nasional. 

Buku "Amandemen UUD 1945 Dan lmplikasinya 
Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional", 
merupakan kumpulan karya tulis para peneliti bidang hukum 
di Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31) Sekretariat 
Jenderal DPR RI. Karena tugasnya yang memberikan 
informasi, data dan kajian kepada para Anggota Dewan dalam 
menjalankan tugasnya, maka para peneliti juga 
memperhatikan dengan seksama Perubahan UUD 1945. Pada 
awalnya kumpulan tulisan dalam Buku ini merupakan lontaran- 
lontaran pemikiran dalam mengkritisi substansi Perubahan 
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UUD 1945. Selanjutnya pemikiran itu tidak sekedar 
dibicarakan atau didiskusikan tetapi kemudian dituliskan dan 
dipresentasikan diantara peneliti bidang hukum. Satu hal yang 
perlu dijadikan perhatian utama adalah, mengenai pemberian 
judul "Amandemen" dan bukan "Perubahan". Pada buku ini 
pemberian judul yang demikian itu tidak dimaksudkan untuk 
sekedar bergaya dengan bahasa "serapan", tetapi lebih 
disebabkan oleh khalayak umum/masyarakat luas yang lebih 
sering atau lebih mudah melontarkan kata "Amandemen• dari 
pada kata "Perubahan". Berdasarkan hal itu, penyunting yang 
bertanggungjawab terhadap penerbitan Buku ini memilih kata 
"Amandemen" untuk menggantikan kata "Perubahan". 

Walaupun hanya bagaikan menabur tinta di lautan, 
penerbitan Buku ini diharapkan menjadi salah satu 
sumbangan pemikiran bagi khasanah dunia ilmu pengetahuan 
pada umumnya, dan bidang hukum pada khususnya. 
Akhirnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua 
pihak yang telah ter1ibat dalam penyusunan Buku ini. Semoga 
buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama 
para Anggota Dewan yang terhormat, sehingga dapat 
menunjang pelaksanaan tugas dalam menjalankan amanat 
rakyat. 

Wassa/amu'a/aikum Wr. Wb. 

Pelaksana Harian 
Kepala Pusat Pengkajian dan Pelayanan 

lnformasi Setjen DPR-RI 

ltd 

Setiarini 
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SAMBUTAN 
SEKRETARIS JENDERAL DPR-RI 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Penerbitan Buku "Amandemen UUD 1945 dan 
lmplikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum 
Nasional", merupakan salah satu upaya dari Pusat 
Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (P31), Sekretariat 
Jenderal DPR RI dalam menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga yang bertugas memberikan masukan data dan 
informasi bagi Anggota Dewan. 

Sebagai salah satu Lembaga yang berada di 
Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI, P31 merupakan 
Lembaga yang relatif masih baru jika dibandingkan dengan 
Unit-unit kerja di bagian lain. Secara formal, pembentukan 
P31 didasarkan pada Surat Keputusan Presiden No. 13 Tahun 
1994. Namun sesungguhnya cikal bakal Lembaga ini sudah 
dirintis sejak Tahun 1990. Meskipun demikian, selama ini P31 
telah berusaha untuk memberikan kontribusi yang berarti 
dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Oleh karena itu, 
saya berharap di masa mendatang para Peneliti P31 akan 
terus meningkatkan kualitasnya dan berkarya demi memenuhi 
kebutuhan Anggota Dewan. 

Buku ini diharapkan menjadi salah satu alternatif 
pemikiran, terutama bagi para perancang dan pembentuk 
undang-undang pada umumnya dan para Anggota 
Konstituante pada khususnya. Selain itu, buku ini diharapkan 
dapat memberi gambaran yang jelas bahwa, kekuasaan 
membentuk undang-undang telah bergeser ke tangan DPR. 
Oleh sebab itu, DPR harus aktif dan mengambil inisiatif dalam 
rangka pembentukan undang-undang, dan hal itu terkait 
secara langsung dengan tugas para peneliti. Selain itu, 
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pengumpulan data mengenai peraturan perundang-undangan 
sudah harus seqera dimulai, karena dengan data yang 
lengkap akan memudahkan kajian-kajian yang berkaitan 
dengan Pembangunan Sistem Hukum Nasional secara 
keseluruhan. 

Pembentukan undang-undang memang harus selalu 
memperhatikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. 
Berkaitan dengan Sistem Hukum Nasional, maka yang 
menjadi perhatian adalah landasan yuridisnya. Pengejawan- 
tahan dari hal itu tidak sekedar mencantumkan pasal-pasal 
yang menjadi dasar hukum dalam konsiderans sebuah 
undang-undang, tetapi secara substansif harus juga selaras. 
Dengan demikian, seluruh undang-undang yang dibentuk oleh 
DPR bersama dengan Pemerintah akan utuh secara 
menyeluruh, sehingga merupakan satu sistem yaitu, Sistem 
Hukum Indonesia. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

SEKRETARIS JENDERAL 
DPR-RI 

ttd 

Hj. Sitti Nurhayati Daud, S.H. 
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PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF 
KEPADA KEKUASAAN LEGISLATIF 

DALAM PERUBAHAN UUD 1945 

Didit Hariadi Estiko 

I. PENDAHULUAN 

Concentration of power and responsibility upon the 
President, dengan kata lain, dalam menjalankan Pemerintahan 
Negara. kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan 
Presiden, demikian bunyi Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem 
Pemerintahan Negara angka IV. Dikatakan juga bahwa, 
Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara 
Tertinggi di bawah MPR. Dari Penjelasan UUD 1945 Sistem 
Pemerintahan Negara angka IV, dapat diindikasikan bahwa 
Sistem Pemerintahan Negara lidak murni Parlementer atau 
Presidensial. Hal itu dapat diperhatikan dalam kalimat di alas 
yang menyatakan kedudukan Presiden sebagai penyelenggara 
Pemerintahan tertinggi dalam Negara, tetapi masih di bawah 
MPR. 

Dengan memperhatikan kedudukan MPR yang demikian 
tinggi dalam Negara RI, perlu juga diketahui, apakah MPR itu? 
Dan untuk mengetahui hal itu, paling lidak dapat diperhatikan 
dari dua sudut yaitu, dari sudut pandang hukum dan dari sudut 
pandang politik. Dari sudut pandang Hukum, MPR adalah suatu 
Lembaga Negara Tertinggi' yang merupakan penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, penjelmaan adalah 
bukan perwakilan rakyat yang dalam Negara RI diejawantahkan 

') tstrtah "Lembaga Negara TemngglfT1ngg1' d1kemukakan Sn Soemanlri M untuk mernperoauc 
rsntah 'Lembaga Tert1ngg1mngg1 Negarai yang menurutnya kurang teoat Perxaraan "Lembaga 
Neqarar adalah satu tsnfah yang mempunyar satu maksud dan perqeruan yang merupakan 
padanan kala dan poll/lea/ mslllullon Dengan dermktan rstnan yang tepat dan seharusnya 
d1gunakan adalah 'lembaga Negara TertinggLITingg1' Untuk selan1u1nya dalam tuhsan nu 
cnqunekan rstrlah lembaga Negara Tert1ngg1, kecuall brla 1s11lah yang alah tersebut d1arnbtl 
oan pernyataan orang Llh Sn Soernantn M . Ketetapan MPR(S) Sebaga, Sa/ah Satu $umber 
Hukum Tara Negara Cel 1, (Bandung: Remad1a Karya 1985). 42 



dengan Lembaga DPR.2 Kemudian dari sudut pandang Politik, 
MPR adalah lembaga perwakilan, apalagi jika diperhatikan dari 
susunan/komposisinya yang sebagian besar Anggota MPR 
adalah Anggota DPR.3 

Kembali kepacla masalah Sistem Pemerintahan Negara, 
jika yang dibicarakan adalah seperti yang dijelaskan dalam 
Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, 
maka hal itu lebih luas dari pada penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara yang dilakukan oleh Presiden saja. 

Sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Negara 
dalam arti sempit adalah, membicarakan sistem kerja fungsi 
pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden saja. Namun 
demikian, meskipun secara teoritis dapat dipisahkan antara 
penyelenggaraan Pemerintahan Negara dalam arti luas dan 
dalam arti sempit, Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem 
Pemerintahan Negara pada dasamya memberikan suatu garis- 
garis besar Pemerintahan Negara RI secara keseluruhan. 

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan Pemerintahan 
Negara berdasarkan UUD 1945 telah meletakkan kekuasaan 
pemerintahan terpusat pacla Lembaga Eksekutif, dalam hal ini 
Presiden. Sejak Presiden pertama, Soekarno, kemudian 
Presiden kedua, Soeharto, terlihat bahwa, kekuasaan Presiden 
demikian kuat. Memperhatikan hal itu sebagian kalangan ahli 
hukum maupun politik berpendapat bahwa, kekuasaan 
Presiden yang demikian besar itu disebabkan oleh UUD 1945 
yang memang memberikan kemungkinan untuk itu. Kelemahan 
yang terkandung dalam UUD 1945 itu ternyata benar-benar 

2) Pendapal J.J. Aouseau yang dis4ir" A. Hand S. Attamim1 dalam "Peranan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia dalam PenyeAenggaraall Pemenntahan Negara - Suatu Studi Anal1S1s 
Mengenai Keputusan PreSlden yang Bertungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pel1ta I - 
Pellta IV- (DisertaSI Doktor, Urwersilas Indonesia, 1990), 133-134 

J) Mengenai hal 1r., pefhatikan iuga pecdebaran anlara DeAiar Noef yang menyatakan bahwa, 
MPA adalah Lenilaga Perwakiilan danganA. Hanid S. Atlamml yang menyatakan MPA adalah 
bukan Lembaga Perwalolan. dalam 1-anan SuBla PetriJaman, T  26 Agustus 1992, 14 
September 1992. 5 Oktober 1992, dan 2 Novermer 1992- 
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dimsaf oleh para penguasa Negara terdahulu, terutama di era 
Orde Baru yang sangat mensakralkan UUD 1945. 

Kelemahan UUD 1945 dikomentari Romo Manqunwuaya 
sebagai dasar dan kerangka kerja negara yang keliru, yang 
selalu akan melahirkan negara yang feodalistik. Sementara 
itu, Dehar Noer menyatakan bahwa, dua puluh lima (25) dari 
trqa puluh tujuh (37) Pasal UUD 1945 intepretatil, sehingga 
memerlukan penyempurnaan.5 Kemudian berdasarkan banyak 
pernikrran lain dan dengan runtuhnya Rezim Pemerintahan 
Orde Baru, di Era Reformasi ini UUD 1945 tidak lagi 
disakralkan. malahan wacana tentang konstitusi itu khususnya 
dan hal-hal lain pada umumnya dibuka lebar-lebar. 

Di masa yang lalu, terutama pada waktu Pemerintahan 
di bawah pimpinan Presiden Soeharto, kendali kekuasaan 
terpusat erat di tangan Presiden. Dari kekuasaan di bidang 
kenegaraan hingga kekuasaan di bidang kemasyarakatan 
terjadi "hegemoni pemaknaan negara" oleh penguasa, karena 
UUD 1945 memungkinkan untuk merekayasa hal itu. Sebagai 
contoh dapat dikemukakan, dengan kekuasaan undang- 
undang, Rezim Pemerintahan Orde Baru dapat merekayasa 
kekuatan-kekuatan sosial politik, terakhir dengan paket 
Undang-undang Bidang Politik Tahun 1985. Contoh yang lain 
dapat dikemukakan sebagai berikut, semua lembaga kontrol 
justru dikontrol misalnya, DPR yang merupakan "Wakil Rakyat" 
seharusnya mengontrol Pemerintah, tetapi justru direkayasa 
menjadi pendukung pemerintah. Lebih lanjut, lembaga pers 
yang menjadi mata untuk mengontrol elit politik, khususnya 
pemerintah justru dikontrol pemerintah dengan SIUPP. Belum 
lagi penyatuan atau membentuk "wadah tunggal" untuk segala 
kegiatan kemasyarakatan misalnya; SPSI untuk para buruh, 
HKTI untuk para Petani, HNSI untuk para Nelayan. PGRI untuk 
para guru. KNPI untuk para pemuda, dan Kowani untuk 

') Abdul Rorum Ghazal! Yusril lhza Mahendra, Sosok Politis, Muda Musl,m Cet 1 (Jakarta PT 
Ra1aGral1ndo Persada. 1999}. 27-28 dan 30 
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pergerakan wanita. Hal itu belum termasuk organisasi 
profesional yang harus juga 'berafiliasi politik" kepada 
pemerintah, jika tidak, maka organisasi itu dipecah belah 
sebagai misal dapat dikemukakan, organisasi advokat. 

Reduksi kekuasaan Lembaga DPR tidak serta merta 
dilakukan di dalam Lembaga itu saja. akan tetapi dilakukan 
jauh kepada anasir-anasir yang membentuk DPR. Rekayasa 
yang dilakukan terhadap Lembaga yang merupakan wakil 
rakyat itu dimulai dari susunannya, cara pengisiannya, yang 
biasa disebut dengan Pemilu. Di masa Rezim Pemerintahan 
Orde Baru pemilu yang diselenggarakan sebanyak enam (6) 
kali sampai dengan yang terakhir Pemilu Tahun 1997, selalu 
saja dimenangkan secara mutlak oleh Golkar yang merupakan 
"partai'6 pemerintah. Hal itu dimungkinkan terjadi karena 
adanya beberapa dukungan yang berpengaruh besar yaitu; 
dukungan dari golongan militer, dukungan dari golongan 
birokrat, dan dukungan dari golongan konglomerat. serta 
dukungan dari golongan kemasyarakatan termasuk golongan 
profesional. 7 

Memperhatikan kelemahan dari UUD 1945, beberapa 
kalangan berpendapat bahwa, tidak serta merta merupakan 
kesalahan UUD 1945 itu sendiri. Golongan ini, yang dapat 
dikatakan sebagai pendukung UUD 1945 sangat 
"menghormati"-nya sebagai pemersatu Bangsa Indonesia, 
terutama tentunya adalah pada kata-kata dalam Pembukaan- 
nya. Mereka berpendapat, walaupun memang perlu untuk 
disempurnakan tetapi, UUD 1945 merupakan satu kesatuan 

") Paua masa nu Golkar lidak mau rnsebut panar. dan ra hanya disebul sebag.a1 ·golonyan· yang 
berkarya 

) Untut,. leblh tetasnya perhat n uraian meogenai hal ilu dalam Oi<Jit Hanadi Estrko. "Peogaruh 
getormas. Tertladap S.stem Ketalanegaraan Reput>11k lndones,a·. dalam Oidlt Har1adi Es11kG 
dan Novtanto M Han1010 Ect Reformasi Hukum Nas,onal - Sualu KaJlan Terhadap Undang- 
undang Produk Pemenntahan Trans,s, 1998-1999. Get 1. [Jakana Sekretanat Jenderal DPR· 
RI - PJI beker,a s.ama dengat-. Konraa Adet1auerS1,ttung. 20001. 34-J6. 
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yang utuh atau merupakan suatu sistem. Argumen utama yang 
sering dilontarkan para pendukung UUD 1945 adalah diambil 
dari Penjelasan UUD 1945 itu sendiri yaitu, yang lebih 
terpenting dalam pemerintahan negara adalah "semangat" para 
penyelenggara negara. Jika dikaitkan dengan reduksi 
kekuasaan Lembaga DPR. menurut Golongan yang 
mendukung UUD 1945 adalah, disebabkan oleh tidak adanya 
"semangat" dari penyelenggara negara untuk melaksanakan 
pemerintahan dengan baik. Hal itu bisa terjadi tidak disebabkan 
oleh kelemahan UUD 1945, karena dalam UUD 1945 telah 
diatur kekuasaan Lembaga DPR yang cukup kuat untuk 
melakukan kontrol terhadap Lembaga Eksekutif, dalam hal ini 
Pemerintah. 

Namun demikian, di Era Reformasi ini ternyata, 
kepercayaan kepada "semangat" para penyelenggara negara 
yang baik sudah luntur, jikalau tidak mau disebut tidak ada. 
Para penggagas reformasi sangat percaya bahwa, 
keterpurukan Indonesia saat ini adalah, salah satunya yang 
utama, disebabkan oleh kelemahan yang ada dalam UUD 1945. 
Konstitusi Indonesia itu dianggap terlampau mudah untuk 
"direkayasa" menjadi otoriter karena kelenturan Pasal- 
pasalnya. Hal itu didasarkan pula pada adagium dari Lord 
Acton, "power tends to corrupt, but absolute power corrupts 
absolutely",• sehingga dimanapun dan kapanpun kemungkinan 
untuk adanya penyelewengan itu harus dicegah sedini 
mungkin. Salah satu pencegahan yang dini adalah dengan 
membuat suatu UUD yang rigid, atau pengaturan lebih lanjut 
yang rigiddan dapat diuji terhadap UUD itu sendiri. Berdasarkan 
keinginan untuk itu, hingga saat ini telah dilakukan dua kali 
perubahan/amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan 
Pertama dilakukan pada SU-MPR Tahun 1999 dan Perubahan 
Kedua dilakukan pada ST-MPR 2000. 

") Mmam Budiardfo Dasar-Oasilr lfiJU Potllk.. Get 12, (Jakana· PT Grarnena Puslaka Utama 
1989). 99 
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Dengan telah dilakukannya perubahan terhadap UUD 
1945 itu, maka tentunya menimbulkan banyak permasalahan. 
Kemudian untuk membatasi banyaknya permasalahan itu, 
maka dalam tulisan ini akan dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: Pertama, apakah ada perubahan hubungan antara 
Lembaga Legislatil dengan Lembaga Eksekutif. Kedua, jika 
ada perubahan, maka apa yang perlu dilakukan untuk 
menjadikan perubahan itu merupakan satu sistem. Ketiga, 
apakah perubahan yang dilakukan dapat menyatu dengan 
sistem UUD 1945 secara menyeluruh. Lebih lanjut. dalam 
tulisan ini akan dianalisis Perubahan UUD 1945 berkaitan 
dengan sistem hukum UUD 1945 itu sendiri, ataupun sistem 
hukum yang dibangun berdasarkan UUD 1945. Kemudian yang 
menjadi obyek dari analisis yang akan dilakukan adalah tentang 
hubungan antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. 

II. PERUBAHAN UUD 1945 DAN SISTEM HUKUM 
INDONESIA 

Kata "mengubah" yang diambil dari Pasal 37 UUD 1945 
otomatis dikaitkan dengan obyeknya yaitu, UUD. Kemudian 
kalimat "mengubah UUD" dan "perubahan uuo· jika 
diterjemahkan dalam Bahasa lnggris adalah, "to amend the 
constitution"dan 'constitutional amendment". Dengan demikian 
kata "mengubah" dan "perubahan" yang berasal dari kata dasar 
"ubah" sama dengan "to amend' atau "amendmenf' dalam 
Bahasa lnggris. Lebih lanjut, kata "amendment' itu drserap/di- 
lndonesiakan menjadi "amandemen", sedangkan kata "ubah" 
mempunyai arti, "lain" atau "beda". Kemudian kata "mengubah" 
berarti "menjadikan lain" a tau "menjadi lain dari", sedangkan 
kata "perubahan" berarti "berubahnya sesuatu (dari asalnya)".9 

Dengan demikian apabila kita menyebut kata "perubahan" 
berarti sama dengan kata "amandemen", tetapi dalam bahasa 
(Indonesia) resmi yang dipergunakan adalah kata "perubahan". 

·1 Sn Soemantn M Prosedur Dan Sis/em Perubahan Konsllfus1 Cet 4 (Bandung Atumru. 1987) 
133-134 
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Dengan memperhatikan dua kali perubahan yang pernah 
dilakukan terhadap UUD 1945, maka dapat dilihat bahwa 
Lembaga MPR telah sepakat untuk melakukan perubahan 
dengan ala Amerika Serikat. Maksud dari hal itu adalah, pasal- 
pasal dari konstitusi yang lama tetap tertulis, hanya saja sudah 
tidak berlaku lagi. Sedangkan pasal-pasal amandemen-nya 
dituliskan di halaman akhrr, setelah pasal yang terakhir, sebagai 
tambahan/lampiran. to Lebih lanjut, penyebutan pasal-pasal 
yang diamandemen adalah sebagai berikut, "amandemen ke- 
..... ". Setelah diketahui perubahan dan penyebutan model 
Amerika Serikat itu, sekarang kita perhatikan model Perubahan 
UUD 1945 dan cara penyebutannya. 

Secara resmi Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan 
cara sama seperti amandemen terhadap Konstitusi Amerika 
Serikat, Pasal-pasal Perubahan UUD 1945 ditempatkan di akhir 
UUD seperti sebagai tambahan/lampiran. Dalam tambahan 
atau lampiran itu dituliskan Perubahan Pertama kemudian 
Pasal-pasal Perubahannya, selanjutnya Perubahan Kedua 
kemudian Pasal-pasal Perubahannya. Hanya saja ada 
perbedaan antara Perubahan UUD 1945 dengan Amandemen 
Konstitusi Amerika Serikat yaitu, Pasal-pasal Perubahan UUD 
1945 disesuaikan dengan Pasal yang lama misalnya, tinggal 
menambahkan ayat yang kurang atau menambahkan huruf; 
A, B, C, dan seterusnya kepada Pasal yang bersangkutan 
contohnya, Pasal 28A, 288, 28C, ..... dan seterusnya. Jika 
dalam Perubahan UUD 1945 terkait antara nomor pasal UUD 
dengan nomor pasal perubahannya, maka Amandemen 
Konstitusi Amerika Serikat mengurutkan dari Pasal 1 sampai 
dengan Pasal 26 dengan tanpa mengkaitkan antara nomor 
pasal konstitusi dengan nomor pasal amandemen. Jika 
terhadap Konstitusi Amerika Serikat telah terjadi kesepakatan 
ataupun sudah ada bahasa formal ataupun resmi untuk 
menyebutkannya, maka terhadap UUD 1945 belum ada 

· Lihat dalam Deklaras, Kemerdekaan, 200 Tahun Undang-Undang Dasar Amenka 
Senkal, United States lnforma.tion Service - Embassy of the United States of Amerika 
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kesepakatan ataupun bahasa resmi untuk penyebutannya. 

Seperti telah dikemukakan di atas, terhadap UUD 1945 
sampai saat ini telah dilakukan dua kali perubahan, pertama 
dalam SU-MPR Tahun 1999 dan yang kedua dalam ST-MPR 
Tahun 2000. Di bawah ini akan di sampaikan pasal-pasal yang 
diubah yaitu:" 

1. Pasal 5 ayat (1 ), tentang kekuasaan Presiden dalam bidang 
legislatif, hanya menjadi hak; 

2. Pasal 7, tentang masa jabatan Presiden yang dibatasi 
hanya dua kali; 

3. Pasal 9 ayat (1 ), tentang sumpah dan janji Presiden 
(Wapres) dan ditambah dengan ayat (2) tentang 
pelaksanaan Sumpah dan Janji apabila MPR dan DPR 
tidak dapat melaksanakan Sidang; 

4. Pasal 13 ayat (2), tentang pengangkatan duta yang harus 
memperhatikan pertimbangan DPR, dan ditambah dengan 
ayat (3) tentang penerimaan Duta Negara sahabat yang 
harus memperhatikan pertimbangan DPR; 

5. Pasal 14, tentang pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti 
dan abolisi diubah menjadi dua ayat, dan pemberian hal 
tersebut dengan memperhatikan pertimbangan MA dan 
DPR; 

6. Pasal 15, tentang pemberian gelar, tanda jasa dan tanda 
kehormatan lainnya yang harus diatur dengan undang- 
undang; 

7. Pasal 17 ayat (3), tentang menteri-menteri yang 
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; 

8. Pasal 18, tentang pemerintahan daerah yang diubah 
menjadi 7 ayat dan ditambah dengan Pasal 18A dan 18B, 
dengan masing-masing dua ayat, tentang satuan-satuan 

") Uhat dalam UUD 1945 setelahAmandemen Kedua Tahun 2000 Cet 2 (Jakartn Smar Granka 
2001) 
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pemerintahan daerah khusus atau istimewa dan 
penghormatan terhadap masyarakat hukum -adat; 

9. Pasal 20 dan dua ayat diubah menjadi empat ayat yaitu, 
tentang Kekuasaan DPR dalam bidang legislatif, dan 
Presiden yang diharuskan mengesahkan ruu yang sudah 
mendapatkan persetujuan bersama; 

10. Pasal 21 terdin dari dua ayat yang kemudian diubah 
rnenjadi tanpa ayat, tentang Hak Anggota DPR untuk 
rnenqarukan ruu; 

11. Pasal 19, tentang susunan DPR yang harus melalui pemilu 
dan pengaturan lebih lanjutnya dengan undang-undang; 

12. Pasal 20 setelah diubah pada Tahun 1999, diubah kembail 
dengan menambah satu ayat yaitu, tentang penekanan 
terhadap Presiden untuk mengesahkan ruu. Selain 
penambahan ayat, pada perubahan Tahun 2000 ditambah 
juga dengan satu pasal yaitu, Pasal 20A, yang memuat 
tentang Fungsi DPR, Hak-hak DPR dan Hak-hak Anggota 
DPR, serta pengaturan-nya lebih lanjut dalam undang- 
undang; 

13. Pasal 22 ditambah dengan dua pasal yaitu, Pasal 22A dan 
Pasal 228, tentang tata cara pembentukan undang-undang 
dan pemberhentian Anggota DPR dari jabatannya yang 
diatur dengan undang-undang; 

14. Pasal 25A, Bab IXA, penambahan pasal dan bab tentang 
wilayah negara; 

15. Pasal 26 ayat (2), tentang penduduk dan warganegara 
yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang; 

16. Pasal 27 ayat (3), tentang hak dan kewajiban warganegara 
dalam hal bela negara; 

17. Pasal 28 ditambah dengan sepuluh pasal dalam satu bab, 
tentang HAM yaitu, Bab XA, Pasal 28A sampai dengan 
28J; 
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18. Pasal 30, Bab XII yang diubah judul babnya menjadi 
Pertahanan dan Keamanan Negara, sedangkan Pasal 30- 
nya diubah dari dua ayat menjadi 5 ayat; 

19. Penambahan pasal yaitu, Pasal 36A, 368, dan 36C, 
tentang lambang negara dan lagu kebangsaan serta 
pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Dengan 
penambahan pasal-pasal itu maka diubah juga judul bab- 
nya menjadi Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta 
Lagu Kebangsaan. 

Perubahan yang nomor 1 sampai dengan nomor 10 adalah 
perubahan yang pertama, sedangkan yang nomor selebihnya 
adalah perubahan yang kedua. Perubahan Pertama dan Kedua 
UUD 1945 tersebut dengan jelas dapat diperhatikan dalam label 
di bawah ini:'2 

No. BAB • Pasal - Aya1 
Perubahan Penambahan Pengurangan 

I. PiiSai  iival jt 
lb, l'a.al1 
3, Pasil  1y;.11 Ill. Pasal .1'3l m • Pasal ta ay.i (2) Pa.al lhyar I 

 p  14 ir,,1 {l)dar!l2) 
& ·15 
1_ Pa.sal 11 ,rattJI 
t. rilSlll lhjlll 11)lillfTll,,l 

tlel)g.ln !l)a1 (7): 
Pasil 1&\!IJ  (tltla(I II 
Pail 181J.ia([1)1Janl2) 

9. P.nsal l!Qsyri I (1 l Jliln l2l P.asal :!0-11¢ (l!J an {4) 
111. Pl1S3121, i:w 

aimld.'m, ... 
11. Pasal 20 ayal (5): 

Pasal 20A ayal ( 1) sampai 
dengan ayal ( 4) 

'') D1sankan dan Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945 Kolom-kolom yang d1asir adalah Perubahan 
Pertama Tahlm 1999 sedangkan yang 11dak diasir adalah Perubahan Kedua Tahun 2000 
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12. Pasal22A; 
Pasal 228 

13. Bab IXA ten1ang "Wilayah 
Negara' 
Pasal 25E 

14. Nama Bab X menjadi Pasal 26 ayat (3) 
'Warga Negara dan 
Penduduk'; 
Pasal 26 ayat (2) 

15. Pasal 27 ayat (3) 
16. Bab XA, tentang HAM 

Pasal 28A, 
Pasal 288 ayat (1) dan (2); 
Pasal 28C ayat (1) dan (2); 
Pasal 280 ayat ( 1 ) 5afl1)ai 
deng.11 ayal (4); 
Pasal 28E ayat (1) sampai 
deng.11 ayal (3); 
Pasal28F; 
Pasal 28G ayat (1) dan (2); 
Pasal 28H aya1 (1) daff1>ai 
deng.11 ayal (4); 
Pasal 281 aya1 (1) sampai 
deng.11 ayal (5); 
Pasal 28J aya1 (1) dan (2) 

17. Nama Bab XII nlef1lldi ' Pasal :II aya1 (3) 5afl1)ai 
Pertahanan dan deng.11 (5) 
Keamanan Negara'; 
Pasal 30 ayat (1) dan (2 

18. Nama Bab XV mer$ldi Pasal36A 
'Bendera, Bahasa. dan Pasal 368; dan 
Lambang Negara, serta Pasal36C; 
Lagu Kebangsaan' 

11 



Jadi secara keseluruhan terdapat: 

1. Tiga (3) bab, Sembilan (9) pasal dan sembilan (9) ayat 
Perubahan; 

2. Dua (2) bab, Dua puluh delapan (28) pasal dan lima puluh 
(50) ayat penambahan; dan 

3. Pengurangan dua (2) ayat yang disatukan dalam satu (1) 
pasal. 

Kemudian berkaitan dengan Perubahan UUD 1945 
tersebut, secara keseluruhan perubahan yang dilakukan 
haruslah merupakan satu kesatuan yang menyeluruh atau 
merupakan suatu sistem. Hal itu harus diupayakan menjadi 
suatu sistem karena UUD 1945 beserta Perubahannya 
merupakan landasan yuridis bagi pembangunan Sistem Hukum 
Nasional. Yang dimaksud dari hal itu adalah, satu pasal atau 
ayat dalam UUD 1945 berubah, maka dampaknya dapat 
merubah satu a tau beberapa peraturan perundang-undangan. 

Dengan memperhatikan asas hukum, Lex Superior 
Derogat Legi in Feriori, maka dapat diketahui bahwa, semua 
peraturan perundang-undangan di bawah UUD harus mengacu 
kepada UUD. Sebaliknya semua peraturan perundangan- 
undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi, apalagi UUD, haruslah batal demi 
hukum, atau lidak dapat lagi dipakai sebagai dasar hukum. 
Untuk mengetahui hal ilu maka perlu terlebih dahulu untuk 
menguraikan mengenai Sistem Hukum Indonesia, tentunya 
yang berkaitan dengan Perubahan UUD 1945. 

Sistem Hukum di Indonesia dibentuk berdasarkan UUD 
1945 yang merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Tetapi 
di masa yang lalu, karena kelenturan dari UUD 1945. maka 
pengaturan lebih lanjut, misalnya dengan undang-undang dapat 
direkayasa menurut kepentingan Penguasa, dalam hal ini 
Presiden sebagai penyelenggara Pemerintahan Tertinggi dalam 
Negara. Oleh karenanya perubahan yang dilakukan saat ini 
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adalah untuk menutup kelemahan yang ada dalam UUD 1945. 
Lebih lanjut. diperhatikan terlebih dahulu mengenai Sistern 
Hukum Indonesia. 

Untuk mengetahui tempat sistem hukum dalam tatanan 
hukum nasional perlu ditiruau kaitan antara 'hukum" dan 'sis tern 
hukum'. Dalam kaitannya dengan hukum, sistem hukum dapat 
dihhat sekurang-kurangnya dari dua segi. Segi Pertama. sistem 
hukum merupakan "wadah' yang menjamin harmonisasi dan 
mengarahkan perkembangan asas dan kaidah hukum satu 
sama lain. Sistem hukum akan menjamin hubungan yang 
menyatu secara fungsional antara berbagai asas dan kaidah 
hukum. Segi Kedua, sistem hukum tidak lain dari kumpulan 
asas dan kaidah hukum itu sendiri yang tersusun secara 
fungsional satu sama lain yang senantiasa tumbuh dan 
berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 
asas dan kaidah hukum. Dengan perkataan lain, sistem hukum 
tidak lain atau sekedar refleksi sistematik dari asas dan kaidah 
hukum yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sisi kedua 
ini akan menempatkan sistem hukum sebagai suatu yang 
senantiasa tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan 
pertumbuhan dan perkembangan asas dan kaidah hukum." 

Lebih lanjut, sistem hukum merupakan refleksi dari asas 
dan kaidah hukum yang bertaku, yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat tertentu ditambah dengan pembentukan, 
penerapan dan penegakan hukum. Dengan kata lain, 
pembangunan sistem hukum bukanlah suatu yang terpisah dari 
pembangunan asas dan kaidah hukum (materi hukum), 
pembentukan, penerapan dan penegakan hukum." Kemudian 
berkaitan dengan Sistem Hukum Nasional (Indonesia). 
sebagaimana dinyatakan dalam GBHN Tahun 1999-2004. 

'J 8ag1r Manan "Pemahitman Me<l9E!na1 Srstem Hukum NaSIOn81". dalam Kumpolan Baflrui Ku/Jah 
Perundang-undang.an (Jakarta Program Pascasanana umversuas Tarumanaqara. 1988). 3 

")Ibid. 4 
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Disebutkan dalam Bab IV tentang Arah Kebijakan. huruf A. 
Hukum No. 2 bahwa, 15 

"Menata Srstern Hukum Nasional yang menyeluruh dan 
terpadu dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama 
dan Hukum Adat, serta memperbaharui perundang-undangan 
warisan kolonial dan Hukum Nasional yang diskriminatif. 
termasuk ketidakadilan gender, dan ketidak-sesuaiannya 
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi". 

Dengan demikian, Sistem Hukum Nasional sebagai 
Politik Hukum Nasional tidak berkaitan dengan bentuk 
hukumnya, Sistem Hukum Nasional lebih ditekankan pada 
wawasan dari hukum nasional yang lebih bersifat ideologis dari 
pada sekedar bentuk hukum. Lebih lanjut, Sistem Hukum 
Nasionatdapat terdiri dari serapan Sistem Hukum Baral, Sistem 
Hukum Adat, Sistem Hukum Nasional (yang dibentuk dan 
berkembang sejak masa Kemerdekaan, dan Sistem Hukum 
Agama.16 Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di alas, 
dapatlah diketahui bahwa, Sistem Hukum Nasional adalah 
Hukum Nasional yang diinginkan oleh Bangsa ini untuk menata 
kehidupannya secara utuh menyeluruh. Jadi Sistem Hukum 
Nasional merupakan satu kesatuan sistem yang utuh 
menyeluruh dengan bersumber (secara yuridis) pada 
UUD 1945. 

111. PERGESERAN KEKUASAAN KENEGARAAN DALAM 
UUD 1945 

Salah satu kelemahan utama yang mengakibatkan 
kurang bekerjanya mekanisme kenegaraan dan pemerintahan 
yang demokratis bersumber dari tidak proporsional pengaturan 

") TAP MPA No IV.MPA.11999. tentenq aans-caus Besar Hafuan Negarn Tahun 1 !l9'1-2004. dalarn 
MPR-AI. Keletapan-Kelelapan MPR-RI Hasd Sidang Umun1 MPR-RI Tan1111 1999. (Jakarla 
Sekrelanal Jenderal MPA-RI. 19Y9). 64. Lmat iuga Utrecht Peogantar Oa/ 111 Ht11ium J1t0Qties,;;. 
Cel 4 {Jakar1a lchhar 1957). 143 

··) Ma nan Op Cit S· 7 
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Hak-hak Lembaga Negara Tertinggi dan Tinggi dalam UUD 
1945. Alasan rtu pula yang mendasari perubahan UUD 1945, 
yang pertama kali dilakukan dalam sejarah negara Indonesia. 
Sebab, semakin tajam-nya peranan politik DPR sebagai 
lembaga perwakilan rakyat, ternyata membawa konsekuensi 
tersendiri, seolah-olah terdapat kekhawatiran pemerintah akan 
mudah kehilangan wibawa di tengah sorotan politik DPR 
terhadap kinerja Lembaga Eksekutif. 

Khususnya hubungan antara Lembaga Legislatif dengan 
Lembaga Eksekutif, Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan 
membuat DPR mempunyai peranan yang kuat. Hal itu 
dibuktikan dengan adanya pergeseran kewenangan 
membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR 
dengan ruu inisiatifnya. Lebih lanjut, DPR ikut berperan dalam 
menentukan Keppres yang sebelumnya menjadi Hak Prerogatif 
Presiden seperti, dalam hal pengangkatan duta, menerima 
penempatan duta negara lain, serta dalam pemberian amnesti 
dan abolisi. 

Upaya penyeimbangan kedudukan antara Lembaga 
Legislatif dan Lembaga Eksekutif itu juga diwujudkan dengan 
disahkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1999. Khususnya 
dalam Pasal 35, yang memberikan kewenangan kepada DPR 
untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah atau 
warga masyarakat untuk memberikan keterangan (hak sub 
poena), dan hak tersebut juga dilengkapi dengan ancaman 
pidana jika menolak permintaan DPR. Lebih lanjut, proses 
demokratisasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila 
dilaksanakan seiring dan sejalan dengan mekanisme check 
and balance antara pemerintah dan DPR. Hal itu dapat berjalan 
apabila kedua lembaga tersebut, Legislatif dan Eksekutif 
mempunyai peran dan kekuatan yang seimbang. 
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Mengenai hal-hal lersebut di alas ditegaskan Akbar 
Tanjung dalam Pidalonya di Sidang Tahunan MPR Tahun 
2000.17 Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat antara 
DPR dengan pemerintah merupakan sesuatau hal yang wajar 
dalam iklim demokrasi. Hal itu terjadi atau dilaksanakan 
semata-mata dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap pemerintah di Era Reformasi ini. 

Selanjutnya, di bawah ini dibahas Pasal-pasal Perubahan 
UUD 1945 yang berkaitan dengan konstelasl kekuasaan 
Lembaga Legislalif dan Lembaga Eksekutif: 

1. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Kekuasaan di bidang 
Legislasi adalah: 

a. Pasal 5 ayal (1) Perubahan UUD 1945, yang ladinya 
menyalakan, "Presiden memegang kekuasaan 
membenluk undang-undang dengan perselujuan 
DPR", diubah menjadi, "Presiden berhak mengajukan 
ruu kepada Dewan". Secara gramalikal, ada 
pengurangan kekuasaan Presiden dari "memegang" 
menjadi "berhak", sedangkan di pihak DPR, lerjadi 
penguatan kekuasaan yang tadinya hanya • ..... dengan 
perselujuan DPR", menjadi • ..... mengajukan ruu 
kepada DPR. Presiden yang tadinya sebagai subyek 
utarna, dan DPR sebagai subyek pembantu, beralih 
kepada DPR yang menjadi subyek utama, dan 
Presiden yang menjadi subyek pernbantu dalam 
kalimat Pasal 5 ayal (1) Perubahan UUD 1945. 

Seperti dikemukakan di alas, sebelum 
dilakukannya perubahan UUD 1945, kelentuan Pasal 

'1) LIPUTAN Ed1si No 02. Tangga18 2000-"Kelua DPR RI: PengauanHak-haklerrmga 
Tertingg1 Dan t1ngg1 Negara Tldak Proporsionar (On-line) 1ersedia d1 WWW: bDlul 
mpr wasantara.net idlsth2fQl/'!1maJ20C9'edi:S9t1rebe mr hbnl, Tanggal s DeserrtJer 2001. 
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5 ayat ( 1) secara harhah betul-betul memberikan 
kepada Presiden kekuasaan d1 bidang legislasi, atau 
kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam 
Kalima! Pasal 5 ayat (1) itupun secara tegas 
memberikan kedudukan kepada DPR "sekedar" 
berfunqsi untuk memberi, atau tidak memberi 
persetujuan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang 
berada di tangan Presiden tersebut. Hal itupun 
ditegaskan lag1 dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 5 
ayat (1 ), yang menyatakan bahwa, kecuah executive 
power, Presiden bersama-sama dengan DPR 
menjalankan legislative power dalam negara.18 

Di masa Rezim Pemerintahan Orde Baru 
khususnya, pemahaman Pasal 5 ayat (1) dilakukan 
secara letter lijk, selama periode yang panjang itu, ruu 
selalu datang dari Presiden. Hal itu menunjukkan 
bahwa, semua inisiatif dalam hal pembentukan 
undang-undang ada di tangan Presiden, selain dari 
pada menunjukkan "Presiden memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang ..... ". Kata "memegang 
kekuasaan" dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) memang 
(haruslah) diartikan "memegang kewenangan". Hal itu 
didasarkan pada makna "kekuasaan" adalah sama 
dengan kata "machf' dalam Bahasa Belanda. yang 
dalam hal "memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang" (wetgevendemacht), memang 
mengandung "kewenangan membentuk undang- 
undanq"." 

Telah disampaikan di atas bahwa, kekuasaan 
Presiden dalam bidang legislasi tidak dihapuskan tetapi 
hanya direduksi saja, karena Presiden masih 
mempunyai "hak" untuk "ikut serta" dalam rangka 

'')Attarrmm "Pmanan • Op Cit 146-147 
') Ibid 151 
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pembentukan undang-undang. Hanya saja irnsiatif atau 
dengan kata lain "kekuasaan" untuk membentuk 
undang-undang ada di tangan DPR. Berkaitan dengan 
pergeseran kekuasaan di bidang legislas,. maka dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya DPR harus berupaya 
untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Hal itu 
harus diprioritaskan, jika tidak maka akan terjadi 
kekosongan hukum apabila terjadi keterlambatan 
dalam penanganan pembentukan hukum. 

Mengenai keterlambatan dalam pembentukan 
undang-undang telah menjadikan perseteruan antara 
DPR dengan Presiden dalam kasus pergantian Kapolri. 
DPR berpendapat, sesuai dengan TAP MPR No. VII/ 
MPR/2000, Pasal 7 ayat (3) yang menegaskan bahwa 
pergantian pucuk pirnpinan Polri harus dengan 
persetujuan DPR.20 Narnun pendapat DPR itu dibantah 
Presiden dengan mengemukakan argurnennya bahwa, 
berdasarkan Pasal 11 TAP tersebut," seluruh 
ketentuan yang ada dalarn TAP MPR No. VII/MPR/ 
2000 haruslah diatur lebih lanjut dengan undang- 
undang. Berdasarkan keterlambatan dalarn 
pembentukan undang-undang terrnaksud, maka untuk 
mengisl kekosongan hukum, Presiden menggunakan 
Undang-undang Polrl yang lama" dalam rangka 
melakukan pergantian Kapolri. Apa yang dllakukan 
Presiden dalam hal itu, dari sudut pandang hukum 
tidaklah salah, karena rnemang dalam hukurn 
ditentukan bahwa, suatu undang-undang masih tetap 
berlaku selama belum dicabut atau belum diganti 
dengan yang baru. 

··) MPA·AI P11t11Siln MPR-RI Sida,,g Ta/11111,1,i MPR·RI 7 - 18 Agustus 2000 (Jaka11a Sekretanal 
Jenderat MPA·AI 2000). 85 

') Ibid. R7 
.. , Undang-uM.:tng No 28 Tatum 1!,97 
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b. Pasal 20 Perubahan UUD 1945 yang tadinya terdiri 
dari dua (2) ayat diubah menjadi terdiri dari lima (5) 
ayat yaitu: 

Ayat (1), "DPR memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang"; 

Ayat (2). "Setiap undang-undang dibahas oleh DPR 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersarna": 

Ayat (3), "Jika ruu itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, ruu itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan DPR masa itu"; 

Ayat (4), "Presiden mengesahkan ruu yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang- 
undang"; 

Ayat (5), "Dalarn hal ruu yang telah mendapat 
persetujuan bersama tersebut tidak disahkan 
oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak ruu tersebut disetujui, ruu tersebut sah 
menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan". 

Apabila ditafsirkan secara gramatikal, Pasal 20 
ayat (1) Perubahan UUD 1945 di atas menegaskan 
(kembali) kekuasaan atau kewenangan membentuk 
undang-undang ada di tangan OPR. Berdasarkan hal 
itu, maka DPR harus lebih aktif dan mengambil inisiatif 
untuk memperhatikan banyak hal yang perlu diatur 
dengan undang-undang, terutama hal-hal yang 
diamanatkan oleh UUD 1945 dan TAP-TAP MPR, 
untuk segera dibentuk peraturan perundang- 
undangannya. 

Lebih lanjut dalam hal pembahasan suatu undang· 
undang, masih seperti mekanisme pembahasan 
undang-undang dalam UUD 1945 yang lama, dibahas 
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oleh DPR dan Presiden. Jadi faktor kerja sama dalam 
rangka pembahasan suatu undang-undang masih 
menjadi suatu keharusan. Oengan kata lain kekuasaan 
membentuk undang-undang masih dimilikt oleh 
Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif secara 
bersama-sama. Hanya saja ada peningkatan bobot 
kekuasaan dalam rangka membentuk undang-undang 
di pihak DPR. Hal itu dapat dibuktikan dalam ayat (4) 
dan ayat (5) Pasal 20 Perubahan UUO 1945 yang 
menegaskan bahwa, suatu undang-undang yang 
sudah mendapat persetujuan bersama harus disahkan 
Presiden. Lebih lanjut, terdapat juga ancaman kepada 
Presiden dalam hal sudah melampaui waktu tiga puluh 
(30) hari setelah disetujui bersama, ruu itu menjadi sah 
dan harus diundangkan. 

Oalam hal ini sudah jelas bahwa, kekuasaan 
legislasi ada di tangan DPR, akan tetapi mengenai 
masalah pengundangannya harus diatur lebih lanjut. 
Karena selama ini yang mengundangkan suatu 
undang-undang dalam Berita Negara adalah Presiden, 
dan hal itu ditandai dengan dibubuhkannya tanda 
tangan Presiden, dan dicatat oleh (Menteri) Sekretaris 
Negara. Sekarang bagaimana mungkin suatu undang- 
undang diundangkan dengan tanpa dibubuhi tanda 
tangan Presiden, dan hanya dicatat oleh (Menteri) 
Sekretaris Negara. lni permasalahan administrasi 
negara yang harus ada penyelesaiannya, sehingga 
tidak menimbulkan permasalahan baru apabua 
kernunqkman seperti itu benar-benar terjadi. 

c. Pasal 21 Perubahan UUO 1945 yang tadinya terdiri 
dari dua (2) ayat diubah menjadi tanpa ayat yang 
menegaskan kekuasaan Anggota OPR untuk 
mengajukan suatu ruu. Tentunya mekanisme 



pengajuannya sudah diatur tersendiri dalam Tatib 
DPR.23 

Berdasarkan Pasal-pasal yang berkaitan dengan 
pembentukan undang-undang tersebut di atas. terlihat 
adanya pergeseran kekuasaan dari Presiden/Lembaga 
Eksekutif kepada DPR/Lembaga Legislatif. Tetapi 
apabila mengkaji pergeseran kekuasaan itu dengan 
Teori Trias Politica bahwa, Lembaga Legislatif adalah 
pemegang kekuasaan dalam bidang leqislasr, maka 
Perubahan UUD 1945 hanya kecil artinya. Teori Trias 
Politica menyatakan dengan tegas mengenai adanya 
pemisahan tiga kekuasaan dalam negara yaitu: 
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Berdasarkan Teori 
dari Montesquieu itu, Kranenburg menjabarkan Teori 
Trias Politica dalam dua arti yaitu: functie (fungsi) dan 
orgaan (badan atau lembaga). Berdasarkan pendapat 
itu maka, yang bergeser adalah "functie"-nya, 
sedangkan • orgaarf pembentuk undang-undang tetap 
sama yaitu, OPR dan Presiden." 

Kemudian dengan adanya perubahan terhadap 
Pasal-pasal yang berkaitan dengan pembentukan 
undang-undang, maka ada beberapa permasalahan 
yang muncul yang harus segera diatur solusinya. 
Permasalahan itu adalah, keharusan untuk 
meningkatkan sumber daya manusia yang ada di DPR, 
pengaturan skala prioritas pembantukan undang- 
undang, dan masalah adminislrasi negara. 

2. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Hak-hak Prerogatif 
Presiden adalah: 

·"") DPR-RI. Keputusan DPR-RI No 16lDPR·RWr!l99-2000 lentang Peratu,an Tata Tertib 
DPR-RI. (.lakana: Sduelanal Jeooeral DPR-RI. 1999). 

"'I Attanwn1 "Peranan.. • QJ. Cil . 166 
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a. Pasal 13 ayat (2) Perubahan UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa, pengangkatan duta oleh Presiden 
harus memperhatikan pertimbangan DPR. 

Hal ini menegaskan bahwa, Hak Prerogatif 
Presiden direduksi dengan keharusan untuk 
memperhatikan pertimbangan Presiden. Secara politis, 
hal itu menimbulkan pertanyaan baru misalnya, bagai- 
mana jika Presiden tidak memperhatikan pertimbangan 
DPR, kemudian apa sanksinya. Selain itu, perubahan 
itu juga menimbulkan permasalahan administrasi 
negara yaitu, bagaimana mekanisme pemberian 
pertimbangan yang akan dilakukan oleh DPR. Apakah 
diperlukan mekanisme seperti fit and propper test yang 
dilakukan DPR guna memilih bakal calon Ketua 
Mahkamah Agung, dan bakal calon Hakim Agung. 
Lebih lanjut, bagaimana bentuk pertimbangan yang 
diberikan oteh DPR terhadap pengangkatan duta yang 
dimaksud. Apakah dengan surat biasa, artinya setelah 
terpitihnya bakal calon duta, maka Pimpinan DPR 
mengirimkan surat persetujuannya kepada Presiden 
atau, setetah terpitihnya bakat caton duta itu di komisi 
yang bersangkutan, masih diperlukan tagi keputusan 
DPR, datam arti masih diambil keputusan di Rapat 
Paripurna. Setanjutnya jika ditelaah lebih datam tagi, 
perlu juga ditentukan terlebih dahutu kritena-kriteria apa 
yang akan menjadi pertimbangan DPR. 

b. Pasal 13 ayat (3) Perubahan UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa, dalam hat menerima penempatan 
duta negara lain, Presiden harus memperhatikan 
pertimbangan DPR. 

Mengenai hat ini, lebih sulit lagi untuk 
dilaksanakan, karena dapat memicu perseteruan 
antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. 
Dalam hal Presiden mempunyai perimbangan untuk 



menjalin hubungan persahabatan dengan negara 
tertentu. tetapi di pihak lain duta dari negara tersebut 
ditolak (dalam pertimbangannya) oleh DPR. 
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga sama 
dengan pertanyaan-pertanyaan di alas yang berkaitan 
dengan pengangkatan duta. 

c. Pasal 14 Perubahan UUD 1945 yang dijadikan dua 
(2) ayat yaitu: 

Ayat ( 1). "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 
dengan memperhatikan pertimbangan MA": 

Ayat (2). "Presiden memberi amnesti dan abolisi 
dengan memperhatikan pertimbangan DPR". 

Menurut keterangan dalam pembahasan draft 
pasal ini di BP-MPR, pertimbangan dari MA diberikan 
karena grasi dan amnesti merupakan masalah di 
bidang hukum. Sedangkan pertimbangan dari DPR 
diperiukan dalam hal amnesti clan abolisi karena kedua 
hal itu merupakan masalah di bidang politik. Hanya 
saja perlu pengaturan lebih lanjut mengenai 
mekanisme dan administrasi pemberian pertimbangan 
tersebut, baik yang dari MA rnaupun yang dari DPR. 

3. Ada satu (1) pasal yang berkaitan dengan kekuasaan 
Lembaga Legislatif yaitu, Pasal 20A Perubahan UUD 1945 
yang terdiri dari empat (4) ayat adalah sebagai berikut: 

Ayat (1 ), "DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
dan fungsi pengawasan"; 

Ayat (2), "Dalarn melaksanakan fungsinya, selain hak yang 
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 
ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 
hak menyatakan pendapat"; 

Ayat (3), "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain 
Undang-Undang Dasar ini, setiap Anggota DPR 
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mempunyai hak mengajukan pertanyaan, 
meyampaikan usul dan pendapat. serta hak inmunitas"; 

Ayat (4), "Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak 
Anggota DPR diatur dalam undang-undang'. 

Menurut beberapa kalangan dan pakar, baik politik 
maupun hukum. penegasan fungsi DPR ini memang 
penllng, tapi haJ itu hanya merupakan penegasan dan suatu 
proses yang lelah d1mula1 semenjak Maklurnat Presiden 
Tanggal 14 November 1945. Dengan d1ke\uarkannya 
Maklumal Pemenntah itu maka Sistem Pemenntahan 
Indonesia berubah dari Presidensial ke Parlementer, 
walaupun UUD 1945 sendiri lidakbetul-betul menunjukkan 
ciri Pemerintahan Presidensial. Tetapi berkaitan dengan 
anasir fix term presidency, atau kepastian masa jabatan 
Presiden yang menjadi salah satu ciri Sistem Pemerintahan 
Presidensial. terhapus dengan adanya Pasal 20A ayat (2) 
Perubahan UUD 1945. 

Jika hak-nak yang diatur dalam ketentuan Pasal 20A 
Perubahan UUD 1945 tersebut digunakan dengan 
mekanisme yang diatur dalam Pasal 7 TAP MPR No. Ill/ 
MPR/1978 jo. TAP MPR No. III/MPR/1973, tentang 
Hubungan dan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 
Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara,25 

maka besar kemungkinan Presiden akan jatuh dari 
jebatannya. Kemungkinan itu Jeblh besarlagr apabila partal 
pendukung presiden bukanlah merupakan partai yang 
besar ataupun mayonlas di DPR. Hal itu sui:1ah djbuktikan 
dengan ke1atuhan Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi 
Kepresidenannya dalam kasus Bu/oggate den Brune/gate. 

Pada umumnya, dalam Sislem Pemerinlahan 
Presidensial, kejatuhan seorang Presiden dari jabatannya 
adalah disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh 

.. ,MPR-RI. H1mpunan Kelefapan MPRS dan MPR Tahun 1960 std 1998 (Jakarta: 
Sekretenat Jenderal MPR-RI. 1999), 476 dan 570 
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Presrden, dan bukan oleh kebijakan (politik) yang 
dibuatnya. Misalnya seperti dalam Constitusional 
Convention of The United States of America26 yang 
mengatur masalah Impeachment hanya menyebutkan; 
treason (pengkhianatan), bribery (penyogokan), high 
criminal (tindak kriminal tingkat tinggi), dan misdemeanor 
(pelanggaran hukum ringan) sebagai tindakan-tindakan 
yang dapat dijadikan dasar impeachmentterhadap pejabat 
negara (termasuk Presiden). Secara yuridis mekanisme 
impeachment di Amerika serikat sesuai dengan sistem 
peradilannya yang menggunakan Sistem Jury. Senat 
Amerika Serikat Mengundang seorang Hakim Agung untuk 
memimpin Sidang Senat dalam rangka mengadili Presiden, 
sedangkan Anggota Senat atau para Senator adalah 
sebagai Jury-nya, yang menentukan apakah betul tindakan 
yang dilakukan Presiden telah memenuhi kriteria, dari 
empat (4) kriteria di alas yang dituduhkan kepadanya. 

Mekanisme contoh Sidang Senat seperti yang terjadi 
di Amerika Serikat sedikit banyak memiliki kesamaan 
dengan mekanisme SI-MPR yang tergambar dalam 
ketentuan Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/1978.27 Secara 
politik kedua mekanisme tersebut tidak memperlihatkan 
perbedaan karena, Jabatan seseorang, dalam hal ini 
Presiden sangat bergantung pada penafsiran Anggota 
Senat, untuk kasus Impeachment di Amerika Serikat, atau 
kepada Anggota MPR, untuk kasus SI-MPR dalam rangka 
meminta pertanggungjawaban Presiden di Indonesia. 
Namun demikian jika tinjauannya dari sudut hukum, maka 
akan terlihat jelas perbedaannya yaitu, ancaman 
Impeachment di Amerika Serikat telah jelas "tindak pidana" 
yang diancamkan hingga logika hukum menyatakan untuk 
menyesuaikan tindakan Presiden dengan rumusan delik 

20o) James MacGregor Bums, J.W Pettason, Thomas E Crornn, Govemmenl by The People. (New 
Jersey Prentice Hall. 1989) 

21) bnat uraian dan Didrt Hanad1 Estiko, "Dan Memorandum Ke SI-MPR", Hanan Suara Pembaruan. 
Tanggal 15 Februan 2001. 
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yang dimaksud. Sebaliknya. di Indonesia SI-MPR yang 
diselenggarakan berdasarkan permintaan DPR untuk 
meminta pertanggungjawaban Presiden, "hanya" 
didasarkan pada pelanggaran terhadap "haluan negara". 
Jika ditinjau dari sudut hukum pidana, maka rumusan delik 
yang menjadi dasar penjatuhan Presiden itu terlampau 
luas. 

Kembali pada Pasal 20A Perubahan UUD 1945 ini, DPR 
kembali menegaskan kekuasaannya yang tersirat dalam 
kata-kata, " ..... memiliki fungsi ..... ", dalam ayat (1 ), dan untuk 
melaksanakan fungsinya itu, DPR dan Anggota DPR 
mempunyai hak-hak seperti yang tersebut dalam ayat (2). 
Setelah adanya perubahan terhadap UUD 1945 yang 
berkaitan dengan Fungsi DPR, Hak-hak DPR dan Hak- 
hak Anggota DPR, terlihal adanya peningkalan keyakinan 
dan para Anggota DPR, atau DPR itu sebagai suatu 
institusi. Keyakinan itu jelas muncul dari adanya dasar 
hukum yang menegaskan kekuatan/kekuasaan DPR 
dengan tiga (3) macam fungsinya. 

Dari ketiga fungsi yang dimiliki DPR terlihat bahwa, 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPR merupakan prioritas 
utama yang dilakukan DPR. Pilihan ataupun peletakan 
fungsi pengawasan sebagai prioritas utama DPR saat ini 
dapatlah dimengerti. Selain karena euforia demokrasi yang 
ada saat ini, pilihan pelaksanaan fungsi pengawasan 
tersebut dapat dikatakan merupakan resistensi terhadap 
kekuasaan di masa yang lampau. Lebih lanjut dalam 
perjalanannya, ternyata fungsi pengawasan DPR telah 
berhasil memenangkan "pertempuran" melawan Presiden 
dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. 

Pilihan skala prioritas bukanlah tanpa mernmbulkan 
ekses, karena pilihan itu ternyata berdampak pada 
ketertinggalan pelaksanaan fungsi yang lain. Fungsi di 
bidang anggaran dan terutama di bidang legislasi menjadi 



kurang mendapat perhatian. Hal itu salah satunya 
disebabkan oleh keengganan para Anggota untuk 
mendalami kedua bidang itu. Tidak seperti bidang 
pengawasan, yang (sekedar) mengandalkan argumentasi 
dalam meyakinkan orang, yang diharapkan pada akhirnya 
dapat berguna untuk memenangkan voting, pelaksanaan 
funqst anggaran dan fungsi legislasi tidak "sekedar" seperti 
pelaksanaan fungsi pengawasan. Terlebih lagi 
pelaksanaan kedua fungsi itu, fungsi anggaran dan fungsi 
legislasi, memerlukan keahlian/kekhususan yang dahulu 
hanya dimiliki dan dikuasai ataupun dimonopoli pemerintah. 
Kemudian, untuk dapat dengan segera mengisi keahlian/ 
kekhususan itu, saat ini DPR harus rajin-rajin menggalang 
kerja-sama yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut. 
Hal itu harus menjadi prioritas utama DPR. karena sumber 
daya yang ada di DPR saat ini masih terbatas. 

4. Pasal-pasal yang berkaitan dengan masa jabatan seorang 
Pejabat Negara, khususnya Presiden adalah; 

Pasal 7 Perubahan UUD 1945, tentang pembatasan 
masa jabatan Presiden. Ketentuan pasal ini membatasi 
seseorang hanya diperbolehkan untuk menduduki jabatan 
Presiden hanya untuk dua (2) kali masa jabatan, atau 
berarti tidak boleh lebih dari sepuluh (10) tahun masa 
jabatan. Tetapi untuk pejabat negara yang lain, misalnya 
DPR, MA, BPK, dan DPA, tidak terdapat pembatasan masa 
jabatan. Di Lembaga-lembaga Negara tersebut, masa 
jabatan tidak dibatasi, dan kecuali DPR, masa jabatan 
pejabat negara yang bersangkutan dibatasi oleh umur 
pensiun. Ketentuan pembatasan masa jabatan pejabat 
negara di MA, BPK dan DPA, ada di dalam undang-undang 
masing-masing Lembaga-lembaga Negara yang 
bersangkutan. 

Kemudian dalam Pasal 228 Perubahan UUD 1945 
dinyatakan tentang pemberhentian Anggota DPR dari 
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jabatannya. Hanya saja mengenai hal itu belum diketahui 
mekanismenya karena masalah itu masih harus diatur 
dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut, dengan 
memperhatikan Undang-undang No. 25 Tahun 2000, 
tentang Propenas Tahun 2000-2004, tidak terlihat adanya 
prioritas pembentukan undang-undang seperti yang 
dimaksud. 

Memperhatikan Perubahan UUD 1945 yang ada saat ini 
terlihat bahwa, adanya perubahan perimbangan kekuasaan 
antara Lembaga Legislatif dengan Lembaga Eksekutif. 
Konstelasi itu tidak saja didasarkan pada Perubahan UUD 
1945, tetapi juga oleh iklim demokrasi yang mengemuka saat 
ini. lklim demokrasi tersebut terutama didukung oleh adanya 
keterbukaan yang demikian luas, walaupun oleh sementara 
pengamat dalam bidang-bidang tertentu terlihat adanya 
keterbukaan yang melampaui batas. 

Berkaitan dengan hubungan Lembaga Legislatif dengan 
Lembaga Eksekutif saat ini, Perubahan UUD 1945 memang 
tidak mengacu pada salah satu Sistem Pemerintahan yang 
ada, misalnya Sistem Pemerintahan Parlementer atau Sistem 
Pemerintahan Presidensial. Hal itu tidak menjadi masalah 
asalkan mekanisme hubungan antara kedua lembaga itu 
khususnya dan/atau dengan Lembaga-lembaga Negara 
Tertinggi dan Tinggi lainnya jelas dan tidak menggantung 
pengaturannya. Sebagaimana diketahui Negara Perancis juqa 
tidak mengacu kepada salah satu Sistem Pemerintahan yang 
ada, tetapi menciptakan sistemnya sendiri yang (cenderung) 
merupakan tengah-tengah antara Sistem Pemerintahan 
Parlementer dan Sistem Pemerintahan Presidensral. Dernikran 
juga dengan Negara RI, yang tidak perlu untuk mencontoh an 
sich sistem yang ada, tetapi dapat saja menciptakan sistemnya 
sendiri. Tetapi yang harus diingat adalah, membangun satu 
kesatuan sistem yang utuh sehingga tidak merurnbulkan 
kerancuan dalam pelaksanaannya. 
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Kembali mengkaji mengenai Perubahan UUD 1945, 
tampaknya perubahan yang dilakukan baru sekedar menambal 
lubang yang ada. Maksudnya adalah, perubahan yang 
dilakukan belum mengarah kepada pembangunan suatu 
sistem secara menyeluruh, atau sistem yang utuh.29 Hal itu 
dapat dibuktikan dengan beberapa contoh di bawah ini, 
khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara Lembaga 
Legislatif dengan Lembaga Eksekutif: 

1. Materi Perubahan UUD 1945 tentang kewajiban Presiden 
untuk mengundangkan suatu undang-undang yang telah 
mendapat persetujuan bersama didasarkan pada kasus 
tidak diundangkannya RUU tentang Penyiaran. Pada waktu 
itu Presiden Soeharto tidak berkenan dengan materi yang 
diatur dalam RUU Penyiaran tersebut. Kemudian RUU 
tersebut dibiarkan menggantung tidak diundangkan hingga 
lebih dari lima (5) bulan untuk kemudian dibahas kembali 
di DPR. 

2. Materi Perubahan UUD 1945 tentang pembatasan masa 
jabatan Presiden dipicu oleh sejarah masa lampau dimana 
Presiden RI Pertama, Soekarno, dan Presiden RI Kedua, 
Soeharto, yang berkuasa "seumur hidup". Pada saat kedua 
Presiden itu berkuasa, tidak ada Lembaga Negara lain yang 
mempunyai kekuasan (kekuatan) untuk menandinginya, 
dan tidak turun apabila tidak diturunkan oleh rakyat. Oleh 
karenanya pembatasan masa jabatan Presiden itu 
dimasukkan dalam TAP MPR No. XIII/MPR/1999 hasil SI- 
MPR Tahun 1998, yang kemudian dimasukkan dalam Pasal 
7 UUD 1945 sebagai perubahan dalam SU-MPR Tahun 
1999. 

3. Materi Perubahan UUD 1945 tentang pengambilan sumpah 
dan janji Presiden d1 hadapan Pimpinan MA ditengarai 
merupakan jawaban untuk masyarakat luas tentang 

") Mt!nge11cJ1 "S1:,\e111 ydng uluh hhat A,duan Svanraru Rangku,r,an lnllsar, lln,u Huk.wn Get 1 
!Jakarta Pustaka xaruru 1991) 142-143 

29 



pengangkatan Presiden B.J. Habibie d, lstana Negara di 
hadapan Pimpinan MA. Pada saat itu orang bertanya-tanya 
tentang keabsahan pengangkatan Presiden karena tidak 
dilakukan di dalam Sidang MPR di gedung MPR. 

4. Materi Perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan 
pengangkatan duta dan penerimaan duta. Belajar dari 
sejarah bahwa pengangkatan duta besar, terutama selama 
kurun waktu Pemerintahan Orde Baru. terlihat hanya 
sebagai tempat buangan para Jenderal. Penempatan duta 
tidak memperhatikan unsur keprofesionalannya, dan tidak 
memperhatikan makna dari perlu adanya seorang duta di 
negara sahabat. Demikian juga mengenai penerimaan duta 
yang harus memperhatikan pertimbangan DPR yang dipicu 
dari penolakan Pemerintah Australia terhadap calon Dula 
Besar Indonesia, H.B.L. Mantiri yang akan ditempatkan di 
sana. Keberatan Pemerintah Australia adalah disebabkan 
oleh prasangka keterlibatan H.B.L. Mantiri dalam Kasus 
HAM di Timtim. 

5. Materi Perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan 
pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda 
kehormatan, mengemuka oleh sebab adanya pemberian 
gelar ataupun tanda kehormatan yang dilakukan oleh 
Presiden B.J. Habibie terhadap istri dan koleganya. Oleh 
sebab itu, dilakukan perubahan tehadap pasal dimaksud 
dengan membatasinya untuk diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang. Dengan demikian dalam pembentukan- 
nya nanti, DPR ikut mengatur tentang masalah tersebut. 

6. Materi Perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan 
pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti dan abotisi dengan 
harus memperhatikan pertimbangan MA dan DPR. Selama 
ini pemberian grasi, rehabilitasi. amnesti dan aoousi betul- 
betul merupakan Hak Prerogatif Presrden yang tidak dapat 
dikontrol. Oleh sebab itu, kekuasaan Presiden yang mutlak 
itu perlu direduksi dengan mengamanatkan perlunya 
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memperhatikan pertimbangan MA untuk grasi dan 
rehabilitasi, dan memperhatikan pertimbangan DPR untuk 
amnesti dan abolisi. 

7. Maten Perubahan UUD 1945 tentang penguatan Lembaga 
Legislatif adalah yang terbanyak. Hal itu tentunya dipicu 
oleh sejarah selama Rezim Pemerintahan Orde Baru 
dimana Lembaga Legislatif direkayasa sedemikian rupa 
sehingga hanya menjadi lembaga "stempel" pemerintah. 
Lebih lanjut, penguatan Lembaga Legislatif yang utama 
adalah, kekuasaan di bidang pembentukan undang- 
undang, karena dengan memegang kekuasaan legislasi 
itu, DPR dapat berperan besar dalam pembangunan 
Bangsa dan Negara secara keseluruhan. 

Perubahan UUD 1945 yang terlihat sekedar merupakan 
resistensi terhadap kekuasaan di masa yang lalu, terutama di 
masa Rezim Pemerintahan Orde Baru, dianalisis dengan 
Sistem Pemerintahan Negara yang termaktub dalam 
Penjelasan UUD 1945. Hal ini juga merupakan suatu hal yang 
menarik, dimana ada suatu UUD yang mempunyai penjelasan, 
kemudian pada saat UUD itu diubah, penjelasannya tidak ikut 
diubah. Oleh karenanya perlu juga dikaji lebih mendalam lagi 
mengenai Penjelasan UUD 1945, jika tidak maka hal itu bisa 
juga merusak sistem UUD 1945 secara keseluruhan. 

Selanjutnya, guna mengantisipasi Perubahan UUD 1945, 
agar tidak terjadi kekosongan/keterlambatan hukum, maka ada 
beberapa hal yang perlu dilakukan DPR yaitu, 
menginventarisasi pasal-pasal Perubahan UUD 1945 yang 
memerintahankan untuk mengatur labih lanjut. Apabila 
terhadap pasal-pasal yang diubah tersebut sudah ada 
peraturan perundang-undangan yang termaksud, maka seluruh 
ketentuan yang harus di inventarisasi secara lengkap. 
Kemudian langkah selanjutnya adalah, mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang termaksud untuk selanjutnya 
dipilah-pilah, mana yang masih bisa dijadikan landasan hukum, 
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mana yang harus sudah dicabut atau diubah. Maksud dari 
penyegeraan pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang dimaksud adalah, agar UUD 1945 menjadi satu sistem 
atau satu kesatuan yang utuh. 

Jika memperhatikan hal tersebut di alas, maka semua 
pasal-pasal Perubahan UUD 1945 yang secara tersurat 
menyatakan, " ... diatur (lebih lanjur) dengan undang-undang", 
haruslah dibuatkan peraturan perundang-undangannya. 
Namun demikian, terhadap keseluruhan pasal-pasal yang di- 
ubah peru untuk dikaji secara mendalam, karena dapat juga 
diketemukan undang-undang yang berdasarkan Pasal-pasal 
UUD 1945 yang sudah diubah. Terakhir, yang per1u mandapat 
perhatian serius adalah penggantian undang-undang yang 
dimaksud harus berdasarkan UUD 1945 dan mempunyai visi 
untuk membangun satu sistem yang utuh. 

IV. PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

Sebagaimana analisis di alas, Perubahan UUD 1945 
telah mengubah struktur kekuasaan dalam negara. Kekuasan 
dalam Negara telah bergeser dari Lembaga Eksekutif kepada 
Lembaga Legislatif, hal itu dapat diperhatikan dari adanya 
reduksi kekuasaan dalam ketentuan pasal-pasal mengenai 
Presiden. Sebaliknya terjadi penguatan kekuasaan dalam 
ketentuan pasal-pasal mengenai DPR. Kekuasaan Lembaga 
Legislatif di masa lalu direduksi dengan merekayasa ketentuan- 
ketentuan dalam undang-undang. Di Era Reformasi ini 
kekuasaan Lembaga Legislatif meningkat sejajar dengan 
kekuasaan Lembaga Eksekutif, jika tidak ingin dikatakan 
melebihi kekuasaan Lembaga yang diawasinya. 

Berkenaan dengan hubungan antara Lembaga Legislatif 
dengan Lembaga Eksekutif, khususnya dalam masalah 
pembentukan peraturan perundang-undangan. termasuk 
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anggaran, tidak terdapat perubahan yang signifikan. 
Kekuasaan legislasi dan anggaran yang pada masa yang lalu 
berada di tangan Presiden/Lembaga Eksekutif, pada 
Perubahan UUD 1945 digeser menjadi di tangan DPR/ 
Lembaga Legislatif. Walaupun ada pemindahan kekuasaan di 
bidang legislasi dan anggaran, tetapi makna sesungguhnya 
yang bergeser hanyalah functie-nya, sedangkan orgaan 
pembentuk undang-undang tetap sama yaitu, DPR dan 
Presiden. Meskipun demikian, pergeseran kekuasaan legislasi, 
termasuk anggaran, merupakan indikasi menguatnya peran 
Lembaga Legislatif. Dengan kekuasaan di bidang legislasi dan 
anggaran, berarti Lembaga DPR secara langsung ikut serta 
dalam rangka mengarahkan jalannya pemerintahan. 

Pergeseran kekuasaan legislasi khususnya, 
menimbulkan permasalahan utama yaitu, dalam hal 
pengundangannya. Oleh karena itu perlu diatur lebih lanjut 
tentang cara menyelesaikan permasalah tersebut, 
pengaturannya dapat saja dilakukan dalam bentuk undang- 
undang tentang tata cara pembentukan undang-undang. 
Kemudian kekuasaan di bidang legislasi dan juga di bidang 
anggaran, mengharuskan DPR untuk lebih aktif mengambil 
inisiatif dalam pembentukan undang-undang, khususnya 
terhadap hal-hal yang diamanatkan UUD 1945 dan TAP-TAP 
MPR. 

Dalam Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan, 
terdapat beberapa reduksi kekuasaan Lembaga Eksekutif yaitu, 
dalam hal Hak Prerogatif Presiden. Dalam banyak hal, Presiden 
harus memperhatikan pendapat DPR ataupun MA yang 
berkaitan dengan hukum. Hanya saja mekanisme dari hal 
"memperhatikan" itu perlu segera diatur lebih lanjut sehingga 
tidak menimbulkan permasalahan ketatanegaraan. Jadi 
Perubahan UUD 1945 belum terlihat sebagai suatu sistem, atau 
satu kesatuan yang utuh, jika tidak segera dibentuk peraturan 
perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang yang 
selaras dengan materi Perubahan UUD 1945. 
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B. SAR AN 

Karena banyak peraturan perundang-undangan yang 
perlu direvisi atau dicabut, maka yang harus diperhatikan 
adalah, dasar hukumnya dalam UUD 1945 sebagai landasan 
yuridis pembentukan undang-undang. Selain itu, perlu juga 
diperhatikan mengenai keselarasan undang-undang yang akan 
dibentuk dengan UUD 1945, atau undang-undang yang sudah 
ada dikaji kembali untuk disesuaikan dengan Perubahan UUD 
1945. Selanjutnya, berkaitan dengan pergeseran kekuasaan 
legislasi dan anggaran ke tangan Lembaga DPR, maka yang 
harus diprioritaskan adalah, peningkatan sumber daya di DPR. 
Peningkatan sumber daya itu merupaka kunci keberhasilan 
DPR dalam membangun satu sistem yang utuh. 

-ooo- 
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PERUBAHAN PASAL 18 UUD 1945 
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 

SISTEM HUKUM NASIONAL 

Novianto M. Hantoro 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu hal yang dibicarakan oleh BPUPKI dan PPKI 
dalam pembahasan naskah UUD 1945 adalah bentuk susunan 
negara.' Pilihan yang ada untuk menentukan bentuk susunan 
negara Indonesia meliputi negara persatuan (eenheidstaat) 
atau negara serikat (bondstaat) atau negara persekutuan 
(federatie/Statenbond).2 Dengan berdasarkan berbagai 
pertimbangan dan argumentasi, penyusun UUD 1945 akhirnya 
menetapkan pilihan bahwa Indonesia adalah eenheidstaat. 
Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat, maka 
Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam 
lingkungannya yang bersifat slaatjuga.3 lni merupakan prinstp 
pertama yang terkait dengan Pemerintahan Daerah di 
Indonesia berdasarkan undang-undang dasar. 

Prinsip kedua adalah pembagian daerah Indonesia. 
Pembagian daerah Indonesia dilakukan atas daerah besar dan 
kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan undang-undang.' Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 
menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam 
daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam 

') lstilah irn d1gunakan oleh Soepomo paoa Rapa! BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 t.mar sekretanat 
Negara Republlk Indonesia. Risa/ah S1dang Badan Penyelldrk usene-usene PPrs,aoan 
Kemcrdekaan Indonesia (BPUPKIJ. Parnlia Pers,apan Kemerdekaan Jndons,a (PPKfJ 28 Mei 
1945-2.!Agustus 1945 Ed Ill Cet 1 tJakana Sexrerauat Negara Al. 1 5). 41. 

) Ibid 
') Undany-Undang Oa!>ar 1945 Pasal 1 avat ( I) dan Peruetasan Pasal 18 
·) Jbid. Pasal ,a 
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daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonoom 
(streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat 
daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang 
akan ditetapkan dengan undang-undang. Mengenai masalah 
sentralisasi dan desentralisasi, Soepomo menyatakan bahwa, 
sebagaimana dikemukakan Hatta, soal pemerintahan apa yang 
akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat, dan soal apakah 
yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik daerah 
besar maupun kecil, itu semuanya akan tergantung daripada 
doelmatigheid berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan 
juga soalnya. 5 

Prinsip ketiga, pembagian daerah dilakukan dengan 
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam 
Sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam 
Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Di daerah-daerah yang 
bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah, 
oleh karena di daerah-pun pemerintahan akan bersendi alas 
dasar permusyawa-ratan. Sementara terkait dengan hak-hak 
asal-usul daerah yang bersifat istimewa dijelaskan bahwa 
dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± dua ratus lima puluh 
(250) Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeen- 
schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, Nageri di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan 
sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan 
oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
istimewa.6 

Berdasarkan uraian di alas, maka tiga (3) prinsip 
Pemerintahan Daerah yang terdapat di dalam UUD 1945 
pertama, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan tidak 
mempunyai daerah yang bersifat "sraar' dalam lingkungannya. 
Kedua, wilayah Indonesia dibagi berdasarkan daerah besar 

5) Sekrelanal Negara RI. Loe Cit 
6) Pen1e1asan Pasal 18 UUO 1945 
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(propinsi) dan Propinsi tersebut akan dibagi lagi menjadi daerah 
kecil. Daerah-daerah itu bersifal autonoom (streek dan locale 
rechtsgemeenschappen), atau bersifal daerah adminislrasi 
belaka, semuanya rnenurut aluran yang akan dttetapkan 
dengan undang-undang. Ketiga, Negara RI menghormati 
kedudukan Daerah-daerah islimewa. Segala peraluran negara 
yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak 
asal-usul daerah tersebut. 

Sebagai sebuah norma dasar lertulis yang lertinggi, maka 
kaidah-kaidah dalam UUD 1945 merupakan pedoman bagi 
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Apabila kaidah- 
kaidah dasar lersebul berubah, otornatis peraluran perundang- 
undangan di bawahnya harus direvisi dengan mendasarkan 
pada perubahan yang dilakukan lerhadap UUD 1945. Pada 
ST-MPR tahun 2000, Pasal 18 UUD 1945 mengalami 
perubahan dan penambahan. Adapun subslansi perubahan 
lersebut adalah: 

1. Pembagian NKRI alas daerah propinsi dan daerah propinsi 
dibagi alas kabupalen dan kola. Propinsi, kabupalen, dan 
kola mempunyai pemerinlahan sendiri. 

2. Pemerinlahan daerah propinsi, daerah kabupalen, dan kola 
mengalur dan mengurus sendiri urusan pemerinlahan 
menurul asas olonomi dan lugas pembanluan. 

3. Pemerinlahan daerah memiliki DPRD yang anggolanya 
dipilih melalui pemilihan umum. 

4. Kepala Pemerinlahan dipilih secara demokralis. 

5. Pemerintah Daerah menjalankan olonomi seluas-luasnya 
kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan Pemerinlah Pusat. 

6. Pemerinlah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah 
dan peraturan-peraluran lain unluk melaksanakan olonomi 
dan lugas pembanluan. 
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7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diatur oleh undang-undang. 

8. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kola, atau 
antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan 
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah. 

9. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur secara adil 
dan selaras berdasarkan undang-undang. 

10. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan undang-undang. 

11 . Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur 
dengan undang-undang. 

Sebagai suatu norma dasar, maka Perubahan UUD 1945 
yang berkenaan dengan Pemerintahan daerah akan menuntut 
penyesuaian peraturan perundang-undangan di bawahnya. 
Tulisan ini akan membahas Bagaimana Perubahan Pasal 18 
UUD 1945 tersebut berimplikasi pada sistem hukum nasional. 
lmplikasi tersebut dilihat dari dua hal, yaitu harmonisasi 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
pemerintahan daerah dan implikasi terhadap pembangunan 
sistem hukum nasional. 

Banyak undang-undang yang terkait dengan 
pemerintahan daerah, baik dengan dasar konstitusional UUD 
1945 yang telah diperbarui maupun UUD 1945 lama. Pada 
dasamya tidak ada permasalahan undang-undang tersebut 
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masih menggunakan dasar konstitusional Pasal 18 UUD 1945 
sebelum perubahan, sepanjang masih sesuai dengan prinsip- 
prinsip UUD 1945 yang diperbarui. Kesesuaian prinsip antara 
ketentuan UUD 1945 dengan TAP MPR, undang-undang, dan 
peraturan pelaksanaan yang menjabarkannya akan 
membentuk suatu sistem hukum nasional mengenai 
pemerintahan daerah. Hal tersebut yang akan menjadi topik 
bahasan dalam tulisan ini. 

Permasalahan kedua yang terkait dengan Sistem Hukum 
Nasional adalah, berkenaan dengan adanya Daerah Khusus, 
Daerah lstimewa dan Daerah yang diberi Otonomi khusus. 
Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi NAO merupakan 
contoh yang menarik. Salah satu kewenangan yang diberikan 
adalah pemberlakuan Syariat Islam antara lain dengan 
pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai sebuah peradilan 
syariat bagi pemeluk agama Islam. Bagaimanakah 
pemberlakuan Syariat (Hukum) Islam dalam suatu daerah di 
Indonesia dikaitkan dengan sistem hukum nasional? 

II. SISTEM HUKUM NASIONAL YANG BERSUMBER 
PADA KONSTITUSI 
Kelsen menyatakan bahwa, penurunan norma-norma 

dari suatu tata hukum dari norma dasarnya dilakukan dengan 
membuktikan bahwa norma-norma khusus telah dibuat 
menu rut norma dasar. 7 Konstitusi yang pertama adalah suatu 
norma hukum yang mengikat dan dipostulasikan. Rumusan 
postulasi ini adalah norma dasar dari tata hukum ini. • Pengertian 
tersebut menggambarkan bahwa, konstitusi mempunyai tempat 
yang tinggi di dalam suatu tata hukum nasional. Untuk itu 
peraturan perundang-undangan di bawahnya harus dibuat 
berdasarkan norma yang di atasnya dan akhirnya bersumber 
pada norma dasar. 

') Haris Kelsen, Teori Hult.um Murn1. Dasar·Dasar lfmu Hukum Norma/ff sebagai I/mu Hukum 
Empmk-Desknpt,f. Al1h Bahasa: Somard1, (Rimd1 Press. 1995).117 

") lb1cJ. 
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Dalam kajian ilmu pengetahuan hukum yang standar, 
sistem hukum terutama didekati dari sumber utama asas dan 
kaidah hukum yang berlaku di rriasyarakat. Berdasarkan 
sumber utama tersebut, secara tradisional dikenal Sistem 
Hukum Kontinental dan Anglo-Saksis.' Dalam per- 
kembangannya, pembagian tersebut sudah lidak memadai, 
karena masing-masing sistem telah mengembangkan 
keduanya. Sistem Hukum Kontinental mengembangkan 
yurisprudensidan Sistem Hukum Anglo Saksis 
mengembangkan kodifikasi. Pembedaan sistem hukum juga 
tidak hanya semata-rnata didasarkan pada bentuk hukumnya, 
melainkan alas dasar keyakinan dan ajaran tertentu (Sistem 
Hukum Sosialis) atau ditentukan oleh sumber ,ajaran agama 
(Sistem Hukum Islam).'" 

Sistem hukum dipahamkan sebagai refleksi sistematik 
dari asas dan kaidah hukum yang ada dan tumbuh dalam 
masyarakat, pembentukannya, penerapan, dan 
penegakannya.11 Dengan sendirinya sistem hukum nasional 
adalah sistem hukum yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 
GBHN 1993 menyebutkan bahwa, Sistem Hukum Nasional 
adalah sistem hukum yang rnendukung dan bersumber pada 
Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bukan berarti hukum yang 
telah ada sebelum UUD 1945 ditetapkan bukan merupakan 
bagian dari Sistem Hukum Nasional. Hukum yang bersumber 
dari Sistem Hukum Agama, Sistem Hukum Ada!, maupun 
Sistem Hukum Baral dapat saja mengandung nilai yang 
mendukung Pancasila dan UUD 1945.12 Sistem Hukum 
Nasional juga tidak harus diartikan sebagai kesatuan hukum 
(unifikasi) yang akan berlaku bagi semua warga negara atau 
penduduk Indonesia, mengingat kemajemukan masyarakat. 

') Bagi' Manan. •pemahaman Mengenat Sistem Hukum Nasional", (makalah csarroenan pada 
lculiah pendahl.Nan. program ilmu hukum. pascasarjana UNPAO, Bandung, 1 Oktober 1994), 
ha.I 4 . ., __ 

·,- .. 2. 
'7) Ibid.. 7. 
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Sistem Hukum Nasional bersumber pada Pancasila dan UUD 
1945, artmya baik tata cara pembentukan, penentuan isi 
maupun tata cara penerapan dan penegakannya harus 
memenuhi tata nilai yang integral yang terkandung dalam 
Pancasila dan UUD 1945.13 

Dengan berpedoman pada Sistem Hukum Nasional, 
maka pembangunan terhadap materi hukum merupakan salah 
satu bagian dari pembangunan Sistem Hukum Nasional. Salah 
satu bentuk materi hukum adalah peraturan perundang- 
undangan yang merupakan materi hukum tertulis. Sesuai 
dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka 
pembangunan materi hukum tertulis harus berlandaskan pada 
UUD. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, maka 
penyusunan peraturan perundang-undangan harus mengacu 
pada kaidah Perubahan Pasal 18 UUD 1945. 

Konsep mengenai pemerintahan daerah dalam 
perubahan UUD 1945 terlihat semakin lengkap dan terperinci. 
Ada beberapa hal yang tidak disebutkan di dalam UUD 1945 
sebelumnya, mendapat penegasan dan penambahan. 
Penegasan dan penambahan tersebut antara lain mengenai: 

1. Penyebutan Provinsi, Kabupaten dan Kata. 

2. Asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu otonomi dan 
tugas pembantuan. 

3. Adanya DPRD di setiap pemerintah daerah dan cara 
penqislannya. 

4. Pemilihan Kepala daerah. 

5. Sifat otonomi, yaitu otonomi yang seluas-luasnya. 

6. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
daerah, serta antara pemerintah daerah yang satu dengan 
lainnya. 
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7. Penyebutan satuan pemerintahan daerah yang bersifat 
khusus. 

8. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak 
tradisionalnya. 

Di samping itu masih terdapat hal-hal yang tetap 
dipertahankan seperti prinsip Negara Kesatuan dan adanya 
Daerah lstimewa. 

Ill. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan 
yang menempati posisi tertinqqi." Di bawahnya, terdapat TAP 
MPR dan Undang-undang. Perubahan Kedua UUD 1945 
ditetapkan bersama dengan TAP MPR No. IV/MPR/2000 
tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah. Salah satu rekomendasi TAP iru adalah, 
dilakukannya revisi yang bersifat mendasar terhadap Undang- 
undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi 
dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap 
Pasal 18 UUD 1945, termasuk otonomi bertingkat terhadap 
propinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga, dan 
sebagainya. 15 Adanya Rekomendasi agar dilakukan 
penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan 
bahwa secara sistematis semua peraturan perundang- 
undangan harus disesuaikan dengan norma dasar yang 
tertinggi. Sayangnya, terdapat beberapa rekomendasi dalam 

"I Ketetapan MPR No HIIMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan rate Urutan Peraturan 
Perundang-undangan Pasal 2 

") Ketetapan MPR No IV/MPA/2000 tentang Rekornendas1 Keonakan dalarn Penyelenggaraan 
Otonorru Oaerah gekomenoasr outrr 7 
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Ketetapan tersebut yang kontradiktif dengan maksud 
penyesuaian terhadap Pasal 18 UUD 1945, seperti: 

1. Perintah agar keseluruhan Peraturan Pemerintah dari 
kedua Undang-undang tersebut dikeluarkan selambat- 
lambatnya akhir Desember 2000, padahal di butir lain 
undang-undang tersebut direkomendasikan agar direvisi. 

2. Perintah mengeluarkan undang-undang tentang Otonomi 
Khusus bagi Daerah lstimewa Aceh dan lrian Jaya 
selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2000 dengan 
berdasarkan amanat TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang 
GBHN 1999-2004. Padahal Ketetapan tentang GBHN 
sendiri dikeluarkan sebelum perubahan Pasal 18 UUD 
1945 dan pada perubahan Pasal 18 UUD 1945 tidak ada 
penyebutan Otonomi Khusus. 

3. Pemberian otonomi bertingkat mulai dari propinsi sampai 
dengan desa/nagari/marga. Padahal pembagian wilayah 
berdasarkan UUD 1945 hanya sampai pada kabupaten/ 
kola dan yang memiliki otonomi hanyalah pemerintah 
daerah propinsi dan kabupaten/kota. 

Sebagaimana diketahui, sebelum dilakukan perubahan 
terhadap Pasal 18 UUD 1945, telah disahkan undang-undang 
yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang.baru yaitu, 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 
25 Tahun 1999. Konsep yang digunakan oleh kedua undang- 
undang tersebut mengubah secara total konsep undang- 
undang sebelumnya. Perubahan yang sangat drastis tersebut 
didasari oleh semangat reforrnasi yang melanda semua bidang, 
termasuk bidang Pemerintahan Daerah. Anehnya, hal tersebut 
dilakukan tanpa perubahan terhadap UUD 1945 terlebih dahulu, 
sehingga ada pemikiran yang terbalik bahwa, Perubahan Pasal 
18 UUD mengikuti semangat otonomi daerah berdasarkan 
Undang-undang No. 22 tahun 1999. Hal ini dapat ditengarai 
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dari adanya penolakan terhadap revisi undanq-undanq." 
Seana yuridis Undang-undang Pemerintahan Daerah ini tetap 
harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan norma yang lebih 
tinggi. Pengkajian ulang bukan berarti mengganti secara total. 
Kekhawatiran terjadi resentralisasi tidak semestinya ada, 
karena sentralisasi bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945. 

Pengalaman di Indonesia, Undang-undang mengenai 
Pernerintahan daerah selalu menjadi "Undang-undang Payung" 
yang rnerupakan pedoman bagi peraturan yang setingkat dan 
di bawahnya. Sementara peraturan lain dibuat dalam jarak 
waktu yang relatil lama atau ditangani oleh instansi pemerintah 
yang lain. Sebagai contoh Undang-undang No. 5 Tahun 1974 
tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang No. 5 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berjarak lima 
(5) tahun_ 

Undang-undang yang terkait seperti hubungan keuangan 
antara pernerintah pusat dan pemerintah daerah atau pajak 
daerah dan retribusi daerah bukan di bawah penanganan 
Depdagri melainkan Depkeu. Meskipun keduanya merupakan 
aparat Pernerintah Pusat, namun tidak jarang terjadi kurangnya 
koordinasi dan perbedaan persepsi mengenai otonomi daerah. 
Hal ini rnerupakan salah satu titik lemah bagi terbentuknya 
Sistem Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Satu hal 
yang patut dicoba untuk mewujudkan amanat UUD 1945 agar 
rnenindaklanjuti ketentuan tersebut dengan undang-undang, 
dilakukan dalam satu paket besar. Hal serupa telah 
dilaksanakan pada paket undang-undang di bidang politik. 
Secara eksplisit ada tujuh ketentuan yang harus ditindaklanjuti 
dengan undang-undang. lni bukan berarti harus membentuk 
rujuh (7) undang-undang tetapi dapat saja membentuk satu 
(1) atau dua (2) undang-undang yang penyusunan disesuaikan 

"" 1.JU Soal Otonomi Daerah Belum Perlu Revrst". (On-line). tersedra d1 www. b..llgjl 
www1.eramus11m comlartoclelarttclepnnt/6690 Tanggal 24 Oktober 2001 
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dengan konteks. Dengan catatan semua materi yang 
dikehendaki agar diatur dalam undang-undang semuanya telah 
tercakup. Materi tersebut meliputi: 

1. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten clan kola. 

2. Urusan pemerintahan. 

3. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerinlahan 
daerah. 

4. Hubungan kewenangan dengan memperhalikan 
kekhususan dan keragaman daerah. 

5. Hubungan keuangan, pelayanan umum. pemanfaalan 
sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
Pemerintahan Pusat dan Pemerinlahan Daerah. 

6. Satuan-satuan daerah yang bersifal khusus alau islimewa. 

7. Kesatuan-kesaluan masyarakal hukum adat dan hak-hak 
lradisionalnya. 

Saal ini, banyak peraturan perundang-undangan pada 
lingkat undang-undang yang terkalt dengan Undang-undang 
Pemerintahan Dae rah. Undang·undang yang dianggap sebagai 
"induknya' adatah, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 lentang 
Pemerintahan Daerah. Sementara undang--undang yang lerkait 
atau dianggap sebagai "turunannya' antara lain: 

1. Undang-undang mengenai satuan daerah yang bersifat 
khusus atau istimewa seperti; Undang-undang mengenai 
DKI, Undang-undang Pelaksanaan keistimewaan Propinsi 
lstimewa Aceh, Undang-undang mengenai Nanggroe Ac:eh 
Darussalam, Undang-undang Otonomi Khusus Papua; 

2. Undang-undang mengenai Hubungan anlara Pemerinlah 
Pusat dan Pemerintah Daerah seperti, Undang-undang 
mengenai Perimbangan Keuangan dan Undang-undang 
mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
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3. Susunan dan Tata Cara penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah seperti, undang-undang mengenai susunan dan 
kedudukan DPRD. 

Di luar itu kemungkinan masih ada materi yang belum 
diatur dengan undang-undang atau mungkin ada yang 
materinya pertu dipisahkan dari undang-undang sebelumnya. 
Conteh yang dapat dikemukakan seperti, Susunan DPRD yang 
seharusnya berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam Undang- 
undang Susduk. Pembahasan semua undang-undang tersebut 
dalam satu paket akan lebih memudahkan terwujudnya suatu 
Sistem Hukum Nasional yang harmonis dan sinkron secara 
horizontal dan secara vertikal dengan ketentuan UUD 1945. 
Undang-undang lainnya seperti pembentukan, penggabungan 
dan penghapusan wilayah mengacu pada paket Undang- 
undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut. 

Prinsip-prinsip Pemerintahan Daerah 

Ada beberapa prinsip mengenai pemerintahan daerah 
di dalam UUD 1945, namun akan dikemukakan tiga (3) prinsip 
Pemerintahan Daerah yang akan dikaitkan dengan Sistem 
Hukum Nasional yaitu; Prinsip Negara Kesatuan, Pembagian 
Daerah dan Penyebutannya, serta Saluan Masyarakat Hukum 
Ada! dan Hak-hak Tradisionalnya 

1 . Prinsip Negara Kesatuan 

Prinsip Negara Kesatuan tetap dipertahankan di dalam 
perubahan UUD 1945. Prinsip ini sangat penting artinya 
bagi penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah. 
Semangat reformasi melahirkan keinginan untuk 
mengubah Bentuk Negara Kesatuan menjadi Negara 
Federasi. Hal itu disebabkan sifatnya justeru mengungkung 
dan memasung anak bangsa sendiri. Banyaknya terjadi 
konflik horizontal dan vertikal di masyarakat yang 
terefleksikan dalam aksi kerusuhan dan separatisme 
sehingga mendegradasi keutuhan bangsa dan negara 
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merupakan bukti bentuk negara kesatuan adalah salah." 
Mursal Esten melihat bahwa, permasalahan yang 

dihadapi oleh Bangsa Indonesia selama ini adalah masalah 
sentralisasi baik sentralisasi kekuasaan, ekonomi, 
pendidikan, maupun sentralisasi kebudayaan. Keadilan 
dan keberagaman menjadi hilang ditelan uniformitas dan 
rnayoritas." Masalah pokok yang harus diselesaikan bukan 
pada bentuk Negara Federal atau Negara Kesatuan. Bila 
sentralisasi masih ada, maka ancaman disintegrasi juga 
tetap ada meskipun di dalam Negara Federal. Contoh yang 
dapat dikemukakan adalah Negara (bekas) Uni Sovyet dan 
Negara-negara Federal di Balkan, misalnya Yugoslavia. 
Sebaliknya di Negara Kesatuan dengan pemberian 
otonomi yang luas dan desentralisasi budaya, keadilan bisa 
diciptakan dan kesenjangan dapat ditladakan." 

Perubahan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ke 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan perubahan 
yang drastis. Salah satunya adalah cara menentukan 
kewenangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 
1999 menyebutkan, "Kewenangan Daerah mencakup 
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali 
..... '. Rumusan terse but memberi kesan seolah-olah daerah 
memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
sementara pemerintah pusat hanya diberikan beberapa 
kewenangan dari pengecualian tersebut. Perumusan 
seperti ini mengandung banyak kelemahan, karena konsep 
negara kesatuan menjadi kabur. Hal ini menimbulkan 
anggapan bahwa, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 
merupakan konsep Negara Federal yang dikemas dalam 
Negara Kesatuan. 

111 Pendapatan lni aikemukakan oleh Melly G Tan dalam Benluk NKRI pj/jh;Jn yang Keliru, Harian Mrd8 
lndenesia, Tanggal 4 Jul! 2001 

1111 Soping1, Repub/1k Kesatuan di PersimpanganJalan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Grafiksl, 1999). 48 
'V) Ibid .. 49 
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Sementara itu ada perbedaan prinsip antara konsep 
Otonomi Daerah di Negara Federal dan di Negara 
Kesatuan. Di Negara Federal, otonomi sudah ada sebelum 
terbentuknya federalisme yang pembentukkannya berawal 
dari negara-negara yang menyerahkan sebagian 
kekuasaannya kepada Negara Federal. Sementara di 
Negara Kesatuan, otonomi di delegasikan kepada daerah 
untuk melaksanakan apa-apa yang sudah direncanakan 
oleh pusat." Otonomi Daerah sendiri berdasarkan undang- 
undang adalah pembentukan daerah otonom yang 
merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dan 
pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat untuk 
mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan 
aspirasi masyarakat tersebut. Kata pembentukan 
mempunyai makna yang penting. Artinya otonomi bukan 
hanya penyerahan kewenangan melainkan diawali dengan 
pembentukan daerah otonom oleh negara yang kemudian 
baru diberikan kewenangan. Daerah otonom sebelumnya 
belum exist (ada ). 

Mengingat prinsip Negara Kesatuan merupakan hal 
yang penting, maka pengkajian ulang terhadap undang- 
undang salah satunya adalah berkenaan dengan 
kesalahan interpretasi dari ketentuan tidak adanya 
hubungan hierarki. Hal ini terkait dengan masalah 
fundamental yaitu, perbedaan antara Negara Kesatuan dan 
Negara Federal dalam hal hubungan Pemerintahan 
Nasional (Pusat) dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu 
salah satu persepsi yang hendak diluruskan dalam revisi 
Undang-undang No. 22 tahun 1999 bahwa, tidak adanya 
hubungan hierarki dalam otonomi dari segi konsepsi tidak 
salah, namun di dalam Negara Kesatuan hubungan antara 
pusat dan daerah harus tetap subordinat dan dependen.21 

"") Parliament Watch; 'Membahas Federallsme dan Otonon» Daeran" Hanan Media Indonesia. 
Tanggal 14 Oklober 2001 

2') Pendapat in1 d1kemukakan oleh Benyamin Hoesren dan Sudarsono. "D11)en otooa Sucarsoro 
Can Konhgurasi Baru dan Agar Daerah lldak Kebeolasan' Hanan Media Indonesia, Tanggal 
19 Aguslus 2001 
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MPR lelah menetapkan unluk mempertahankan Negara 
Kesaluan dalam Perubahan UUD 1945. Dengan telah 
dilelapkannya prinsip Negara Kesaluan. maka secara 
yuridis semua undang-undang yang berkenaan dengan 
Pemerintahan Daerah harus disesuaikan dengan konsep 
Negara Kesaluan, lermasuk juga konsep Otonorni Daerah 
dalam Negara Kesaluan. Penyesuaian lersebut bukan 
hanya pada pembenlukan peraturannya, melainkan juga 
pada penerapan dan penegakannya. 

2. Pembagian Daerah dan penyebulannya serla Daerah 
Khusus, Daerah lslimewa dan Otonomi Khusus 

Apabila UUD 1945 sebelum perubahan menyebulkan 
bahwa, wilayah Indonesia akan dibagi alas daerah besar 
dan kecil, maka setelah Perubahan UUD 1945 dilegaskan 
bahwa, NKRI dibagi alas Provinsi. Artinya benluk Negara 
Kesaluan tetap diperlahankan dan "Daerah Besar" yang 
dimaksud Pasal 18 sebelumnya, dilegaskan menjadi 
Provinsi pada Pasal 18 Perubahan. Penegasan ini 
mengakibalkan adanya suatu ketenluan bahwa, tidak ada 
sebutan lain bagi Daerah di Indonesia, selain Provinsi. 

Ketentuan ini lelah digunakan di seluruh wilayah di 
Indonesia, termasuk Provinsi Dae rah lstimewa Aceh yang 
diberi Olonomi Khusus sebagai Provinsi NAO. Meskipun 
sudah menggunakan sebutan Provinsi, namun apabila 
diperhalikan secara gramalikal, islilah Provinsi Nanggroe 
mempunyai sebuah kejanggalan. Di Kerajaan Aceh 
Darussalam pada masa lalu, lerdapat wilayah-wilayah yang 
susunannya diatur di dalam Kanun Meukula Alam yaitu. 
mulai dari wilayah lerkecil Gampong, Mukim, Nanggroe, 
dan Sagoe.22 Hasjmy23 menyebulkan bahwa, Wilayah 
Nanggroe (Negeri) kira-kira sama dengan wilayah 
kecamalan. Nanggroe dipimpin oleh seorang Uleebalang 

2 1 A Hasimy, lskandar Muda Meukuta Alam {Jakarta Bulan Bmtanq 1975). 74-75 
l Ibid 
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(Hulubalang) dan seorang Qadli Nanggroe. Apabila hal 
tersebut benar, maka sebenarnya terdapat kerancuan 
dalam penyebulan Provinsi Nanggroe, karena Provinsi 
akan dibagi lagi menjadi Daerah Kabupaten dan Kola. 
Untuk Propinsi NAO, Kabupalen disebut Sagoe atau nama 
lain semenlara Kola disebul Banda atau nama lam. 

Prinsip lain yang lersirat dalam pasal 18 ayat (2) adalah 
tidak ada daerah yang merupakan wilayah adminislrasi 
belaka. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-undang 
No. 34 Tahun 1999 harus disesuaikan, karena dalam Pasal 
6-nya membagi Wilayah Propinsi OKI Jaya dalam 
Kotamadya dan Kabupaten Adrnirustrasi. Kabupaten 
administrasi yang baru saja dibenluk tersebut harus 
disesuaikan. 

Kepala Pemerinlahan Daerah dipilih secara demokratis. 
Pertanyaan akan lertuju pada Propmsi DIV. Apakah yang 
dimaksud dengan secara demokralis dalam UUD 1945? 
Apakah harus melalui pemilihan? Bagaimanakah 
pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan Propinsi DIV 
kepada DPRD? Salah satu aspek penting dari Otonorni 
Daerah tidak lain adalah proses demokratisasi. Demokrasi 
lidak ada artinya apabila rakyal tidak mempunyai peranan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diibaratkan 
sebagai sebuah Pemerintahan Monarki, maka lidak selalu 
sebuah republik adalah demokralis, dan tidak selalu 
kerajaan yang kepala negaranya lidak dipilih secara 
langsung lidak demokratis. 

Peran seorang raja di dalam penyelenggaraan 
pemerinlahan pada masa sekarang ini sudah jauh 
berkurang. Bahkan dapat dikatakan bahwa, raja tidak lagi 
melaksanakan tugas pemenntahan. Untuk rtu 
Pernerintahan DIV perlu didesain ulang. Apabila sekarang 
ini hanya mengandalkan figur seorang raja. yang sampai 
sekarang ini kebelulan lidak perlu diragukan 



kepemimpinannya dalam proses dernokratisasr, namun di 
lain waktu perlu lebih mengandalkan sebuah sistem. Sistem 
yang tidak menghapuskan keistimewaannya, namun di lain 
pihak juga tidak menimbulkan keseganan bagi wakil rakyat, 
OPRO untuk mengkoreksi atau meminta 
pertanggungjawabannya. Sistem tersebut dapat dilakukan 
dengan cara sebagaimana sebuah negara kerajaan. Ada 
raja sebagai simbol dengan kewenangan-kewenangan 
tertentu dan ada kepala pemerintahan daerah yang 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang 
bertanggung jawab kepada rakyat di daerahnya. 

3. Oaerah Khusus, Oaerah lstimewa, dan Otonomi Khusus 

UUO 1945 menegaskan bahwa, negara mengakui dan 
menghormati satuan-satuan Pemerintahan Oaerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undanq-undanq." Sampai saat ini, prinsip tersebut 
diartikan dengan Pemerintahan Propinsi OKI Jaya melalui 
Undang-undang No. 34 Tahun 1999, Pembentukan OIY 
melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1950, 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Oaerah lstimewa 
Aceh, dengan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, 
Otonomi Khusus bagi Propinsi Oaerah lstimewa Aceh 
Sebagai Provinsi NAO dengan Undang-undang No. 18 
Tahun 2001, dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud 
dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. 
Selama ini kekhususan Jakarta adalah kedudukannya 
sebagai ibukota negara. Aceh dulu merupakan daerah 
istimewa, namun sekarang sekaligus juga daerah yang 
mempunyai otonomi khusus. lrian Jaya dahulu bukan 
Oaerah lstimewa dan Oaerah Khusus, namun kini 
mempunyai Otonomi Khusus, hanya Yogyakarta yang tetap 
sebagai Oaerah lstimewa. Kenyataan yang ada 

") Pasal 1BB. UUD 1945 
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menunjukkan bahwa, pemberian Otonomi Khusus bagi 
wilayah paling barat dan paling timur Indonesia 
dilatarbelakangi oleh keinginan kedua daerah tersebut 
untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal yang sama dahulu, 
meskipun dengan latar belakang yang berbeda, yang 
ditawarkan kepada Timor-Tmur. Tldak dapat dipungkiri 
bahwa, kebijakan yang senbalislis pemerintahan masa lalu 
mengakibatkan ada posisi 1aWar yang kuat dari daerah- 
daerah tersebut Untuk me11gatas.iya. Pemerintah Pusat 
menawarkan solusi berupa pernberian Otonomi Khusus. 
Artinya pernberian Otonomi Khusus kedua daerah tersebut 
lebih dapat dijelaskan secara politis daripada secara 
yuridis. 

Secara yuridis UUD 1945 megakui satuan 
pemerintahan yang bersifat khusus. Sampai sejauh 
manakah keistiwewaan atau kekhususan yang dimaksud 
oleh UUD? Apakah dengan dasar Pasal 188 ayat (1) 
tersebut, dapat disimpangi ketentuan pasal-pasal UUD 
1945 lainnya? Secara yuridis Pasal 188 mengandung 
banyak kontradiksi dengan Pasal-pasal lain di UUD 1945 
dan ketidakjelasan. Selain itu tidak ada kriteria mengenai 
suatu daerah disebut satuan pemerintahan yang bersifat 
khusus. Apakah setiap daerah yang akan memisahkan diri 
akan diberikan Otonomi Khusus? Kekhususan untuk DKI 
Jaya dan keistimewaan untuk DIV sekarang ini tidak 
mendapatkan banyak pertanyaan. Meskipun bukan berarti 
tidak ada permasalahan, ada beberapa permasalahan 
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. 

Sementara pertanyaan untuk Otonomi Khusus jauh 
lebih banyak. Apabila dipahami bahwa, Negara Kesatuan 
bukan berarti penyeragaman, dan pelaksanaan otonomi 
tidak harus sama antara daerah yang satu dengan daerah 
yang lain, maka sebenamya istilah Otonomi Khusus tidak 
perlu ada. Pasal 18A menyebutkan • .... dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". 



Apabila hal ini dilaksanakan secara konsekuen. maka 
tujuan otonomi daerah akan tercapar, Keragaman dan 
karakteristik daerah dapat bermacam-macam, misalnya 
potensi dan geografisnya. Ada daerah yang mempunyai 
potensi pariwisata yang besar dan ada daerah yang 
mempunyai potensi industri kerajinan yang besar. Dari segi 
geografis ada daerah yang sangat subur yang cocok untuk 
pertanian, namun ada pula daerah yang secara geografis 
berbukit-bukit. Karakteristik dan potensi yang beragam 
tersebut tidak mungkin ditangani secara seragam. 
Pemahaman akan karakteristik daerah dan penggalian 
terhadap potensi masing- masing masing daerah 
merupakan salah satu faktor penting dalam otonomi. 
Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai potensi untuk 
pertanian tidak perlu memaksakan wilayahnya sebagai 
lahan pertanian. Sebaliknya daerah yang mempunyai 
potensi pariwisata yang kuat tidak perlu memaksakan diri 
menjadi daerah industri. Hal ini berarti tidak perlu · ada 
keseragaman instansi-instansi pemerintahan daerah di 
masing-masing wilayah. Misalnya, daerah yang tidak 
mempunyai lahan pertanian atau perkebunan tidak perlu 
mengadakan dinas pertanian dan perkebunan. 

Otonomi Daerah harus dipahami sebagai ala!, bukan 
tujuan akhir. Tujuan akhir dari pelaksanan otonomi daerah 
adalah kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Pemberian 
otonomi kepada daerah tidak akan berarti apabila hal 
tersebut diartikan sebagai pemberian otonomi kepada 
(pejabat-pejabat) pemerintah daerah, bukan ditujukan bagi 
kepentingan masyarakatnya. Pelaksanaan Otonomi 
Daerah dengan membebani masyarakatnya berbagai 
pungutan a tau retribusi yang akhirnya tidak dapat dinikmati 
oleh seluruh rakyatnya. justeru merupakan pengingkaran 
terhadap semangat otonomi daerah. Masyarakat 
seharusnya dapat menikmati hal-hal yang seharusnya 
menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu, fasilitas 
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pendidikan, transportasi, perumahan, lingkungan yang 
aman dan nyaman, serta rasa persaudaraan. 
Kesejahteraan di suatu daerah merupakan tujuan pelaksa- 
naan otonomi daerah. Apabila hal tersebut terwujud di 
masing-masing daerah, maka tujuan nasional terciptanya 
kesejahteraan umum secara otomatis akan tercapai. 

Sistem Hukum Nasional: Unifikasi atau Pluralisme? 

Telah dikemukakan bahwa, Sistem Hukum Nasional tidak 
harus diartikan sebagai kesatuan hukum (unifikasi) yang akan 
berlaku bagi semua warga negara atau penduduk Indonesia, 
mengingat kemajemukan masyarakat. Pendekatan yang akan 
dilakukan di dalam pembahasan masalah ini bukan dari sudut 
pandang Sistem Hukum Tradisional yaitu, Continental dan 
Anglo Saxon, melainkan pada sumber hukum yang membentuk 
suatu Sistem Hukum Nasional. 

Sistem Hukum Nasional dapat dibentuk dari beberapa 
sumber, seperti Hukum Adat, Hukum Islam a tau Hukum Baral. 
Untuk membentuk suatu Sistem Hukum Nasional, maka 
sumber hukum tersebut menjadi pertimbangan. 01 dalam 
undang-undang perkawinan misalnya, ada unsur Hukum Islam 
yang terserap. KUHPer banyak menyerap Hukum Barat, 
meskipun untuk beberapa ketentuan dapat menggunakan 
Hukum Adat atau Hukum Islam seperti Hukum Keluarga dan 
Hukum Waris. Hal itu semua tetap berarti ada unifikasi yaitu, 
ada sebuah Hukum Nasional yang berlaku bag1 seluruh wilayah 
Indonesia. Pembedaan hanya berdasarkan orang-perorangan 
yang dikenai. bukan terhadap wilayah. Dalam bidang 
Pemerintahan Daerah. apakah harus ada unifikasi atau 
dimungkinkan juga adanya piuralisrne? 

Undang-undang mengenai NAO dan Otonomi Khusus 
Papua menunjukkan adanya pluralisme hukum. Artinya ada 
sebuah ketentuan nasional, undang-undang yang hanya 
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berlaku bagi wilayah tertentu, sementara untuk wilayah lainnya 
berlaku kelen\uan undang-undang yang lain. 

Undang-undang No. 44 Tahun 1999 merupakan 
penjabaran dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi lstimewa Aceh. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, maka penyelenggaraan 
keistimewaan meliputi, penyelenggaraan kehidupan beragama, 
penyeleng-garaan kehidupan adat, penyelenggaraan 
pendidikan, dan peran ulama dalarn penetapan kebijakan 
daerah. Sebelum undang-undang tersebut dilaksanakan secara 
efektif, kemudian lahir Undang-undang No. 1 B Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Oaerah lstimewa Aceh 
sebagai Provinsi NAO. Oengan Otonomi Khusus tersebut. maka 
Keistimewaan Propinst NAO sebenar-nya sudah termasuk di 
dalamnya, bahkan pengaturannya lebih dari sekedar 
keistimewaan sebagaimana diatur Undang-undang No. 44 
Tahun 1999. Salah satunya adalah, pembentukan Peradilan 
Syariat Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. 

Oisebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa, kewenangan 
Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syariat Islam dalam 
Sistem Hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun 
Provinsi NAO. Hal ini berarti hukum formil dan hukum 
materiilnya akan ditetapkan oleh Oenun (setingkat Perda). 
Padahal istilah Oanun sendiri tidak terdapat di dalam Tata 
Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang 
termaktub dalam TAP MPR No. 111/MPR/2000. Oalam 
penjelasan disebutkan bahwa, Qanun dapat mengenyam- 
pmqkan peraturan perundang-undangan lain dengan asas lex 
specialis derogaf lex genera/is. Seharusnya ketentuan ini 
berlaku bagi peraturan perundang-undangan yang setingkat 
bukan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, yang 
menurut TAP MPR No. III/MPR/2000 termasuk UUO 1945 dan 
TAP MPR. Sementara yang terkait dengan tingkatan, yang 
berlaku adalah asas lex superior derogat lex inferior. 

59 



Qanun akan menentukan apakah Syariat Islam tersebut 
hanya terbatas pada hukum privat atau termasuk pula hukum 
publik. Jika hukum publik termasuk di dalamnya. maka ada 
kemungkinan Aceh, akan menerapkan Qanun untuk pemeluk 
Agama Islam dan KUHP untuk pemeluk agama lain. Apakah 
Qanun tersebut berlaku untuk wilayah atau mengikuti setiap 
orang Aceh perlu dikaji lebih mendalam lagi. Jimly Ashiddiqie 
berpendapat bahwa, perlu adanya ketegasan dalam nettonel 
legislative policy yaitu, hanya bidang Hukum Perdata dalam 
arti luas sajalah yang diperkenankan bersifat ragam atau 
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. 
Sedangkan peraturan perundang-undangan di bidang hukum 
publik, terutama Hukum Pidana, seyogyanya tidak diizinkan 
bersifat beraneka ragam.25 

Sementara Otonomi khusus yang berlaku bagi Propinsi 
Papua lebih pada bentuk dan Susunan Pemerintahan. Dalam 
rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua 
dibentuk MAP yang merupakan representasi kultural orang ash 
Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka 
perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan 
pada penghonmatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan 
perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.26 

Selain itu masih ada DPR Papua sebagai badan legislatif. 
Dengan susunan seperti ini, maka terjadi pluralisme pengaturan 
mengenai DPRD. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang 
Susduk tidak berlaku untuk Provinsi Papua. Dalam hal ini masih 
terdapat pertanyaan pula undang-undang manakah yang lebih 
khusus? 

Kekhususan yang sama antara Propinsi Aceh dan 
Propinsi Papua adalah, pengaturan mengenai hal Keuangan. 
Pengaturan masalah keuangan jika untuk daerah-daerah lain 

'") J1mlyAssh1dd1qte "Otonorru Oaerah dan Oampaknya terhadap Plurahsme Hukum d1 Indonesia· 
bag1an luhsan dan Keptte Selekta Teon Hul<um Kumpulan Tul,san Tersebar. (Fakullas Hukum 
UI 2000) 85 

·) Pasa! 5 avat (2) Undang-undanq Provins: NAO 
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mengacu pada Undang-undang No. 25 Tahun 1999, maka 
kedua daerah ini ada penambahan ketentuan berdasarkan 
yang memberikan otonomi khusus tersebut. 

Dapat dipahami bahwa pemberian Otonomi Khusus 
adalah, suatu permasalahan politis. Pendekatan hukum apalagi 
hanya secara positivis atau yuridis normatis yang kaku, kadang 
kala memang bukan hal yang baik dan tidak dapat 
memecahkan permasalahan. Terobosan dalam undang- 
undang yang memberikan Otonomi Khusus tidak perlu 
dipandang secara apriori, namun perlu dicermati dengan 
mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan 
yang akan terjadi di bidang hukum. Apalagi sampai saat ini 
kita kurang begitu jelas menyikapi heterogenitas di Indonesia 
dikaitkan dengan Sistem Hukum Nasional yaitu, apakah 
unifikasi dengan menyerap semua unsur, atau pluralisme 
terhadap bidang-bidang tertentu, atau pluralisme dengan 
federal arrangement dalam bungkus Negara Kesatuan? 

IV. PENUTUP 

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 mengenai Pemerintahan 
Daerah mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap 
sistern Hukum Nasional. Dari materi hukum tertulis, maka 
banyak peraturan perundang-undangan yang harus 
disesuaikan dengan perubahan tersebut. termasuk di dalamnya 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang baru saja berlaku efektif. Revisi terhadap Undang- 
undang No. 22 Tahun 1999 itu akan berpengaruh pula terhadap 
peraturan pelaksanaannya. 

Seringkali Undang-undang tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-undang Pokok atau Undang-undang 
"Payung" yang akan menghasilkan banyak undang-undang 
laqr, Perlu dilakukan pembahasan mengenai Undang-undang 
Pemerintahan Daerah dalam satu paket sebagaimana paket 
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Undang-undang di Bidang Politik. Pake! Undang-undang 
Pemerintahan Daerah bukan hanya undang-undang pokok dan 
Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat- 
Daerah, melainkan terkait pula dengan Undang-undang DKI, 
Undang-undang tentang Daerah lstimewa dan daerah yang 
diberi Otonomi Khusus, Undang-undang tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, serta Undang-undang mengenai 
Susunan dan Kedudukan DPRD. Selain akan terjadi 
persamaan visi dan persepsi pembahasan dalam satu paket 
juga akan menjadikan semua departemen terkait melakukan 
koordinasi, sehingga menghapuskan anggapan bahwa otonomi 
daerah hanya merupakan kewenangan Depdagri sementara 
departemen lain merasa tidak bertanggung jawab. 

lmplikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem hukum 
Nasional juga terkait dengan adanya pemberian Otonomi 
Khusus untuk Daerah Aceh dan Papua. Pemberian Otonomi 
Khusus ini akan sangat berpengaruh terhadap Sistem Hukum 
Nasional yang selama ini mengandalkan unifikasi. Dengan 
kedua undang-undang tersebut ada pluralisme hukum di 
Indonesia, yang hanya berlaku untuk wilayah tertentu. 
Meskipun secara politis hal ini merupakan sebuah solusi atau 
jalan tengah, namun kalangan hukum harus bersiap-siap untuk 
mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi sekaligus menyiapkan 
solusinya. Kalangan Hukum perlu memikirkan Sistem Hukum 
Nasional berdasarkan pertimbangan tetap unilikasi dengan 
menyerap semua unsur (Hukum Ada!, Hukum Islam, Hukum 
Baral), atau pluralisme terhadap bidang-bidang tertentu; atau 
pluralisme dengan federal arrangement. 
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TINJAUAN YURIDIS DARI DITETAPKANNYA FUNGSI DPR 
DALAM PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 

Ronny Sautma Halma Baka 

I. PENDAHULUAN 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 
1945 sampai saat ini, sejarah ketatanegaraan Indonesia 
mencatat telah berlaku beberapa Konstilusi Indonesia, 
termasuk di antaranya tiga (3) kali Perubahan alas UUD 
1945, Konstitusi Indonesia dimaksud adalah: 

1. UUD 1945, yang berlaku antara 18Aguslus 1945 sampai 
dengan 27 Desember 1949; 

2. Konslitusi RIS 1949, yang berlaku antara 27 Desember 
1949 sampai dengan 17 Agustus 1950; 

3. UUDS 1950, yang berlaku antara 17 Aguslus 1950 
sampai dengan 5 Juli 1959; dan 

4. Kembali ke UUD 1945, yang berlaku anlara 5 Juli 1959 
sampai dengan SU-MPR Tahun 1999; 

5. Perubahan Perlama UUD 1945, yang berlaku sejak 
Sidang Umum MPR-RI Oktober 1999, sampai sekarang; 

6. Perubahan Kedua UUD 1945, yang berlaku sejak Sidang 
Tahunan MPR-RI, Agustus 2000, sampai sekarang dan; 

7. Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlaku sejak Sidang 
Tahunan MPR-RI, November 2001, sampai sekarang .. 

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyal atau parlemen 
Indonesia atau DPR-RI, adapun lase ini terbagi alas sebelas 
( 11) periode parlemen Indonesia. berdasarkan delapan (8) 
kali Pemilu sebagai berikut: 

65 



1 . Periodisasi Pra Kemerdekaan, sebagai cikal bakal lembaga 
parlemen yang bernama Dewan Rakyat (Volksraad). 1918 
- 1942; 

2. Periodisasi Kemerdekaan, menghasilkan parlemen; 
a. KNP, 29 Agustus 1945 - 16 Okotber 1945: 
b. BP-KNP, mulai 17 Oktober 1945 

3. Periodisasi Pasca Kemerdekaan, menghasilkan 
parlemen; 
a. DPR dan Sena! RIS, 15 Februari 1950 - 16 Agustus 

1950; 
b. DPRS, 16 Agustus 1950 - 26 Maret 1956; 

4. Periodisasi Pemilu I Tahun 1955, menghasilkan parlemen; 
a. DPR-RI terdiri dari DPR dan Konstituante, 26 Maret 

1956 - 22 Juli 1959; 
b. DPR akibat Dekrit Presiden, 22 Juli 1959 - 26 

Juni 1960; 
c. DPR-GR Orde Lama, 26 Juni 1960 - 15 November 

1965; 
d. DPR Gotong Royong Minus PKI, 15 November 

1965 - 19 November 1966; dan 
e. DPR-GR Orde Baru, 19 November 1966 - 28 

Oktober 1971. 

5 Periodisasi Pemilu II Tahun 1971, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI, 28 Oktober 
1971 - 30 September 1977; 

6. Periodisasi Pemilu Ill Tahun 1977, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI. 1 Oktober 
1977 - 30 September 1982; 

7. Periodisasi Pemilu IV Tahun 1982, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI, 1 Oktober 
1982 - 30 September 1987; 

8. Periodisasi Pemilu V Tahun 1987, menghasilkan 
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parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI, 1 Oktober 
1987 - 30 September 1992; 

9. Periodisasi Pemilu VI Tahun 1992, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR·RI, 1 Oktober 
1992 - 30 September 1997; 

10. Periodisasi Pemilu VII Tahun 1997, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI; 1 Oktober 
1997 - 30 September 1999; dan 

11. Periodisasi Pemilu VIII Tahun 1999, menghasilkan 
parlemen Indonesia yang bernama DPR-RI, 1 Oktober 
1999 - 30 September 2004. 

Keberadaan parlemen di Indonesia selama ini selalu 
diatur dalam sejumlah konstitusi Indonesia, dimulai dari UUD 
1945 sampai dengan Perubahan Kedua UUD 1945 yaitu: 
Periode UUD 1945, Bab Ketujuh tentang DPR, diatur dalam 
Pasal 19 sampai dengan Pasal 22; 

1. Periode UUD 1945, Bagian Ill dari Bab Ill tentang DPR, 
diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 112, dan 
Bagian II dari Bab IV tentang Perundang-undangan, 
diatur dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 143; 

2. Periode Konstitusi RIS 1949, Bagian II dari Bab II tentang 
DPR, diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 77, 
dan Bagian II dari Bab Ill tentang Perundang-undangan 
diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 110; 

3. Periode UUDS 1950. Bagian II dari Bab II tentang DPR, 
diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 77, dan 
Bagian II dari Bab Ill tentang Perundang-undangan diatur 
dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 110; 

4. Kembali ke periode UUD 1945, Bab Ketujuh tentang 
DPR, diatur dalarn Pasal 19 sampai dengan Pasal 22; 

5. Periode Perubahan Pertama UUD 1945, diatur dalam 
Pasal 5, 13, 14 ayat (2), 20 dan Pasal 21; 
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6. Periode Perubahan Kedua UUD 1945, diatur dalam Pasal 
19 dan Pasal 20A. 

Di era reformasi yang dimulai sejak Pemerintahan 
Presiden B.J. Habibie, era ketert>ukaan cimulai , dan keinginan 
untuk mengadakan perubahan terhadap UUD 1945 digulirkan 
dan baru tertaksana di Tahun 1999 dengan dikeluarkannnya 
Perubahan Pertama UUD 1945 clan diikuli dengan Perubahan 
Kedua Tahun 2000 dan dijadwalkan di Tahun 2002 mendatang 
Perubahan terhadap UUD 1945 direncanakan akan selesai 
dilaksanakan. Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 
1945 yaitu, ditetapkannya fungsi DPR dalam Perubahan 
Kedua UUD 1945. Dalam Pasal 20A disebutkan bahwa: "DPR 
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 
pengawasan". 

II. SEJARAH FUNGSI-FUNGSI DPR 
Sejarah lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, pertama 

kali dengan dibentuknya Volksraad pada Tanggal 18 Mei 1918 
oleh Pemerintahan Hindia Belanda, fungsi Vo/ksraad ketika 
itu adalah sebagai badan penasehat bagi Pemerintahan 
Hindia Belanda.' kemudian dilanjutkan dengan berdirinya KNP, 
antara Tanggal 19 dan 2 Agustus 1945 dan dilantik oleh 
Presiden pada Tanggal 29 Agustus 19452 Berdasarkan hal 
itu maka, setiap Tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari 
lahirnya DPR-RI. 

Eksistensi DPR telah diatur dalam sejumlah konstitusi 
Indonesia, khususnya dalam UUD 1945, secara implisit telah 
mencantumkan adanya tiga (3) fungsi yang dimiliki oleh DPR. 
Fungsi yang diamanatkan dalam konstitusi Indonesia antara 
lain; fungsi membentuk undang-undang, fungsi pengawasan, 

') Bintan Sa,agih, Lerrbaga Pe,- dan P--. I.Jmlln di Indonesia. (Jakana: 
Gaya Medoa Pralama. 1988). 115. 

') OPR-RI. Seperempat Abad Deww, PerwakiJan Rakyat RI. iJakana: Sekre\ariat 
DPR·GR. 1983). 26. 
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dan fungsi anggaran. Dalam UUD 1945, fungsi yang dimiliki 
oleh DPR dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Fungsi menetapkan APBN, diatur dalam Pasal 23 ayat 
(1) jo. Penjelasan Pasal 23 ayat (1 ), 

2. Fungsi membentuk undang-undang bersama dengan 
Pemerintah, diatur dalam Pasal 5 ayat (1 ). Pasal 20, 
Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 serta Penjelasan UUD 
1945, dan 

3. Fungsi pengawasan, diatur dalam Penjelasan Bab VII. 

Kalau dikaji dengan seksama pasal-pasal yang mengatur 
fungsi DPR dapat dikatakan bahwa, DPR mempunyai tugas 
yang penting di bidang ketatanegaraan Indonesia. Tugas 
sekaligus fungsi itu dapat dibagi tiga, pertama, fungsi legislasi, 
kedua, fungsi pengawasan, dan ketiga, fungsi anggaran,3 

Ismail Suny membagi pengawasan dalam tiga (3) bentuk; 
control of executive, control expenditure, control of taxation.' 
Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana 
diamanatkan dalam UUD 1945, diimplementasikan dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam 
Talib DPR-RI yang ketiga fungsi DPR disebut dengan tugas 
dan wewenang DPR. 

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang 
Susduk, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
No. 2 Tahun 1975, dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, 
"Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945, DPR mempunyai hak; 
1. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, 
2. Meminta keterangan (interpelasi), 

1J Muchtar Pakpahan. "Pelaksanaan Tugas dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat 
Masa Kerja 1982 - 1987", (Ringkasan Disertasi Doktor, Universrtas Indonesia, 
1993). 8-9 

') Ismail Suny, Mekan,sme Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 27· 
28 
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3. Mengadakan penyelidikan (angket), 
4. Mengadakan perubahan (amandemen), 
5. Mengajukan pertanyaan pendapat, dan 
6. Mengajukan.menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh sesuai perundang-undangan. 
Dalam perjalanan sejarah, Undang-undang No 16 Tahun 

1969 jo. Undang-undang No. 2 Tahun 1975, mengalami 
perubahan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1985, 
ketentuan Pasal 32 diganti dengan kelentuan yang terdiri 
dari em pat ( 4) ayat sebagai berikut di bawah ini. 
Ayat (1 ), Untuk dapat melaksanakan lungsinya sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945, DPR mempunyai hak: 
1. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, 
2. Meminta keterangan (interpelasi), 
3. Mengadakan penyelidikan (angket), 
4. Mengadakan perubahan (amandemen), 
5. Mengajukan pertanyaan pendapat, dan 
6. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan 

oleh sesuai perundang-undangan. 

Ayat (2), Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), Anggota DPR mempunyai hak-hak sebagi 
berikut; 

1. Hak mengajukan pertanyaan, 
2. Hak protokol, 
3. Hak keuangan/administratif. 

Ayat (3), Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( 1) dan (2), diatur dalam Peraturan perundang- 
undangan dan/atau Talib DPR. 

Ayat (4), Khusus mengenai hak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf (b) dan ayat (2) hurul (b), diatur dengan 
undang-undang. 
Ketentuan Undang-undang 2 Tahun 1985, kemudian 

diubah kembali dengan Undang-undang No 2 Tahun 1999, 
yang hak-hak DPR-nya diatur dalam Pasal 33 sebagai berikut: 

70 



Ayal (1 ), DPR sebagai lembaaga linggi negara, merupakan 
wahana untuk melaksanakan demoklrasi berdasarkan 
Pancasila. 

Ayal (2), DPR mempunyai lugas dan wewenang sebagai 
berikul; 

1. Bersama-sama dengan Presiden membenluk undang- 
undang, 

2. Bersama-sama dengan Presiden menelapkan APBN, 
3. Melakukan pengawasan lerhadap; 

a. Pelaksanaan undang-undang, 
b. Pelaksanaan APBN, 
c. Kebijakan Pemerinlah sesuai dengan jiwa UUD 1945 

dan TAP MPR. 
4. Membahas hasil pemeriksaan alas pertanggungjawaban 

keuangan negara yang diberilahukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Hapat 
Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan 
pengawasan, 

5. Membahas dan meratifikasi dan/atau memberi 
perselujuan alas pernyataan perang serta pembualan 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang 
dilakukan oleh Presiden, 

6. Menampung dan menindaklanjuli aspirasi dan pengaduan 
masyarakat, 

7. Melaksanakan hal-hal yang dilugaskan oleh Keletapan 
MPR dan/atau undang-undang kepada DPR. 

Ayat (3), Untuk melaksanakan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPR mempunyai 
hak: 

1. Merrunta kelerangan kepada Presiden, 
2. Mengadakan penyelidikan, 
3. Mengadakan perubahan alas rancangan undang-undang, 
4. Mengajukan pernyalaan pendapat. 
5. Mengajukan rancangan undang-undang, 
6. Mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan 
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tertentu jika dilentukan oleh suatu peraturan perundang- 
undangan, dan 

7. Menenlukan anggaran DPR. 

Ayat (4), Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud 
ayal (3), yang pada hakekatnya merupakan Hak-hak 
Anggota DPR, ada Hak-hak Anggota DPR yang lain yailu; 

1. Mengajukan pertanyaan 
2. Protokoler, dan 
3. Keterangan/administrsi. 
Ayal (5), Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayal 

(3) dan ayal (4) diatur dalam Talib DPR. 

Penelitian lerhadap pelaksanaan fungsi DPR sudah 
sering dilakukan oleh beberapa peneliti lerdahulu, seperti 
Albert Hasibuan, Binlan Saragih, Muchlar Pakpahan, dan 
ASS Tambunan. Hal lainnya yang membuat kajian alas fungsi- 
fungsi DPR menarik adalah, karena masih banyak perbedaan 
pendapat dari para pakar hukum dan pakar politik tentang 
pengertian fungsi DPR. Miriam Budiardjo menyebutkan 
adanya dua (2) fungsi DPR yaitu:5 

1. Fungsi menenlukan policy (kebijaksanaan) dan membuat 
undang-undang, dan 

2. Fungsi mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga 
supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan 
kebijaksanaan yang telah diletapkan. 

Kemudian Binlan Saragih menyebutkan adanya tiga (3) 
fungsi DPR yaitu:• 
1. Fungsi membenluk undang-undang bersama Presiden, 
2. Fungsi membenluk undang-undang lenlang APBN 

bersama dengan presiden, dan 
3. Fungsi mengawasi Pemerinlah. 

'I Miriam Buchardjo. Oasar-dasar I/mu Politik. (Jakarta: Gramedaa, 1995). 182- 183. 
6) Saraqm, Op. c,t., 125. 
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Lain lag1 Alfian yang menyebutkan adanya empat ( 4) fungsi 
DPR yartu.' 
1. Funqsi legislatif. 
2. Fungsi pengawasan atau kontrol sosial. 
3. Fungsi wakil rakyat/penyalur aspirasi dan kepentingan 

masyarakat; dan 
4. Fungsi lain-lain, yang antara lain menyangkut hal yang 

berkaitan dengan hubungan kerjasama internasional. 

Ill. TINJAUAN YURIDIS DARI DITETAPKANNYA FUNGSI 
DPR 

A_ FUNGSI LEGISLASI 

Kata legislasi diintrodusir dari kata legislation yang 
mempunyai dua (2) makna yakni; the enactment of statues 
by a legislature, dan a statute or body of statues or proposed. 
Dalam perkembangan selanjutnya fungsi legislasi ini diartikan 
sebagai pembentukan undang-undang oleh para pembuatnya. 
Di Indonesia badan pembentukan undang-undang menurut 
UUD 1945 adalah. Presiden bersama-sama dengan DPR. 
Setelah Perubahan Pertama UUD 1945, fungsi legislasi DPR 
terkait dengan adanya perubahan kewenangan pembentukan 
undang-undang ke tangan DPR sebagaimana disebutkan 
pada Pasal 20 ayat (1) "DPR memegang kekuasaan 
membentuk undang-undangi, dengan adanya amanat 
Perubahan Pertama ini sejalan dengan adanya fungsi legislasi 
yang dimiliki oleh DPR. 

Untuk mendukung fungsi legislasi DPR. di era DPR Tahun 
1999 telah dibentuk Baleg yang diatur dalam Talib DPR 
sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan, yang mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

1) Alhan. ·Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR Yang DiingiMan CMeh OPR·. dalam 
buku Sri Soemantri dan Binlan Saragih, Ketatanegaraan Indonesia Dalam 
Kehidupan Politrk Indonesia. 30 tahun Kembab ke UUD 1945. (Jakarta: Pustaka 
Smar Harapan. 1993), 292. 
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1. Merencanakan dan menyusun program serta urutan 
prioritas pembahasan ruu, baik yang datang dari 
Pemerintah maupun Usul lnisiatif DPR-RI untuk satu 
masa keanggotaan DPR-RI setiap Tahun Sidang, 

2. Membantu menyiapkan ruu Usul lnisiatif DPR-RI, 
3. Mengikuti perkembangan dan mengawasi pelaksanaan 

undang-undang, 
4. Melakukan evaluasi terhadap program ruu, 
5. Membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang- 

undangan pada akhir masa keanggotaan DPR-RI. 

Baleg di Tahun 2000 telah membentuk Panja Penyusunan 
ruu untuk Tahun Anggaran 2001. Hasil Panja ini telah disusun 
sembilan puluh satu (91) ruu yang materinya mewakili sub 
bidang Ekonomi lndustri dan Pembangunan, sub bidang Politik 
dan sub bidang Kesejahteraan. Selain itu hasil kerja tim Panja 
ini dijadikan dasar dalam Propenas, yang diatur dalam 
Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 
2000 - 2004. Adanya Propenas sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang No. 25 Tahun 2000 adalah, sebagai 
konsekwensi penjabaran lebih lanjut dari TAP MPR-Rl No. 
IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999. Pada Bab V tentang 
Kaedah Pelaksanaan GBHN Tahun 1999, butir ke-4 dan ke- 
5 dinyatakan: 
1. GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam 

Propenas yang memuat uraian kebijakan secara rinci 
dan terukur yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR, 
dan 

2. Propenas dirinci dalam REPETA yang memuat APBN 
dan ditetapkan Presiden bersama DPR. 

Ditetapkannya Propenas, di satu sisi mempunyai 
kedudukan hukum yang kuat, karena setiap program-program 
pembangunan termasuk pembangunan hukum harus 
disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah. Namun di 
sisi lain. kedudukan Propenas akan menjadi kaku karena 
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setiap program pembangunan, termasuk pembangunan 
hukum tidak mudah diubah, karena setiap adanya perubahan 
harus mendapatkan persetojuan bersama antara DPR dan 
Pemenntah. 

Dalam Propenas disebutkan bahwa pembangunan 
bidang hukum, harus berdasarkan arah kebijakan dalam 
GBHN yang dicakup dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan yaitu:" 
1. Menata sistem hukum nasronal yang menyeluruh dan 

terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum 
agam dan hukum adat serta memperbaharui perundang- 
undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang 
diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan 
ketidaksesuarannya dengan tuntutan reformasi melalui 
program legislasi, 

2. Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang 
mendukung kegiatan perekonomia dalam menghadapi 
era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan 
nasional, dan 

3. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional. terutama 
berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan 
kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk 
undang-undang. 

Dalam Propenas Tahun 2000-2004, DPR dan Pemerintah 
wajib membuat seratus dua puluh (120) ruu. 

Baleg sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan dan 
sesuai dengan tugasnya khususnya di bidang legislasi telah 
menetapkan mekanisme kerja untuk mendukung pelaksanaan 
tugasnya di bidang legislasi. Kehadiran Baleg tidak 
dimaksudkan untuk mengambil alih Hak-hak Anggota DPR 
untuk mengajukan ruu Usul lnisiatif. Baleg hanya berfungsi 
memberikan dukungan dan membantu baik secara teknis 
maupun pengembangan substansi yang diberikan oleh Tim 
Asistensi. 
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Di era DPR hasil Pemilu Tahun 1999, masa bakn 1999· 
2004, telah berhasil menyusun beberapa ruu Usul lnisiatif 
antara lain: 
1. RUU tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I 

Banten, 
2. RUU tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tmgkat I 

Gorontalo, 
3. RUU tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tmgkat I 

Bangka Belitung, 
4. RUU tentang Lembaga Kepresidenan, dan 
5. RUU tentang Perkreditan Perbankan. 

Konsekwensi yuridis dari adanya fungsi legislasi 
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang· 
undangan, khususnya dalam Perubahan Kedua UUD 1945 
jo Perubahan Pertama UUD 1945, maka: 

1. DPR wajib menyusun prioritas ruu yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat pada umumnya. Hal ini telah 
dilakukan oleh DPR melalui Baleg yang telah menyusun 
ruu sejak Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun 
Anggaran 2004. 

2. DPR dapat menerima masukan atau usulan dari 
masyrakat/LSM. Sejak Tahun 2000 DPR telah menerima 
beberapa draft ruu dari pihak masyarakat/LSM misalnya, 
Draft RUU tentang Kebebasan Mendapatkan lnformasi, 
diserahkan oleh ICEL. 

3. DPR dapat membuat sendiri RUU, dan pada Tahun 1999 
melalui Tim Asistensi Baleg, DPR telah membuat draft 
RUU tentang Lembaga Kepresidenan. 

4. DPR dapat melakukan kerjasama dalam penyusunan 
draft RUU, dan pada Tahun 2001 DPR telah melakukan 
kerja sama dalam penyusunan draft RUU antara lain, 
RUU tentang Rahasia Negara. 

76 



5. DPR wajib melakukan pengawasan terhadap undang- 
undang yang telah berlaku selama iru. Pada umumnya 
pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang 
dilakukan DPR melalui fungsi pengawasan yang 
dilakukan melalui Komisi dan Sub Komisi dan melalui 
kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR di masa reses. 

6. DPR wajib melakukan inventarisasi dan evaluasi masalah 
terhadap undang-undang yang dianggap sudah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Sejak Tahun 2000. 
DPR melalui Tim Asistensi telah menyusun daftar 
evaluasi terhadap undang-undang yang sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan jaman. 

B. FUNGSI PENGAWASAN 
Fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dilakukan 

berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945. Undang-undang 
No. 4 Tahun 1999. dan Talib DPR. Dalam dasar hukum 
tersebut disebutkan, fungsi utama pengawasan yang 
dilakukan DPR adalah, pengawasan terhadap jalannya 
pemenntahan yang dilakukan oleh Presiden. Selain itu fungsi 
pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah menin- 
daklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari perseorangan 
atau masyarakat atau kelompok tertentu. 

Setelah adanya Perubahan Pertama dan Kedua UUD 
1945, fungsi pengawasan DPR dilakukan dengan memberikan 
kewenangan kepada DPR untuk membatasi beberapa Hak 
Prerogatif Presiden. Sebelumnya Hak Prerogatif Presiden 
tidak pernah melibatkan DPR, dan sekarang harus melibatkan 
DPR rrusalnya, harus dikonsultasikan terlebih dahulu atau 
mendapatkan persetujuanlpertimbangan dari DPR. Perubahan 
mendasar yang diberikan oleh Perubahan Pertama dan Kedua 
UUD 1945 di bidang pengawasan antara lain; 
1. Dalam hal mengangkat Duta, 
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2. Dalam hal menerima penempatan duta negara lain, dan 
3. Dalam hal memberi amnesti dan abolisi. 

Perubahan mendasar lainnya ditindaklanjuti dengan 
pemberian hak sub poena kepada DPR dalam Undang- 
undang No. 4 Tahun 1999. Penerapan hak sub poena 1ni 
sangat efeklif untuk melengkapi fungsi pengawasan yang 
diatur dalam Talib DPR. Fungsi pengawasan ini dapat dirinci 
lagi alas; 
1. Pengawasan lerhadap pelaksanaan undang-undang, 
2. Pengawasan lerhadap pelaksanaan APBN, dan 
3. Pengawasan terhadap segala kebijakan yang dilakukan 

oleh Pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan TAP 
MPR-RI. 

Kemudian unluk menjalankan fungsi pengawasan 
sebagaimana disebulkan di alas. dilakukan oleh DPR melalui 
serangkaian rapat dan pengawasan di lapangan dalam bentuk 
kunker kelika DPR reses. Adapun rapat yang digunakan DPR 
dalam melakukan pengawasan melalui Raker, RDP dan 
RDPU. Serangkaian rapat tersebut dilakukan oleh DPR 
melalui alat kelengkapan Dewan, seperti Komisi-komisi dan 
Sub Komisi yang ada di DPR dan Pansus yang dibentuk 
oleh DPR. Fungsi pengawasan dilakukan melalui masing- 
masing Komisi dan Sub Komisi dengan partner kerjanya dari 
pihak Pemerintah. 

lmplemenlasi tunqsi pengawasan ini dapat dilakukan 
melalui serangkaian hak yang dimiliki oleh DPR. adapun hak- 
hak yang dimiliki oleh DPR adalah : 
1. Hak Meminta Keterangan Kepada Presiden (interpelasi), 
2. Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat, 
3. Hak Mengadakan Penyelidikan (angket), 
4. Hak Menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan, 
5. Hak Untuk Mengangkat Seorang Duta Besar, 
6. Hak Untuk Memberikan Amnesli dan Abolisi. dan 
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7. Hak Untuk Mengajukan/Menganjurkan Seseorang 
Berdasarkan Perintah Undang-Undang. 

Konsekwensi yuridis dari fungsi pengawasan 
sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangan adalah: 

1. Fungsi pengawasan dilakukan melalui serangkaian hak 
yang dimiliki oleh DPR dan hak yang dimiliki oleh Anggota 
DPR: 9 

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I antara 
lain, menyarankan kepada Pemerintah dalam 
penyelesaian kasus Aceh, pihak TNI dan Polri lebih 
mengedepankan penyelesaian masalah dengan 
dialog dengan masyarakat Aceh. 

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II antara 
lam, dalam rangka pembentukan daerah otonom, 
melakukan kunjungan kerja ke daerah misalnya, ke 
daerah Gorontalo dalam rangka pembentukan 
Propinsi Gorontalo. 

c. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Ill antara 
lain, menyarankan kepada Pemerintah agar 
keberadaan petani tembakau di Pulau Jawa 
diperhatikan. 

d. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IV antara 
lain, berpendapat bahwa transportasi, pos dan 
telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar 
masyarakat, oleh karena itu diharapkan agar Dephub 
memprioritaskan masalah tersebut dalam proyek 
Tahun Anggaran 2001. 

') Lihat DPA-AI "Laporan Pelaksanaan Funqsr. Tugas dan Wewenang DPA-RI 
Pada Stdanq Tahunan MPR-RI Tahun Pertama 1999-2000·. (Jakarta Sekretanat 
Jenderal DPR-RI. 1999) 21 35. 103. 112. 123. 146. 171. 187. dan 217 

79 



e. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V antara 
lain, menyarankan Deperindag memperhatikan 
keamanan terhadap barang yang akan diekspor. 

f. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VI antara 
lain, menyarankan agar Pemerintah memberikan 
perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang 
mengalami kerusuhan. 

g. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VII antara 
lain, menyetujui perlu adanya public warning yang 
luas tentang obat-obatan untuk mendukung 
Indonesia sehat. 

h. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII antara 
lain, mendesak Pemerintah agar segera 
menuntaskan kasus KKN di tubuh PLN dan 
Pertamina. 

i. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi IX antara 
lain, menyarankan agar kontrak manajemen antara 
P.T. BNI (Persero) dengan Pemerintah dapat 
dipublikasikan. 

2. Fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR baik secara 
aktif ataupun melaksanakan pengawasan karena adanya 
laporan dari masyarakat tentang kasus-kasus tertentu 
misalnya, Komisi II DPR rnenindaklaruuti laporan dan/ 
atau pengaduan dari delegasi masyarakat atas kasus- 
kasus tanah yang merugikan masyarakat. Adanya 
pengaduan dari masyarakat ke DPR. sesungguhnya 
merupakan partisipasi aktif masyarakat terhadap parses 
pembangunan. 

Adanya peningkatan fungsi pengawasan yang diberikan 
oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, khususnya 
Perubahan UUD 1945, secara langsung ataupun tidak 
langsung telah meningkatkan beban dan tanggung jawab 
DPR, 
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C. FUNGSI ANGGARAN 

Di antara tiga (3) fungsi di alas, maka fungsi menetapkan 
APBN dijalankan dengan adanya Hak Begrooting 
sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 
23 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan tentang 
kedudukan DPR lebih kuat daripada Pemerintah. lni tanda 
kedaulatan rakyat. Adanya Hak Budget yang diberikan oleh 
UUD 1945 juga menandakan bahwa UUD 1945 selain disebut 
sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai Konstitusi 
Ekonorni.'? 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1 ), jelaslah 
bahwa, DPR bertanggung jawab mengawasi penggunaan 
semua dana yang ada dalam masyarakat. Pengawasan ini 
tentunya tidak hanya meliputi pertanggungjawaban 
penggunaannya. tapi juga terhadap sumber pengumpulan 
dana-dana itu. Bila ketentuan daJam Pasal 23 ayat (1) 
d.ihubungkan dengan konstruksi adanya pengakuan alas asas 
Kedaulatan Rakyat. maka yang berhak unluk memberikan 
kuasa APBN adalah, Lembaga MPR. Hal ini sesuai dengan 
konsepsi lama tentang kedaulatan, namun konsepsi ini 
berubah tidak lagi bersifat rnutlak, tetapi ia dibatasi ke dalam 
Negara oleh Konstitusi Negara yang bersangkutan termasuk 
Konstitusi Negara RI." 

Penjelasan UUD 1945 mengemukakan dengan legas 
bahwa, kekuasaan negara yang tertlnggi adalah di tangan 
MPR, yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat 
Indonesia .. '2 Menurut teori yang berlaku, maka rakyatlah yang 
berdaulat, rakyat yang berdaulat inl mempunyai suatu 

·•1 Jimly Assliddlqio, 'UndanQ·Undanr; Daser 1945 , l(onsti!u,, N"ll"ra K.aslll8hla'11M 
Dan Aoaliias Maoa Depan'. (Pid.110 Pongu\<Uhll/1 Jabolan Guru 9e.., Tetap 
Mlldya psda FDWtas HulWtn U""'""'laS lnGonllSral. Tanggal 13 Jon 1998. 

") Arlfon Saa,1 Atmotl]a, 'Hol< Budgot DPA'. dalom Mafaloh Hukum dan 
f'flmbangunan No. 1 TaM XIV, (Januarl 19!14), 19 

'') lsm,1>1 Suny, Pergi!s"""1 ICeiw..aari EkseJMil, (J81<arla:- Baru. 1977). 14. 
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kemauan.13 Jika diteliti lebih mendalam terutama dengan 
pertimbangan perumusan dan pokok-pokok pikiran yang 
terkandung dalam Pembukaan UUD, Batang Tubuh dan 
Penjelasan UUD 1945, maka akan tampak bahwa UUD 1945 
temyata juga menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, selain 
Kedaulatan Rakyat. Jika kedaulatan dipahami sebagai konsep 
mengenai kekuasaan tertinggi, maka konsep mengenai ke- 
Maha Kuasaan Tuhan yang dirumuskan dalam alinea ketiga 
Pembukaan UUD 1945 misalnya, adalah juga merupakan 
konsep tertinggi itu'". Sela in Konsep Kedaulatan Rakyat 
menurut Ismail Suny, UUD 1945 menganut ajaran Kedaulatan 
Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum 
sekaliqus." 

Lebih lanjut, Penjelasan Umum UUD 1945 telah dengan 
jelas menyatakan bahwa, Presiden ialah penyelenggara 
negara yang tertinggi di bawah MPR. Dalam menjalankan 
pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada 
di tangan Presiden. Presiden harus mendapatkan persetujuan 
dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk 
menetapkan. Hal itu menunjukkan kedudukan DPR lebih kuat 
dibandingkan Pemerintah. Para perumus UUD 1945 
mengemukakan bahwa, kedudukan yang kuat ini didasarkan 
pada suatu ukuran dari sifat pemerintahan negara yang 
demokratis, di mana rakyat menentukan nasibnya sendiri, 
dan juga cara hidupnya melalui wakil-wakil mereka di DPR.16 

Walaupun demikian penyelenggaraan keuangan negara 
adalah, bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan 
pemerintahan negara. Oleh sebab itu tanggung jawab tentang 
penyelenggaraan keuangan negara juga akan terpusat pada 
Presiden. Di dalam negara RI yang demokratis dan 
berkedaulatan rakyat, maka di negara ini bagaimana caranya 
rakyat sebagai bangsa akan hidup, harus ditetapkan oleh 

15) Suny, Op. Cit .. B. 
16) Alfian, Op. en; 300. 
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rakyat itu sendiri. Dengan perantaraan DPR, rakyat 
menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya 
tercermin dalam pembentukan APBN berdasarkan Pasal 23 
ayat (1) UUD 1945. 

Jadi sumber hakekat dari APBN adalah kedaulatan, dan 
kedaulatan negara tertinggi di Indonesia adalah di tangan 
MPR. Kemudian DPR berdasarkan Hak Budget mempunyai 
kedaulatan di bidang APBN yang merupakan pelimpahan 
wewenang dari MPR kepada DPR.17 Pemerintah dapat 
menjalankan APBN setelah RUU tentang RAPBN telah 
mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan 
Pemerintah dalam bentuk Undang-undang tentang APBN. 
Persetujuan ini diberikan DPR sebagai memegang kedaulatan 
di bidang budget, dan persetujuan itu merupakan sebagai 
kuasa. 

Dilihat dari segi Hukum Tata Negara, APBN merupakan 
suatu kuasa atau mandat yang diberikan oleh DPR kepada 
Pemerintah. Manda! itu dipergunakan untuk melakukan 
penerimaan pendapatan negara dan menggunakannya 
sebagai pengeluaran untuk tujuan tertentu dalam batas-batas 
jumlah yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran. Kuasa 
atau mandat tersebut dalam bentuk persetujuan terhadap 
Undang-undang tentang APBN. Adanya persetujuan dari 
rakyat yang diwakili DPR merupakan hal yang bersifat mutlak, 
dan merupakan bentuk pengawasan, dimana rakyat dapat 
menilai, menimbang-nimbang, mempertanyakan setiap 
RAPBN yang diajukan ke DPR oleh Pemerintah. 

Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 ayat 
(1) UUD 1945, maka tanggungjawab pemerintah/presiden 
dalam pelaksanaan APBN harus diberikan kepada DPR, jadi 
tanggungjawab disini bukan dalam arti kedudukan Presiden 

· ) Anhn Soen Almadia. Kap,ta Selek.ta Keuangan Negara. Suatu T,n,aLJan vunos 
Cel 6. (Jakarta UPT Tarumanegara. 1996). 5 dan 6 
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tidak bergantung kepada DPR1•. Selama kurun waktu sejak 
Indonesia merdeka sampai saat ini, sejarah ketatanegaraan 
Indonesia mencatat bahwa penggunaan Hak Budget yang 
dimiliki oleh DPR belum dapat menempatkan DPR pada 
posisi yang lebih kuat dari Pemerintah, sebagaimana 
diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 23 
ayat (1) beserta Penjelasannya. Belum berperannya 
penggunaan Hak Budget selama ini tidak terlepas dari 
suasana ketatanegaraan yang masih didominasi oleh 
Pemerintah ketika itu, termasuk di bidang anggaran negara. 
Dominasi pemerintah di bidang anggaran negara , tampak 
dari tasilitas yang mendukung pemerintah, baik dari segi 
pendanaan, adanya stat pendukung dan adanya jaringan 
kerja yang dimiliki oleh pemerintah, dan hal ini tidak sejalan 
dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki 
oleh DPR. 

Menurut Sumiskun, penilaian tentang Kedudukan DPR 
yang lemah dalam penggunaan Hak Budget ini, sering 
diperbandingkan dengan penyelesaian yang sama di lembaga 
perwakilan di Amerika Serikat. Hal itu kemudian menimbulkan 
penilaian bahwa, penyelesaian APBN di DPR hanya sekedar 
memenuhi persyaratan formal demokratis saja. Menanggapi 
hal itu, Ismail Suny menyatakan, tidak berjalannya Hak Budget 
DPR selama ini adalah, karena pedang Democ/e dalam 
bentuk Hak Recall telah ada di leher Anggota DPR, maka 
Kedudukan DPR dalam kenyataannya memang lemah 
daripada Pernerintah." Selain dari suasana ketatanegaraan 
RI ketika itu, tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan 
wewenang dan tugas serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR. 
Baik pelaksanaan hak secara kelembagaan ataupun hak 
perorangan dari Anggota DPR yang diatur dalam Talib DPR. 
Pelaksanaan Hak Budget akan dapat ditingkatkan apabila 
18) Arifm Soena Atmadja. 'Ruang L1ngkup Keuangan Negara Menurut UUO 1945". 

dalam Pelatihan Evaluas1 dan Analisa Anggaran . (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
DPR-RI. 2000). 4. 

'Q) Ismail Suny. Menear, Keadilan. (Jakarta: Ghaha Indonesia. i982). 49 
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pelaksanaan dan hak-hak yang dimjliki oleh DPR diupayakan 
ditinqkatkan." 

Sejarah ketatanegaraan juga pernah mencatat bahwa, 
DPR hasil Pemilu Tahun 1955 pernah menolak RAPBN yang 
diajukan oleh Pemerintah ketika itu, tapi akibatnya adalah, 
Presiden membubarkan DPR melalui Penpres No. 3 Tahun 
1960. Pada Tahun Anggaran 1998/1999, DPR juga pernah 
memaksa Pemerintah untuk melakukan tiga (3) kali merevisi 
APBN, karena Undang-undang APBN Tahun 1998/1999 
ternyata tidak dapat menampung perkembangan makro 
ekonomi saat itu, sepert, adanya nikai tukar dolar Amerika 
Senkat yang sangat tinggi. Adanya dominasi pemerintah 
dalam menyusun dan menetapkan APBN di masa yang lalu 
trdak terlepas dari adanya perkembangan karakter produk 
hukum kala itu. khususnya pada kurun waktu Tahun 1968 
sampai dengan Tahun 1998. 

Untuk mendukung fungsi anggaran ini, DPR telah 
membentuk Panitia Anggaran sebagai salah satu alat 
kelengkapan Dewan yang bersifat tetap. Melalui Pamtia 
Anggaran ini diharapkan DPR dapat menggunakan Hak 
Begrooting yang diberikan oleh UUD 1945. lmplementasi Hak 
Begrooting DPR diatur dalam Talib DPR Pasal 132 meliputi: 
1. Pernbicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN. 
2. Pembahasan RUU tentang APBN, 
3. Pembahasan Laporan Semester I dan Perkiraan 

Perubahan APBN tahun berjalan, 
4. Pembahsan RUU tentang Perubahan APBN, dan 
5. Pembahasan RUU tentang Perhitungan Anggaran 

Negara. 

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran sebagaimana 
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. DPR 

:) OPR-RI. 'Laporan Tun Konsuttasr Pernngkalan Pelaksanaan Mekanisme dan 
Srklus Pembahasan APBN DPA-RI". (Jakarta· Sekretariat Kornisr APBN DPR-AI. 
1995) 15 
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melakukan fungsi anggaran tersebut sejalan dengan Hak 
Begrooting antara lain:" 

1. Memberikan kebijakan dan asumsi makro alas beberapa 
substansi yang terdapat dalam RAPBN. Dengan adanya 
kebijakan dan asumsi makro ini, Panitia Anggaran 
bersama Pemerintah telah mengetahui sejak dini 
mengenai dasar perhitungan RAPBN, dan 

2. Panitia Anggaran menyampaikan pendapat dan 
aspirasinya dalam proses awal penyusunan RAPBN. 

Pelaksanaan fungsi anggaran diikuti pula dengan adanya 
perubahan struktur dan format APBN yang mendekati 
standardiasi statistik keuangan pemerintah yang berlaku 
secara internasional. Adanya perubahan struktur dan format 
ini dari prinsip anggaran berimbang dan dinamis menjadi 
anggaran defisit yang dibiayai dari sumber pembiayaan yang 
berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri dalam bentuk 
hibah dan utang/pinjaman. Tujuan dari perubahan struktur 
dan format APBN ini antara lain, untuk meningkatkan 
transparansi dalam penyusunan APBN. Karena dengan format 
baru ini akan diketahui besarnya defisit anggaran setiap 
tahunnya. Hal tersebut juga sejalan dengan diberlakukannya 
Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Konsekwensi yuridis dari fungsi anggaran sebagaimana 
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, 
khususnya Perubahan UUD 1945 adalah. sejalan dengan 
pelaksanan Hak Begrooting yang dimiliki oleh DPR. 

IV. PENUTUP 

1. Fungsi yang dimiliki DPR telah diatur dalam sejumlah 
peraturan perundang-undangan, khususnya setelah era 

) DPA-AI. Laporan Pelaksanaan Fungsi ... Op Cit. l67· 268 

86 



reformasi, fungsi DPR diintegrasikan sebagai salah satu 
materi muatan dalam Perubahan Kedua UUD 1945. 

2. Adanya penetapan fungsi DPR dalam Perubahan Kedua 
UUD 1945 adalah, untuk diharapkan dapat memposisikan 
DPR sebagai wakil rakyat secara utuh. 

3. Untuk menindaklanjuti ketiga fungsi DPR harus dilakukan 
dengan sejumlah hak yang dimiliki oleh DPR dan hak 
yang dimiliki oleh Anggota DPR. 

4. Pelaksanaan ketiga fungsi DPR dilakukan melalui alat 
kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan tidak tetap, 
selain itu pelaksanaan ketiga fungsi dapat dilakukan pada 
masa sidang dan pada masa reses. 

5. Keberhasilan pelaksanaan fungsi DPR dapat 
mempengaruhi keberhasilan Anggota DPR dalam Pemilu 
mendatang. Untuk itu masyarakat khususnya masyarakat 
pemilih dapat menilai sendiri perwakilan mereka di DPR 
dalam melaksanakan fungsi DPR. 

-ooo- 
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AMANDEMEN KEDUA UUD 1945 TENTANG 
KEWARGANEGARAAN DAN URGENSI PEMBARUAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

(TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN 
PENDUDUK DAN WARGA NEGARA DALAM SUATU 

KONSTITUSI) 

Nukila Evanty 

I. PENDAHULUAN 

Untuk terbentuknya suatu negara minimal terdiri atas 
adanya wilayah negara, warga negara, dan pemerintahan 
negara.' Karena itu, pengaturan mengenai wilayah negara 
dan warga negara harus ditentukan dalam suatu Undang- 
Undang Dasar. Warga negara harus mendapat perhatian yang 
utama dalam penyelenggaraan negara. 

Masalah kewarganegaraan, merupakan soal yang aktual 
terutama di negara-negara yang lahir sesudah terjadinya 
Perang Dunia 11. Faham kebangsaan mendorong dibuatnya 
undang-undang tentang kewarganegaraan yang berlandas- 
kan pada faham kebangsaan itu. Dalam komunitas negara- 
nega ra di dunia, tidak terdapat peraturan-peraturan 
kewarganegaraan dengan prinsip yang sama karena hal ini 
tergantung kepada kemauan negara-negara yang 
bersangkutan. Ada negara yang menganut prinsip /us Soli, 
ada pula dengan prinsip /us Sanguinis. 

Wacana perubahan UUD 1945 tentang rakyat sebagai 
warga negara, yang mempunyai kedaulatan negara Republik 

') Miriam Budrardro. Dasar-Dasar I/mu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
1991 ). 43 
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Indonesia beserta hak-hak asasinya belum mendapat 
perhatian yang cukup proporsional dari MPR. Meluasnya 
tindakan kekerasan masyarakat di beberapa daerah seperti: 
Daerah lstimewa Aceh. Riau. Papua. dan daerah-daerah lam 
meminta untuk merdeka, merupakan akumulasi kekecewaan 
terhadap interpretasi ganda terhadap konstitusi UUD 1945. 
Selain itu, kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga negara yang 
selama ini memperlakukan warga negara tidak lebih dan 
sebagai obyek NKRI. Penyelenggaraan kewarganegaraan 
Indonesia dalam koridor penyelenggaraan negara belum 
berjalan baik. Penyelenggaraan pemerintahan dan 
kebijaksanaan tentang warga negara bertitik tolak dari dasar 
hukum dan konstitusi kita yang rentan untuk diinterpretasikan 
berbeda-beda. 

Ada beragam permasalahan yang muncul dalam masalah 
kewarganegaraan di Indonesia yaitu: 

1. Penggunaan lembaga-lembaga pendidikan formal dan 
informal sebagai lembaga indoktrinasi politik, dan 

2. Lemahnya perlindungan konstitusional dan tidak 
akomodatifnya perundang-undangan terhadap hak asasi 
manusia, warga negara dan kelompok-kelompok 
minoritas. 

Permasalahan kewarganegaraan ini menimbulkan 
implikasi-implikasi yaitu: 

1. Merosotnya kapasitas dan otonomi warga negara, dan 

2. Terjadinya pelanggaran berkelanjutan terhadap HAM dan 
kelompok-kelompok minoritas. 
Berdasarkan hal itu. asumsi dasar untuk penyelesaian 

permasalahan tentang masalah kewarganegaraan ini melalui 
pemulihan dan pertindungan prinsip-prinsip kewarganegaraan. 
Hal itu dapat dibangun dengan mengamandemen materi yang 
berhubungan dengan penduduk dan warga negara dalam 
suatu UUD 1945. Perubahan itu perlu dilakukan karena 
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ketentuan UUD 1945 mengenai hat tersebut tidak jelas 
(vague), dan hal itu membuka peluang penafsiran yang 
bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi.2 

Disadari pula bahwa, materi muatan UUD 1945 hanya 
mengatur asas-asas dan kaidah konstitusi yang pokok-pokok 
saja dan tidak bisa bertahan lama (verourded), sehingga 
meninggalkan hal-hal panting yang semeslinya ada. 

Dalam menganalisis tentang kewarganegaraan dalam 
Sistem Hukum Indonesia saat ini, dan dikaitkan dengan hak- 
hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka dalam tulisan 
ini akan dibagi dalam dua analisis yaitu, terhadap 
permasalahan warga negara dan kewarganegaraan serta 
pembaruan terhadap perundang-undangan yang 
menyertainya dalam dan terhadap naskah hasil amandemen 
UUD 1945 untuk diimplementasikan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 

II. WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN 
Pengertian kewarganegaraan secara yuridis mencakup 

hubungan hukum antara warga negara di satu pihak dengan 
negara di pihak lain. Dalam hubungan hukum tersebut 
terkandung hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.3 

WNI adalah, orang yang memiliki status hukum sebagai WNI 
karena kelahiran, karena pewarganegaraan atau karena 
terdaftar sebagai WNI. 

Warga negara harus dimaksudkan sebagai rakyat yang 
dibedakan dengan orang asing. 4 lkatan seseorang yang 
2) Tim Kajian Amandemen. Fakultas Hukum Universitas BrawiJaya. Amandemen 

UUD 1945, Antara Teks dan Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah, Get. 
1. (Jakarta: Smar Grahka. 2000), 13. 

j) Moh. Kusnardi dan Harrnany lbra'um. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Cet. 7. {Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Umversitas 
Indonesia dan Smar Bakti, 1988), 291. 

•) "Rakyat sebaqar sekumpulan manusra yang hidup d1 suatu tempat yang 
drperlawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup d1 ourua Seringkali 
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menjadi warga negara itu menimbulkan suatu hak kewajiban 
baginya. Bila dihubungkan dengan dunia internasional. dalam 
setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang 
asing yang keseluruhannya disebut penduduk.? Jadi setiap 
warga negara adalah penduduk, tetapi setiap penduduk belum 
tentu warga negara, karena mungkin dia adalah orang asing 
(WNA). Kedua kelompok itu berbeda dalam hubungannya 
dengan negara. dan setiap warga negara mempunyai 
hubungan yang tidak terputus. Seorang WNA hanya 
mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah 
negara tersebut. Berdasarkan hal itu, negara mernpunyai 
kewajiban untuk melindungi kepentingan setiap penduduk 
yang ada di dalam wilayah negaranya. 

Kedudukan seorang warga negara berdasarkan hak dan 
kewajibannya dapat disimpulkan dalam empat (4) hal sebagai 
berikut: 
1. Status Positif seorang warga negara ialah, memberi hak 

kepadanya untuk menuntut tindakan positif dari negara 
mengenai perlindungan atas jiwa. raga. milik, 
kemerdekaan dan sebagainya. Untuk itu negara 
membentuk badan-badan seperti pengadilan. kepolisian 
dan kejaksaan, yang akan melaksanakan kepentingan 
warga negaranya dalam pelanggaran-pelanggaran yang 
berhu-bungan dengan hal-hal tersebut di alas. 

2. Status Negatif seorang warga negara akan memberi 
jarninan kepadanya bahwa, negara trdak boleh campur 
langan terhadap hak-hak asasl warga negaranya. 
Campur tangan negara terhadap hak-hak asasi warga 
negaranya ierbatas, untuk mencegah timbulnya tindakan 
yang sewenang-wenang dari negara. Walaupun 
demlkian, dalam keadaan tertentu, nagara dapat 

orang mendengar ucapan mengenai Rakyat Amerika, Rakyat Indonesia. Rakyat 
Jerman". Lihat Moh. Kusnardi dan Bl!1tan A. Sarag,h. I/mu Negara. Cet. 4, (Jakarut 
Gaya Media Pralama, 2000), 108. 

) Kusnardl. Pengantar ... , Op Cit., 291-292. 
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melanggar hak-hak asasi rakyat jika tindakannya 
ditunjukkan untuk kepentingan umum. 

3. Status Aktif memberikan hak kepada setiap warga 
negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Untuk 
mewujudkan hak ini, setiap warga negaranya diberi hak 
untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota dalam DPR. 

4. Status Pasif ini merupakan kewajiban bagi setiap warga 
negaranya untuk mentaati dan tunduk kepada segala 
perintah negaranya. Misalnya, apabila negara dalam 
keadaan perang, maka semua warga negara menurut 
syarat-syarat tertentu wajib memanggul senjata untuk 
membela negaranya.6 

Berdasarkan empat (4) kedudukan tersebut di alas, maka 
seorang WNA itu dibedakan dari seorang warga negara, 
karena bagi orang asing tidak ada ikatan hak dan kewajiban 
terhadap bukan negaranya. Bila seorang WNA itu menetap 
untuk waktu yang trdak lama, maka ia dapat digolongkan 
sebaqar penduduk yang terikat pada syarat-syarat peraturan 
tertentu. Hubungan hukum antara warga negara dan negara 
tidak menjadi putus meskipun warga negara tersebut tinggal 
di luar negeri. Hak dan kewajiban masing-masing pihak juga 
tidak menjadi gugur karena warga negara tinggal di luar 
negeri. Dalam hubungan negara dan warga negara, negara 
tetap mempunyai kewajiban melindungi warganya yang 
berada di luar negeri. 

UUD 1945 memberikan perlindungan kepada penduduk 
"Negara RI tanpa melihat apakah dia WNI atau WNA. Seperti 
dalam Pasal 29 ayat (2) disebutkan, "Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
rnasmq-mastnq dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu". Hal itu berarti, negara akan memberikan 
perlindungan dalam masalah agama terhadap setiap orang 

'") Ibid 
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yang ada di wilayah Negara RI, dengan tidak melihal apakah 
dla WNI atau WNA. DJ baglan lain UUD 1945 hanya 
menyebulkan hak khusus unlLJk warga negara yaitu, Pasal 
27 ayat (2) yang menyebutkan, "Iiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagl 
kemanvsraan", lnl berartl, setiap warga negaralah yang berhak 
atas penghidupan yang tayak bagi kemanusiaan lidak untuk 
orang asing, hak tersebu1 kemuclian dapat dituntut oleh warga 
negara. 

Di awal telah disebutkan bahwa, tanpa adanya warga 
negara adalan tidak mungkin mendirlkan suatu negara. Olah 
karena itu. sebagai negara yang berdaulat, maka setiap 
negara berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk 
menjadl warga negara. Tetapl pelaksanaan hubungan tersebut 
dak lag1 semata clidasarkan pada hukum naslonal, melainkan 

hukum internasional.1 Hukum in!emasional mengakul bahwa. 
negara mempunya Jurisdiksi Teritorial (territorial jurisdiction) 
dan Jurisdiksi Nasionalitas (nationality jurisdiction). 
Berdasarkan Jurisdiksi Teritorial, suatu negara mempunyai 
jurisdiksi alas orang, perbuatan atau peristiwa, dan harta 
benda yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. 

Prinsip Jurisdiksi Teritorial, maka orang asing yang 
berada dalam suatu negara tunduk pada jurisdiksi negara 
tersebut. Seseorang yang memasuki negara lain menjadi 
terikat oteh aturan hukum publik dari negara tersebut. Bila 
orang asing melakukan kejahatan, maka ia dapat diadili di 
negara tempat kejahatan tersebut ditakukan. Selain itu 
seseorang yang berada di negara lain harus menerima bahwa, 
ia tidak akan mendapat kedudukan yang sama dengan warga 
negara dari negara tersebut. Sebagai contoh, orang asing di 
suatu negara tidak boleh memiliki rumaManah, dan tidak 
memiliki hak-nak politik. 

1) Lihak Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang mulai berlaku seiak 
Tahun 1967. 
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TINJAUAN TERHADAP ASAS DAN STATUS DALAM 
KEWARGANEGARAAN 

Suatu negara berhak untuk menetapkan siapa-siapa yang 
diperbolehkan menjadi warga negara dan syarat-syarat untuk 
menjadi warga negara. Kemudian status kewarganegaraan 
mengandung dua aspek:8 

1. Aspek yuridis; kewarganegaraan merupakan status 
hukum kenegaraan bagi seseorang, sehingga seseorang 
dapat memiliki hak dan kewajiban khusus di bidang 
hukum publik. Hak dan kewajiban tersebut tidak dimiliki 
oleh orang asing. Conteh: Hak memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum, kewajiban untuk mengikuti wajib militer. 

2. Aspek sosial budaya; kewarganegaraan adalah 
keanggotaan suatu bangsa tertentu yang terikat dan 
memiliki kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan budaya 
serta rasa nasionalisme. 

Mengenai soal kewarganegaraan, asas-asas yang 
dipakai untuk menentukan seseorang menjadi warga negara 
ialah /us Soli dan /us Sanguinis dan masing-masing negara 
menganut asas yang menguntungkan.• Dalam ilmu 
pengetahuan ada dua asas utama yaitu:'? 

1. /us Sanguinis (syarat genealogis) adalah, suatu asas di 
mana seorang menjadi warga negara berdasarkan 
keturunan. Jadi seorang itu menjadi WNI karena ia 
dilahirkan dari orang tua yang berwarganegara Indonesia. 

2. /us So/i (syarat teritorial) adalah, suatu asas di mana 
seorang menjadi warga negara berdasarkan tempat 
kelahiran. Jadi seorang itu menjadi WNI bila ia dilahirkan 
di wilayah Indonesia. 

') Syaiful Anwar. Sendi-Send1 Hukum Tata Negara, (Bandung: Tarsito, 1996), 96. 
9) B Bastian Tafal. Pokok-Pokok Tata Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 1992). 33 
10) G.J. Wolhoff. Pengantar I/mu Hukum Tata Negara Indonesia. (Surabaya: 

Timunmas 1960). 124 
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Kemudian ada asas yang ketiga yaitu, asas campuran, 
maksudnya adalah dua (2) asas tersebut sekaligus 
diberlakukan. Dari pengertian tersebut di atas berarti, "Setiap 
orang dapat menjadi warga negara atau bukan warga negara, 
dapat menjadi penghuni atau penduduk". Misalnya, seorang 
mahasiswa Indonesia belajar di Kanada, ia adalah bukan 
penghuni Indonesia, dan ia merupakan penduduk Kanada 
yang terikat pada syarat-syarat peraturan (izin) penetapan di 
sana. Karena masing-masing menganut asas yang 
menguntungkan bagi kepentingan politiknya, maka perbedaan 
asas ini tidak jarang membawa kesulitan-kesulitan dalam 
hubungan lnternasional." 

Kesulitan tersebut dapat membawa akibat seorang 
memperoleh kewarganegaraan lebih dari satu (bipatride) dan 
seorang rnenjadi tidak rnemiliki kewarganegaraan atau 
kehilangan kewarganegaraan sarna sekali (apatride). Salah 
satu kewajiban dari negara terhadap warga negaranya adalah 
memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. 
Kewajiban melindungi warga negara bagi Negara RI 
dinyatakan dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang antara 
lain menyebutkan, tujuan negara untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia. 

Saal ini hubungan antar negara telah semakin baik, dan 
sarana transportasi sudah sedemikian modernnya sehingga 
tidak menyulitkan orang untuk bepergian, maka dapat saja 
terjadi bahwa seseorang akan berdomisili di negara lain. 
Kadang kala orang tersebut melahirkan anak di negara tempat 
dia berdomisili. Kemudian kalau kebetulan di negara itu 
menganut Asas /us Soli, maka anak yang baru lahir tersebut 
menjadi warga negara dari negara tempat kelahirannya. 
Dengan demikian putuslah hubungannya dengan negara asal 
orang tuanya. 

"I Kusnardi, ttmu.. , Op. Cit., 110 
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Karena alasan tersebut di atas, maka saat ini banyak 
negara yang meninggalkan Asas /us Soli, dan menganut Asas 
/us Sanguinis. Penganutan Asas /us Sanguinis ini akan terasa 
sekali manfaatnya bagi negara-negara yang terletak 
berdampingan dengan negara lain yang tidak dibatasi oleh 
laut seperti negara-negara Eropa Kontinental dan Cina di 
mana setiap orang dengan mudah berpindah tempat tinggal.12 

Dengan Asas /us Sanguinis ini anak-anak yang dilahirkan di 
negara lain akan tetap menjadi warga negara dari negara 
asal orang tuanya. Hal itu tidak menyebabkan terputusnya 
hubungan antara negara dan warga negaranya yang baru 
lahir selama orang tuanya masih tetap menganut 
kewarganegaraan dari negara asalnya. Sebaliknya bagi 
negara-negara tertentu, terutama negara-negara tempat 
imigran seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, akan lebih 
menguntungkan apabila menganut Asas /us Soli. Sebab 
dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara-negara 
tersebut akan menjadi putuslah hubungannya dengan orang 
tuanya. 

Pada mulanya banyak negara yang menganut Asas /us 
Soli (daerah kelahiran), kemudian beralih menganut Asas /us 
Sanguinis (keturunan) antara lain; Perancis Tahun 1811, 
Belgia Tahun 1831, Belanda Tahun 1892. Perubahan paham 
tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh paham Nasionalisme, 
yang didorong oleh rasa kebangsaan dan berusaha 
mempertahankan kepribadian serta identitas dari negara 
tersebut. Keragaman etnis akan mengakibatkan tumbuh dan 
berkembangnya keragaman budaya, sehingga dikhawatirkan 
akan mendesak kepribadian dan identitas suatu bangsa. Hal 
itu berarti, setiap negara berhak untuk menentukan asas mana 
yang akan dipakai dalam menentukan siapa-siapa warga 
negaranya. Selain itu, penentuan penggunaan asas itu tidak 
terlepas dari latar belakang dan letak dari suatu negara. 
Kemungkinan terjadi bahwa, bagi suatu negara lebih 

'2) Kusnardi Pengantar. . Op c,t .. 293 
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menguntungkan untuk menganut Asas /us Sanguinis, tetapi 
bagi negara lain mungkin lebih baik menggunakan Asas /us 
Soli yang dipakai. Dalam perkembangan kemudian ternyata, 
ada kalanya kedua asas ini harus dipakai bersamaan untuk 
mencegah kemungkinan tanpa kewarganegaraan (apatride) 
atau dua kewarganegaraan (bipatride).13 

Negara yang menganut Asas /us Sanguinis dapat 
memperkecil jumlah orang-orang keturunan asing sebagai 
warga negara, sehingga masalah golongan minoritas dapat 
berkurang. Akan tetapi jumlah orang-orang asing di negara 
tersebut akan bertambah, untuk mengatasi pertambahan 
tersebut dapat dilakukan dengan cara membatasi para 
imigran yang masuk kenegara tersebut. Dengan semangat 
kebersamaan dalam upaya menjunjung tinggi supremasi 
hukum dan HAM di Indonesia, maka produk yang bersifat 
diskriminatif segera dihapuskan. Mesti ditekankan asas apa 
yang akan dianut dalam amandemen terhadap konstitusi ini, 
apakah Asas /us Soli atau Asas /us Sanguinis, masing-masing 
dengan argumentasi yaitu: 
1 . Asas /us sanguinis digunakan suatu negara dengan 

argumen yang dianggap positif yaitu: 
a. Karena adanya hubungan darah dengan orang tua, 

dengan syarat-syarat; 
i. jika orang tua pria, bila kawin sah; 
ii. orang tua perempuan, bila luar nikah, hal ini 

berkaitan dengan warisan. 

b. Menghindari pertambahan warga negara yang 
"membesar". 

Kelemahan Asas /us sanguinis yaitu: 
a. kemungkinan timbulnya Dwi-Kewarganegaraan, 
b. dapat dianggap diskriminatif terhadap gender. 

13) Ibid, 294 
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2. Asas /us Soli dengan argumen yang dianggap positif 
yaitu: 

a. Mendapatkan kepastian hukum dan menjamin HAM 
sebagai warga negara, dimana yang bersangkutan 
dilahirkan, di negara itulah yang bersangkutan dapat 
menjadi warga negara, 

b. Asas ini dianut oleh banyak negara, dan sampai 
saat ini tidak menimbulkan masalah mengenai 
kewarganegaraan, 

c. Mengantisipasi persoalan globalisasi yang 
memungkinkan anak para profesional dan 
pengusaha menjadi warga negara Indonesia, akan 
terkait dengan perkawinan dan warisan, 

d. Tidak ada diskriminasi gender. 

Kelemahan Asas /us soli 

a. Kemungkinan timbulnya Dwi-Kewarganegaraan, 
b. Berkaitan dengan kawin campur, tidak dapat 

mewarisi, karena orangtuanya orang asing, WNA 
tidak boleh memiliki barang tidak bergerak 
(onroellerde goederen). 14 

Untuk menjamin kepastian hukum, perlu diatur dalam 
konstitusi tentang asas kewarganegaraan ini, apakah 
Indonesia sebaiknya menganut Asas /us Soli atau /us 
Sanguinis. 

Ill. SISTEM HUKUM DAN UUD 1945 TENTANG 
KEWARGANEGARAAN 

Dalam perkembangan pemikiran mutakhir mengenai 
negara, ada tiga (3) konsep penting dalam kehidupan rakyat 
14) Amerika Serikat menggunakan Asas /us Soli dimana status kewarganegaraan 

seorang anak yang latur ditetapkan berdasarkan tempat kelahiran anak tersebut 
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karena ia terlibat di dalamnya yaitu: negara (stale), pasar 
(market), dan civil society. yang dalam bahasa Indonesia kita 
kembangkan dalam konsep mengenai masyarakat madani. 
Dalam Sistem Demokrasi yang berdasarkan atas hukum 
(constitutional democracy) atau dalam Sistem Negara Hukum 
yang demokratis (democratische rechtstaaf), ketiga konsep, 
negara, pasar dan masyarakat madani dibayangkan berada 
dalam kedudukan yang harus seimbang, serta berada dalam 
hubungan sinergis dan secara fungsional saling menunjang. 
Pembedaan diantara ketiganya dianggap penting, sehingga 
ketiganya tidak saling mengintervensi ke dalam urusan 
masing-masing. Negara memiliki logikanya sendiri, pasar 
memiliki hukumnya sendiri, dan masyarakat juga memiliki 
mekanisme aturannya sendiri. 

Masalahnya, dalam apa yang kita bayangkan sebagai 
negara, pasar dan masyarakat madani itu tercakup pengertian 
orang atau mensen dan institusi yang dapat bersifat 
mensenlijk. Dalam institusi negara, pasar dan masyarakat 
madani itu terdapat orang atau manusia yang memiliki pikiran, 
perasaan dan kebudayaan yang di satu pihak merupakan 
institusi dari negara, tetapi di pihak lain merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan pula dari institusi pasar dan masyarakat 
madani terse but. Dalam prinsip keadaban ( civility) masyarakat 
madani dan negara "hukum", setiap orang itu tentu dianggap 
bersifat otonom dan independen. 

Dalam sistem negara modern perlu disadari bahwa, harus 
diadakan pembedaan yang jelas antar kewargaan orang 
dalam kehidupan bermasyarakat dan kewargaan orang 
sebagai warga negara dalam kehidupan bernegara. Sistem 
hukum yang disepakati pada tingkat kenegaraan haruslah 
menentukan pembedaan itu dengan jelas. Keragaman antar 
orang dalam masyararakat ditentukan oleh faktor-faktor suku, 
agama, ras, tingkat pendidikan, penguasaan alas faktor-faktor 
ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi, dalam status hukum 
sebagai warga negara, semua atribut kesukuan, keagamaan, 

102 



dan lain-lain sebagainya tidak lagi relevan untuk menjadi laktor 
pembeda. Semua warga negara bersamaan kedudukkannya 
dalam hukum dan pemerintahan negara. Karena itu, prinsip 
kewarga-negaraan tersebut menjadi sangat penting dan 
sentral dalam sistem negara modern. Dalam konteks negara, 
yang dapat dibedakan hanyalah status seseorang sebagai 
warga negara atau bukan warga negara. Karena itu, dapat 
dibedakan pula antara konsepsi penduduk dan warga negara. 
Penduduk suatu negara dapat terdiri dari warga negara atau 
bukan warga negara. 

Hak dan kewajiban penduduk dan warga negara 
berbeda-beda, meskipun semua orang memang harus dijamin 
hak-hak asasinya sebagai manusia. Sebagai warga negara 
selain memiliki hak dan kewajiban yang bersifat asasi tersebut, 
seseorang juga menyandang hak dan kewajiban tersendiri 
yang tidak dimiliki oleh mereka yang bukan warga negara. 
Semua ini selalu diatur dalam sistem hukum di setiap negara. 
Ketentuan-ketentuan yang bersifat dasar atau hukum dasar 
biasa-nya dirumuskan dalam konstitusi. Sedangkan ketentuan 
yang bersifat terperinci diatur dalam undang-undang atau 
peraturan yang lebih rendah tingkatannya. 

Karena kompleksnya kehidupan bersama dalam suatu 
masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu, 
sistem aturan atau sistem norma hukum yang menjadi 
pegangan bersama itu juga berkembang semakin kompleks. 
Norma-norma hukum yang mengikat kehidupan bersama 
tersebut dapat diprlah dan dikelompokkan ke dalam beberapa 
kategori. Ada istilah hukum negara (the state's law). hukum 
rakyat yang bersifat voluntary seperti Hukum Adat (the 
people's law), hukum yang berkembang dalam praktek profesi 
hukum (the lawyers law) atau hukum yang berkembang 
karena putusan-putusan hakim Uudge-made law).15 

' ) Jimly Asstuddrqte. "C1v1!1ty dan Konst1rus1·, Forum ed1s1 No, 25 Tahun X, (24 
September 2001) 
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Dalam konteks kehidupan bernegara, sistem norma 
acuan berpuncak pada konstitusi, sebagai referensi tertinggi 
bagi setiap warga negara. Konstitusi menjadi pokok dari 
keseluruhan sistem aturan yang berlaku sebagai pegangan 
bersama dalam kehidupan warga negara dalam suatu negara, 
yang keseluruhannya membentuk suatu kesatuan sistem 
hukum. Di sinilah kita bisa meyakini bahwa. prinsip The Rule 
of Law atau prinsip Supremasi Hukum (Supremacy of Law) 
dapat benar-benar diwujudkan dalam kenyataan. Konstitusi 
harus menjadi living constitution yang tidak hanya bernilai 
nominal atupun semantik, tetapi menjadi acuan normatif yang 
menjamin hak-hak setiap warga negara dalam berhubungan 
dengan institusi negara. Konstitusi mengikat warga negara 
untuk berbuat yang sebaik-baiknya demi kepentingan negara 
dan bangsa. 

Ciri-ciri khas dalam suatu negara hukum adalah: 

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi 
manusia, 

2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan 
atau kekuatan lain dan tidak memihak, 

3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 16 

Ciri pertama seperti tersebut di alas mengandung 
ketentuan bahwa, Negara Indonesia menjamin adanya 
perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, 
dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi 
dasar kekuasaan. Dapat dikemukakan beberapa contoh 
dimana Asas Negara Hukum tersebut belum dilaksanakan 
seperti pengakuan dan perlindungan HAM, baik dalam bidang 
Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara maupun dalam 
bidang Hukum Administrasi Negara. 

h) Moh, Kusnard1 dan Bintan R Saragih. Susunan Pembag,an Kekuasaan Menurut 
sisie» Undang-Undang Dasar 1945. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
1989), 27 
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Persoalan dalam UUD 1945 adalah, tidak ada cukup 
jaminan pada hak-hak asasi dan hak warga negara, padahal 
hal ini merupakan intisari pembatasan kekuasaan supaya 
rakyat tidak ditindas. Hukum berfungsi memberikan keadilan 
sudah menjadi bahan pemikiran sejak lama, karena tuntutan 
tentang makna keadilan sesuai dengan situasi dan keadilan. 
Ditinjau dari segi hukum, maka keadilan yang merupakan 
fungsi hukum dapat kita pelajari arahannya pada Penjelasan 
Pasal 28, 29 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945, dengan 
rumusan sebagai berikut, "Pasal-pasal baik yang hanya 
mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh 
penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk 
membangun negara yang bersifat demokratis dan yang 
hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan 
perikemanusiaan." 

Dalam sistem hukum di Indonesia, ada keseimbangan 
antara hak dan kewajiban dan apabila dikaji sistem UUD 
1945, sudah dibedakan warga negara dengan penduduk. 
Warga negara mempunyai enam (6) hak; sedangkan 
penduduk memiliki tiga (3) hak, sehingga Rakyat Indonesia 
sebagai warga negara dan penduduk memiliki sembilan (9) 
hak dan kewajiban. Ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif, 
akan tetapi masih bisa dikembangkan. Menurut UUD 1945, 
cara mengembangkan hak dan kewajiban ini tergantung pada 
"tatanan dasar"." Perancang perundang-undangan harus 
mengerti dan menguasai tatanan-tatanan dasar, nilai-nilai 
dasar yang ada dan disepakati. Secara rinci hak dan 
kewajiban warga negara dalam UUD 1945 ialah: 

1. Hak warga negara untuk duduk atau diwakili di DPR 
dan MPR, Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 23, 

2. Hak orang Indonesia menjadi WNI, Pasal 26 (1), 

'7) Padmo wahyono_ "Politik Perundang-undangan·. Diktat Kuliah Fakultas Hukum 
Uruversrtas Indonesia, (1990). 7 
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3. Hak warga negara akan kedudukan yang sama dalam 
hukum dan pemerintahan, Pasal 27 aya\ (1 ). 

4. Hak warga negara alas pekerjaan dan penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2), 

5. Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan 
negara, Pasal 30, 

6. Hak warga negara untuk mendapat pengajaran, Pasal 
31 ayat (1 ), ditambah dengan hak dan kewajiban 
penduduk. 

Hak dan kewajiban penduduk termasuk warga negara ialah: 
1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 

pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28, 
2. Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya, Pasal 29 ayat (2). dan 

3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara, Pasal 34. 

Dari rumusan-rumusan dalam UUD 1945 dapat dilihat 
bahwa, hak-hak itu bukan hanya bersifat perorangan tetapi 
juga ada hak bangsa dan hak rnasyarakat." Hak-hak itu selain 
bersifat perdata dan publik juga bersifat sosial, ekonomi, 
budaya dan politis. Selain itu hak-hak ini selalu digandengkan 
dengan kewajiban-kewajiban. lnilah perbedaan antara (orang/ 
budaya) Timur dari (orang!budaya) Baral yang mengutamakan 
hak-hak daripada kewajiban. 

Hak dan kewajiban ini merupakan hak kemanusiaan 
(human rights) yang universal diakui oleh Bangsa Indonesia. 
Hak dan kewajiban dalam berusaha harus ditambah sesuai 
dengan Pasal 33 dan dalam hal budaya sesuai Pasal 32 dan 
Penjelasannya. Sesuai dengan prinsip hak dan kewajiban 
asasi manusia, penduduk suatu negara dijamin hak-hak dan 

"I A S S. Tambunan, UUD 1945 Sudah Melihat Jauh Ke Oepan. (Jakarta: Pupons 
Publishers. 2000). 91 
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kewajiban-kewajibannya. Karena itu, UUD ini membedakan 
antara pengertian hak dan kewajiban asasi manusia yang 
mencakup keseluruhan pengertian penduduk Indonesia, dan 
pengertian hak dan kewajiban warga negara. Berkaitan 
dengan Amandemen UUD 1945, perlu diprioritas kan 
pembaharuan yang berkaitan dengan penduduk dan 
kewarganegaraan yang meliputi; Kriteria warga negara dan 
pewarganegaraan, rincian HAM, rincian hak dan kewajiban 
warga negara atau penduduk. 

PEMBARUAN PERATURAN DAN PERUNDANG- 
UNDANGAN LAMA 

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan adalah, produk pemerintahan di bawah 
UUDS 1950 yang berlaku terus hingga di bawah UUD 1945 
dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan. Sampai sekarang 
belum terlihat niat DPR dan Pemerintah untuk mengganti 
atau mengubah undang-undang tersebut, walaupun sudah 
saatnya untuk disempurnakan agar lebih sesuai dengan 
perkembangan zaman. Salah satu materi misalnya, status 
kewarganegaraan wanita yang harus mengikuti suaminya. 
Padahal wanita saat ini sudah memiliki hak untuk mengubah, 
memperoleh atau mempertahankan status kewarganega- 
raannya. 

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, dua undang- 
undang mengenai warga negara yang sampai saat ini masih 
menjadi acuan adalah; 

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara 
dan Penduduk Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 huruf 
b menyatakan bahwa WNI adalah, "Orang yang tidak 
masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi 
turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan 
bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah 
Negara Indonesia dan orang bukan turunan seorang dari 
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golongan termaksud, yang lahir dan bertempat 
kedudukan dan kediaman selama sedikitnya lima (5) 
tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah 
Negara Indonesia, yang telah berumur dua puluh satu 
(21) tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan 
keberatan menjadi WNI karena ia adalah warga negara 
lain." 

2. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang 
Kewarganegaraan RI antara lain menyatakan bahwa WNI 
adalah, "Orang-orang yang berdasarkan perundang- 
undangan dan/atau perjanjian dan atau peraturan 
peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 
1945 sudah warga negara RI". Undang-undang ini lahir 
alas desakan TNI-AD, di mana waktu itu militer sudah 
mulai berperan dalam panggung politik elit di lndonesia." 
Menurut Undang-undang No. 62 tahun 1958, 
kewarganegaraan dapat diperoleh melalui; 
a. Karena kelahiran, 
b. Karena pengangkatan, 
c. Karena dikabulkannya permohonan, 
d. Karena naturalisasi, 
e. Karena dikabulkannya permohonan, 
f. Karena naturalisasi, 
g. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan. 
h. Karena turut ayah/ibu, dan 
,. Karena pernyataan 

Dengan demikian, orang-orang yang telah berada di 
Indonesia sebelum Tanggal 17 Agustus 1945. beserta seluruh 
keturunannya adalah, WNI. Secara konsisten dituangkan 
dalam Undang-undang Warga negara dan Penduduk 
Indonesia No. 3 Tahun 1946 yang menyatakan WNI adalah; 

a. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia, 

'q) Ester lndahyani Jusuf. Jalan Panjang Penghapusan D1sknm1nasi Rasia/. (Jakarta: 
Yayasan Solidantas Nusa Bangsa. 2001). 70 
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b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut 
di atas tetapi turunan dari seorang dari golongan 
itu, yang lahir dan bertempat kedudukan can 
kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan 
orang bukan turunan seorang dari golongan 
termaksud. yang lahir dan bertempat kedudukan dan 
kediaman selama sedikitnya lima (5) tahun berturut- 
turut yang paling akhir di dalam daerah Negara 
Indonesia, yang telah berumur dua puluh satu (21) 
tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan 
keberatan menjadi WNI karena ia adalah warga 
negara lain, 

c. Orang yang mendapat kewargenegaraan Indonesia 
dengan cara naturalisasi, 

d. Anak yang sah, disahkan atau diangkat dengan cara 
sah oleh bapaknya, yang pada waktu lahirnya 
bapaknya mempunyai kewargaan negara Indonesia, 

e. Anak yang lahir dalam tiga ratus (300) hari setelah 
bapaknya yang mempunyai kewargaan Negara 
Indonesia, meninggal dunia, dan 

f. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara 
yang sah, yang pada waktu lahimya mempunyai 
kewargaan negara Indonesia. 

Selambat-lambatnya keturunan asing untuk dapat 
menjadi warga negara Indonesia harus telah datang atau 
menetap di Indonesia secara sah pada Tanggal 17 Agustus 
1945, saat bersamaan dengan lahirnya NKRI. 

Dalam bidang kependudukan, masih adanya perbedaan 
antara sesama warga negara, sehingga akan dapat menjadi 
kendala dalam mewujudkan integrasi nasional. Hal ini 
tercermin dari segi administratif maupun dalam hal kebijakan 
publik diantaranya adalah, catatan sipil penduduk Indonesia 
yang rnasih mempergunakan produk hukum Kolonia! Belanda. 
Disamping itu, masih terdapat pula serangkaian perbedaan 
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perlakuan antara sesama WNI dalam praktek lapangan 
terutama pembiasaan administrasi kependudukan termasuk 
pula serangkaian informasi dari berbagai daerah mengenai 
"upaya menciptakan perbedaan· tanpa jati diri melalui KTP. 

Untuk itu, sebagai ganti ketentuan tentang administrasi 
kependudukan, jati diri seseorang warga negara seharusnya 
dapat memakai suatu bentuk yang sama bagl semua warga 
negara yaltu, Akte Ketahiran, KTP, atau KK. Hal lni selares 
dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 yang menegaskan JatJ 
diri seseorang cukup dibuktlkan dengan Aide Kelahiran. KTP. 
atau KK. Penegasan tersebut di ates sebagai bukti jati diri 
seseorang adalah, sangat mendasar, karena itu mendesak 
untuk disosialisasikan. Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945, semua perbedaan penerapan hukum yang 
kolonial tersebut diganti dengan ideologi Pancasila dan UUD 
1945. 

Perlu diketahui bahwa, penduduk dari Propinsi lrian Baral 
menjadi WNI karena Keppres No. 7 Tahun 1971. Dasar hukum 
kewarganegaraan penduduk wilayah tersebut adalah, Undang- 
undang No. 3 Tahun 1946 yang mulai berlaku surut sejak 
lahirnya RI, Tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian 
kewarganegaraan mereka tersebut bukan atas dasar 
naturalisasi, melainkan atas dasar Undang-undang No. 3 
Tahun 1946, yang mulai berlaku sejak Proklamasi 
Kemerdekaan RI, dan hingga kini belum pernah dicabut 
ataupun dinyatakan tidak berlaku. 20 

Masalah lainnya dalam pembaruan kewarganegaraan 
yaitu, naturalisasi berkaitan dengan interpretasi kata "asli" 
dalam UUD 1945. Misalnya, seorang Malaysia Melayu yang 
dengan naturalisasi menjadi WNI lima (5) atau sepuluh {10) 
tahun yang lalu dan kemudian sukses dalam bidang politik di 
Indonesia. Sekalipun demikian ia tidak bisa menjadi Presiden 

20) Bakom PKB, ·wawasan Kebangsaan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Sadan 
Komunikasi Penghayatan Kesal\Jan Bangsa', (1994), 63. 
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RI, karena pembatasan (/us Spesialis) dalam Pasal 6 ayat 
(1) UUD 1945. Perlakuan semacam ini juga dikenal di Amerika 
Serikat yaitu, orang-orang yang menjadi warga negara 
Amerika Serikat karena naturalisasi, tidak diperkenankan 
untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Dia dapat menjabat 
apa saja di negara Amerika Serikat, kecuali menjadi Presiden 
Amerika Serikat. 

lnterpretasi kata "asli" adalah, orang-orang pada waktu 
sebelum kemerdekaan RI diproklamirkan disebut dengan 
"bumi putera". Padmo Wahjono berpendapat, orang-orang 
Bangsa Indonesia asli harus diukur dari segi politis yaitu, 
orang-orang yang menghayati perjuangan pergerakan 
kemerdekaan. Atau dengan bahasa yang kita pakai sekarang, 
kata "asli" haruslah kita artikan, yang menghayati dan mampu 
mengamalkan gagasan bernegara kita sebagai yang 
diproklamasikan pada Tanggal 17 Agustus 1945.21 lnterpretasi 
kata "asli" adalah, seorang asli itu dengan sendirinya adalah 
orang Indonesia yang tidak mungkin memilih kewarga- 
negaraan lain.'' Yang bukan asli, masih dimungkinkan untuk 
memilih, misalnya yang menolak mendapat Hak Repudiasi, 
atau mempunyai kewarganegaraan lain, yang asli tiada pilihan 
sama sekali, mau tidak mau ia adalah orang Indonesia. 

Dari segi ketatanegaraan, interpretasi yang demikian 
boleh dianggap maju, karena dalam interpretasi tersebut tidak 
lagi dikaitkan dengan masalah ras atau etnisitas. Namun 
demikian interpretasi yang bersifat yuridis konstitusional 
tersebut apabila diambil begitu saja kiranya dapat 
menimbulkan kekaburan-kekaburan yang masih perlu 
penjelasan. Pertama, dalam sejarah perkembangan tata 
negara kita yang pernah berlaku yaitu, menurut hasil KMB, 
maka golongan peranakan atau WNI keturunan asing seperti, 
keturunan Arab, Cina, Belanda dan lain-lain diberi kesempatan 

21) Padmo Wah1ono. Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Aajawali Pers, 1982}, 30. 
i2) ·Materi Penyegaran Penatar Buku II 81dang UUD 19451, BP-7 Pusat. (1991), 41 
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atau menolak kebangsaan Indonesia pada masa Opsi/ 
Repudiasi yang berlaku selama dua (2) tahun, antara Tanggal 
27 Desember 1949 sampai dengan 27 Desember 1951. 

Dalam perkembangan kemudian ketentuan tersebut di 
alas dibatalkan oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1956 
tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland 
berdasarkan Perjanjian Meja Bundar. Selanjutnya secara 
khusus bagi WNI keturunan Cina, juga pernah mendapat 
hak untuk memilih atau menolak secara aktif 
kewarganegaraan Indonesia selama masa Opsi/Repudiasi 
yang berlaku selama dua (2) tahun, mulai Tanggal 20 Januari 
1960 sampai dengan 20 Januari 1962. Perjanjian Soenarjo- 
Chou En Lai tersebut diratifikasi menjadi Undang-undang No. 
2 Tahun 1958 pada Tanggal 11 Januari 1958.23 Tetapi Undang- 
undang No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan RI-RRT dalam 
hal Dwi-Kewarganegaraan tersebut ternyata juga dibatalkan 
oleh Pemerintah Orde Baru secara sepihak melalui Undang- 
undang No. 4 Tahun 1969.2' Oleh karena itu secara hukum 
kewarganegaraan, mereka kembali kepada Undang-undang 
No. 3 Tahun 1946 yang mulai berlaku surut sejak lahirnya 
Negara RI atau sejak pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 
Tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian bagi mereka ini 
yang tinggal di Indonesia sejak itu, dan yang tidak menolak 
kewarganegaraan Indonesia (stelsel pasif dan /us Soll) adalah, 
WNI asli karena mereka lahir bersama dengan lahirnya NKRI. 

Kedua, interpretasi kata "asli" akan menimbulkan 
kekaburan bagi anak-anak WNI yang misalnya, dilahirkan di 
Amerika Serikat. Menurut hukum yang berlaku di negara itu, 
/us Safi, ketika yang bersangkutan berusia dewasa tertentu, 
ia akan mempunyai hak memilih atau menolak 
kewarganegaraan Amerika Serikat maupun kewarganegaraan 
RI. Apakah warga negara yang demikian secara hukum yang 
bersangkutan harus dikategorikan bukan asli seperti yang 

2l) Bakom PKB. Op Cit .. 65. 
1 ) Ibid 
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tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945? Perundang- 
undangan yang mengatur kewarganegaraan yang masih 
berlaku diharapkan untuk segera direvisi adalah. Undang- 
undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, dan 
Peraturan Pernermtah No. 67 Tahun 1958 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Kewarganegaraan tersebut. 

TINJAUAN TERHADAP AMANDEMEN 1945 TENTANG 
PENDUDUK DAN WARGA NEGARA 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, semua warga 
negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. 
Ketentuan pasal ini menjamin semua warga negara mendapat 
perlakuan yang sama di depan hukum, "equality before the 
law". Dari ketentuan ini, harus ditafsirkan dan ditambahkan 
perlindungan hukum untuk semua, "equal protection law". 
Jangkauan Pasal 27 ayat (1) ini meliputi semua hak-hak 
hukum, seperti disebutkan dalam UUDS 1950, dan diberikan 
kepada setiap warga negara sebagai subyek hukum. Hanya 
saja subyek hukum disini meliputi mereka yang termasuk 
warga negara saja, dan tidak seluas pengertian yang 
diakomodir dalam UUDS 1950 yang memberi hak ini bagi 
setiap orang. 

Seperti Konstitusi Amerika Serikat dan India yang 
memuat perlindungan bersama dengan kesamaan di muka 
hukum, interpretasi terhadap pasal-pasal penduduk dan warga 
negara untuk semua warga negara harus berlaku tanpa 
diskriminasi. Pasal 27 ayat (2) menghendaki bahwa. warga 
negara berhak alas penghidupan yang layak bag1 
kemanusiaan. Karenanya adalah kewajiban pemerintah untuk 
menciptakan lapangan kerja baru dengan syarat-syarat yang 
layak bagi kemanusiaan. 

Di negara-negara demokratik misalnya, di Malaysia 
masalah kewarganegaraan tercantum dalam Pasal 8 ayat 
(1) Konstitusi Negara Federasi Malaysia yang menyatakan, 
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"All persons are equal before the law and entitled to the 
equal protection of the law".25 

Dalam hubungannya dengan Tuhannya, Pasal 29 ayat 
(2) menyebutkan bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. 
Kata "penduduk" disini berarti bagi setiap orang yang 
berdomisili di Indonesia, apakah ia warga negara atau orang 
asing, diberikan kebebasan beribadat menurut agamanya. 
Namun ayat ini harus ditafsirkan sehubungan dengan ayat 
(1) dari Pasal 29 yang menyatakan, "Negara berdasar 
Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi kebebasan tersebut adalah 
dalam hubungannya dengan agama yang mempercayai Ke- 
Esa-an Tuhan. 

Warga Negara dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 
menyatakan, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan Undang-undang sebagai warga negara". Dal am 
penjelasan ayat tersebut menyatakan, "Orang-orang bangsa 
lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa 
dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia. 
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia 
kepada Negara RI dapat menjadi warga negara". 

Tinjauan terhadap Naskah Hasil Amandemen UUD 1945 
ST-MPR Tahun 2000, Rancangan Perubahan Kedua UUD 
1945 berbunyi; 

Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Pasal 26 
Ayat (1 ), "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan undang-undang sebagai 
warga negara". 

25) S. Toto Pandoyo. Sen Penerbitan Hukum Tata Negara, Ufasan Terhadap Beberpa 
Ketentuan UUD 1945. Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokras,, 
Ed. 2, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty .. 1985). 164 
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Ayat (2), "Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan 
ditetapkan dengan undang-undang". 

Setelah disahkan Perubahan Pasal 26 ayat (2) diubah dan 
ditambah satu (1) ayat menjadi:2• 

Ayat (2), "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang 
asing yang bertempat linggal di Indonesia". 

Ayat (3), "Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk 
diatur dengan undang-undang". 

Kemudian Rancangan Perubahan Pasal 27 adalah: 
Ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya". 

Ayat (2), "liap-tiap warga negara berhak alas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". 

Sedangkan dalam Perubahan Pasal 27 ditambah satu (1) 
ayat menjadi: 

Ayat (1 ), "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara'. 

Dalam Bab XA UUD 1945 tentang HAM menyebutkan 
secara tidak lengkap tentang kedudukan warga negara dalam 
penegakan perlindungan HAM yaitu, Pasal 280 ayat (3) dan 
(4), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pernerintahan", dan "Setiap orang berhak 
alas status kewarganegaraan". 

Hak dan kewajiban warga negara juga hendaknya 
diakomodasi dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. 
Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, dalam 
Pasal 30 menyatakan: 

") -uuD'45. Undang Undang Dasar Republik Indonesia setelah Amandemen Kedua 
Tahun 2000", Bandung: Pustaka Selia, (2000), 22 
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Ayat (1), "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". 

Ayat (2), "Usaha pertahanan dan keamanan negara 
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan 
keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, 
sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai 
kekuatan pendukung". 

Penyebutan warga negara dalam suatu konstitusi 
didasarkan pula pada kondisi jika dihadapkan dalam situasi 
perang dan bela negara. Bela negara dalam "RUU Upaya 
Penyelenggaraan Pertahanan Negara" menyebutkan, 
"tindakan setiap warga negara yang dilandasi oleh kecintaan 
pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara 
Indonesia serta keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai 
ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna 
memadamkan setiap ancaman yang membahayakan 
kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan 
bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional"." 

Bagi seorang WNI, usaha pembelaan negara adalah 
menjadi hak dan kewajiban.28 Berhak berarti dapat menuntut 
agar diikutsertakan bertindak dalam pembelaan negara 
asalkan ia memenuhi syarat. Berkewajiban berarti ia dapat 
dikerahkan oleh Penguasa untuk ikut serta dalam pembelaan 
itu, asalkan ia cukup syarat dan sebagai seorang warga 
negara asli ataupun yang dinaturalisir menjadi warga negara. 
Hal inipun untuk mengikut sertakan masyarakat dalam konsep 
Perata yaitu, "perang total seluruh Rakyat Indonesia terhadap 
usaha musuh yang akan merampas kemerdekaan dan 
kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, dengan 
mengerahkan segenap potensi dan kekuatan nasional" .29 

27) RUU tentang Upaya Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Bab I Ketentuan 
Umum. Pasal 1 (4) 

") M. Solly Lubis. Pembahasan UUD 1945, Cet. 5. (Jakarta: Alumni, 1997), 279. 
"I RUU. Op. Cit .. Pasal 1 ayat (3). 
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Apakah seluruh kekuatan WNI bisa dimobilisasi dan sampai 
sejauh mana kewajiban bela negara ini. Untuk menghilangkan 
dikotomi antara sipil-militer dan agar semua warga negara 
mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bela negara, 
dalam suatu konstitusi perlu ada ketentuan tentang wajib 
memperoleh latihan dasar militer/wajib dinas militer dalam 
kurun waktu tertentu bagi semua warga negara. 30 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat 
menentukan, karena warga negara adalah anggota dari 
masyarakat manusia dalam negara tersebut yang memiliki 
hak dan kewajiban. Warga negara berbeda statusnya dengan 
orang yang bukan anggota masyarakat negara atau disebut 
"orang asing" atau WNA. Warga negara dan orang asing 
yang bersama-sama berdiam dalam wilayah suatu negara 
disebut penduduk dari negara tersebut. Dalam konteks 
Amandemen UUD 1945, diperlukan suatu kerangka dalam 
sistem hukum untuk menanggulangi perilaku diskriminatif 
terhadap warga negara. Sistem hukum harus berlandaskan 
pada hak-hak dasar warga negara, termasuk hak sosial- 
ekonomi dan hak budaya warga negara. Sebagai bangsa 
yang menjunjung tinggi norma hukum dan menghormati serta 
menghargai HAM, sudah waktunya dalam mengamandemen 
suatu konstitusi dan pembaruan Undang-undang tentang 
Kewarganegaraan dengan mencantumkan Asas ·/us So/i. 
Dengan demikian kita sebagai bangsa dapat menghargai 
kepada mereka yang lahir di burru pertiwi untuk menjadi WNI. 

Pasal yang mengatur hak-hak asasi dalam UUD 1945, 
dalam rumusannya menunjuk dan memberikan hak-hak itu 

10) nm Kanan Amandemen Fakultas Hukum universuas Brewnaya. Op Gip 27 
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terutarna hanya pada "warga negara" saja. Hanya Pasal 29 
ayat 2 UUD 1945 rnenyebut jarninan kernerdekaan 
"penduduk" rnemeluk agama dan beribadat menurut agama 
dan kepercayaannya. "Penduduk" berarti, termasuk orang- 
orang yang meruadi warga negara dan yang bukan warga 
negara. Berdasarkan bunyl pasaJ-pasal dlatas. maka norm:a 
hukum dasar hanya meliputl orang-orang yang berstatus 
'warga negara· saja, Tegasnya, HAM yang Clibenkan l<epada 
warga negara seakan-akan t1dak dibenkan kepada mereka 
yang bukan warga negara. 

UUD 1945 disusun dalam tempo yang mendesak sekali 
pada tahun 1945. segala sesuatunya dapat dllanjutkan 
pengaturannya dalam undang-undang organik yang dibentuk 
oleh DPR dan pemermtah. Wataupun dermkian hak-hak dan 
kewapban-kewajiban warga negara pertu d1perbarui dalam 
konsmusl kua, terutama hal-hal yang bersttat disknrnlnat1f. 
Hal-hal tersebut di alas bukanlah kesengajaan diskriminatif 
dan mengingat bahwa, dalam praktek perlu untuk melindungi 
semua orang yang ada dalam Negara RI dengan hukum. 

Saran 
Usulan-usulan perubahan: 
1. Memperkenalkan kembali mata pelajaran civic dalam 

sistem pendidikan. 
2. Meratifikasi semua konvensi internasional mengenai 

perlindungan HAM dan kelompok minoritas, dan 
3. Membentuk undang-undang perlindungan HAM dan 

kelompok rninoritas. 
Pembaruan yang berkaitan dengan penduduk dan 

kewarganegaraan hendaknya ada dalam suatu konstitusi dan 
diatur lebih lanjut dalarn undang-undang yang meliputi materi- 
materi: 
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1. Warganegara Indonesia adalah: 
a. Setiap orang yang pada saat UUD ini mulai berlaku 

adalah WNI. 
b. Setiap orang yang ayahnya yang sah atau mengakui 

adalah WNI. 
c. Setiap orang yang hanya mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan ibunya yang WNI. 
d. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan 

Indonesia karena pewaganegaraan, perkawinan, 
atau pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku. 

2. Pewarganegaraan ditetapkan dengan Keppres. 
3. Cara-cara memperoleh kewarganegaraan karena 

pewarganegaraan, perka-winan, dan pengangkatan anak 
di atur dengan undang-undang. 

4. Setiap orang yang karena suatu keadaan menjadi tidak 
mempunyai kewarga-negaraan atau kewarganegaraan 
rangkap berhak mendapat perlindungan baik 
keberadaannya di Indonesia maupun untuk suatu 
perjalanan keluar atau masuk Indonesia. 

5. Rincian Ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 
telah mencerminkan secara sederhana hak asasi klasik, 
Pasal 28 dan Pasal 29, dan hak asasi sosial-ekonomi 
(subsistence rights) seperti dimuat dalam Pasal 33 dan 
Pasal 34.31 Juga struktur HAM dalam UUD 1945 memuat 
pula kewajiban seperti diatur dalam Pasal 30. Tetapi 
dibandingkan dengan ketentuan hak asasi yang pernah 
dimuat dalam Konstitusi R1S 1949 dan UUD 1950, 
muatan HAM dalam UUD 1945 sangat terbatas. 

6. Rincian hak dan kewajiban warga negara atau penduduk. 

) Baqtr Manan. "Pembaharuan UUD 1945·. Makalah d.sampatkan d1 Pusat 
Penoxauan can Petavanan tnfcrmasr Sekretanat Jenderal QPR-RI (1998) 24 

119 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku: 

Azhary, Negara Hukum Indonesia, Ana/isis Yuridis Normatif 
tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI-Press, 1995. 

Anwar. Syaiful, Sendi-Sendi Hukum Tata Negara, Bandung: 
Tarsito, 1996. 

Bakom PKB, "Wawasan Kebangsaan Indonesia Gagasan dan 
Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan 
Kesatuan Bangsa", 1994. 

Hikam, Muhammad A.S., Politik Kewarganegaraan, Landasan 
Redemokratisasi di Indonesia, Jakarta: Erlangga, 
1999. 

Jusuf, Ester lndahyani, Jalan Panjang Penghapusan 
Diskriminasi Rasia/, Jakarta: Yayasan Solidaritas 
Nusa Bangsa, 2001. 

Kusnardi, Moh., dan Harnaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata 
Negara Indonesia, Cet. 7, Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan Sinar Bakti, 1988. 

_____ , dan Bintan R. Saragih, Susunan Pembagian 
Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 
1945, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1989. 

_____ , dan Bintan R. Saragih, //mu Negara, Cet. 4, 
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. 

Lubis, M. Solly, Pembahasan UUD 1945, Cet. 5, Bandung: 
Alumni, 1997. 

Pandoyo, Toto, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan 
Undang-Undang Dasar 1945, Ststetn Politik Dan 
Perkembangan Kehidupan Oemokrasi, Seri 

120 



Penerbitan Hukum Tata Negara, Ed. 2, Cet. 1, 
Yogyakarta: Liberty, 1985. 

Tafal, Bastian B., Pokok-Pokok Tata Hukum Di Indonesia, 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. 

Tambunan, A.S.S, UUD 1945 Sudah Melihat Jauh Ke Depan, 
Jakarta: Puporis Publishers, 2000 

Tim Kajian Amandemen, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Amandemen UUD 1945, Antara Teks dan 
Konteks Dalam Negara Yang Sedang Berubah, 
Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. 

Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Jakarta: 
Rajawali Pers, 1982. 

Makalah/Terbitan: 
Bagir Ma nan, "Pembaharuan UUD 1945", Makalah 

disampaikan di Pusat Pengkajian dan Pelayanan 
lnformasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 1998. 

"Materi Penyegaran Penatar Buku II Bidang UUD 1945", BP- 
7 Pusat, (1991). 

Rancangan Undang-Undang Tentang Upaya Penyelengga- 
raan Pertahanan Negara 

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarga- 
negaraan Republik Indonesia 

"UUD-RI 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000", 
Bandung: Pustaka Selia, 2000. 

Wahyono, Pad mo, "Politik Perundang-undangan", Diktat 
Kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990. 

121 



PENERAPAN ASAS NON RETROAKTIF DALAM 
PASAL 281 AYAT (1) PERUBAHAN KEDUA UUD 1945 
TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT 

Dian Cahyaningrum 

I. PENDAHULUAN 

HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat dan kebera-daan manusia sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh 
siapa pun juga. Hak asasi tidak boleh diganggu gugat dan 
dilanggar karena merupakan anugerah Tuhan yang dibawa 
manusia sejak lahir di dunia ini. Lebih lanjut, pelanggaran 
terhadap HAM dapat menurunkan harkat dan martabat 
manusia, dan oleh karenanya setiap negara wajib 
menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi HAM. 
Kewajiban ini harus benar-benar dilaksanakan karena HAM 
sudah menjadi nilai-nilai yang berlaku dan diakui di dunia 
internasional dengan disahkannya "The Universal Declaration 
of Human Rights" oleh PBB pada Tanggal 10 Desember 1948. 

Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional dan juga 
sebagai anggota PBB, sebenarnya sudah mengakui HAM jauh 
sebelum "The Universal Declaration of Human Rights" 
disahkan. Pengakuan ini dapat dilihat di dalam Pembukaan 
dan Batang Ttubuh UUD 1945 yang disahkan pada Tanggal 
18 Agustus 1945. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 
merupakan pengakuan Bangsa dan Negara Indonesia terhadap 
HAM untuk hidup merdeka, bebas dan peruajahan. Oleh karena 
itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak 
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sedangkan 
di dalam Batang Tubuh UUD 1945, pengakuan terhadap HAM 
secara implisit dapat dilihat di dalam Pasal 27 sampai dengan 
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Pasal 34 UUD 1945 yang meliputi; hak persamaan kedudukan 
dalam hukum dan Pemerintahan, hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, 
hak untuk beragama dan beribadah, hak untuk membela 
negara, hak untuk mendapat pengajaran, hak untuk berbudaya, 
hak untuk berusaha dalam perekonomian dan hak bagi fakir 
miskm dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. 

Meskipun UUD 1945 telah mengakui dan menjamin HAM, 
namun kenyataannya pada masa Rezim Pemerintahan Orde 
Baru masih banyak terjadi pelanggaran HAM berat. 
Pelanggaran HAM berat seperti; kasus Aceh. Tanjung Priok, 
dan Kasus Sampit, merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM 
berat yang penyelesaiannya kurang memuaskan. Pelanggaran 
HAM berat ini mencapai puncaknya dengan terjadinya amuk 
massa, kerusuhan, penjarahan, perkosaan, dan pembunuhan 
pada Kasus Mei 1998 di Jakarta. Maraknya pelanggaran HAM 
berat di Indonesia merupakan bentuk dari kekerasan Rezim 
Pemerintahan Orde Baru di bawah Pimpinan Presiden 
Soeharto yang menjalankan kekuasaannya secara sentralistis, 
hegemonik dan otoriter. Berdasarkan sistem Pemerintahannya, 
berbagai persoalan negara-bangsa, secara dominan hanya 
ditentukan oleh dirinya agar dapat mengendalikan dan 
mengontrol seluruh komponen bangsa dan sekaligus dapat 
menyelewengkan kekuasaannya demi kepentingan status quo.' 

Banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi tentu saja 
sangat meresahkan masyarakat. Setelah berakhimya Era Orde 
Baru yang ditandai dengan lengser-nya Presiden Soeharto dari 
kursi kepresidenan, ada tuntutan dari masyarakat terhadap 
penegakan HAM di tanah air. Kasus pelanggaran HAM berat 
harus segera ditangani, diungkap, dan diselesaikan, serta para 
pelaku pelang-garan HAM berat harus segera diadili. Semua 
upaya itu dilakukan untuk menegakkan kembali harkat dan 

'1 FS. Swantoro, •Maraknya Pelanggaran HAM Berat di Indonesia· dalam buku 
•penegakan HAM Bagi Percepatan Demokrasi, Analisis CSIS, (Tahun XXIXJ2000), 
No. 2. 198. 
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martabat manusia yang telah dilanggar dan untuk mewujudkan 
rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan korban 
pelanggaran HAM berat pada khususnya. 

Desakan dan tuntutan masyarakat agar HAM benar-benar 
dapat ditegakkan mendorong dilakukannya Pembangunan 
Hukum Nasional dalam bidang HAM. Pembangunan hukum 
ini menghasilkan berbagai produk peraturan perundang- 
undangan yang berkaitan dengan HAM yaitu, TAP MPR No. 
XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-undang No. 39 Tahun 
1999 tentang HAM, Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang 
Pengadilan HAM (Perpu ini telah dicabut) dan Undang-undang 
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahkan dalam 
Perubahan Kedua UUD 1945, secara eksplisit HAM telah diatur 
dalam suatu bab tersendiri yaitu, dalam Bab XA mengenai 
HAM. 

Seiring dengan pembangunan hukum tersebut, ada suatu 
terobosan baru dalam penegakan HAM di Indonesia yaitu, 
dengan diberlakukannya Asas Retroaktif di dalam Pasal 46 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Asas Retroaktif ini 
dimaksudkan untuk dapat menjerat pelaku pelanggaran HAM 
berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang 
No. 26 Tahun 2000, atau berlaku surut. sehingga keadilan 
dapat ditegakkan. Namun ternyata Amandemen Kedua UUD 
1945 tidak mengenal Asas Retroaktif. Pasal 281 ayat (1) 
Perubahan Kedua UUD 1945 memberlakukan Asas Non 
Retroaktif dalam keadaan apapun, dan ketentuan tersebut 
dikhawatirkan dapat menjadi penghalang penyelesaian 
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Oleh karena itu, 
perbedaan asas hukum yang sangat mendasar ini 
menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat dan sangat 
menarik untuk dianalisa. 

Indonesia adalah negara hukum dan berdasarkan hal itu, 
peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi dan 
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peranan yang sangat penting untuk menciptakan keamanan, 
ketertiban, kenyamanan dan keadilan. Agar peraturan 
perundang-undangan dapat melaksanakan fungsi dan 
peranannya dengan baik, dan agar hukum dapat ditegakkan. 
maka peraturan perundangan-undangan harus jelas. serasi dan 
selaras. Artinya, kardah, norma dan asas yang drqunakan 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan 
peraturan perundang-undangan yang lain tidak boleh saling 
bertentangan melainkan harus saling mendukung. Oleh karena 
itu, perbedaan pemakaian asas hukum yang terdapat di dalam 
Pasal 281 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dengan 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 seperti yang diuraikan di 
alas dapat menimbulkan pertanyaan atau permasalahan yaitu: 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan diberlakukannya 
Asas Non Retroaktif yang ada dalam Pasal 28 I ayat ( 1) 
Perubahan Kedua UUD 1945 dan Asas Retroaktif yang 
ada dalam Pasal 46 Undang-undang No. 26 Tahun 2000? 

2. Dengan diberlakukannyaAsas Non Retroaktif dalam Pasal 
28 I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dikhawatirkan 
dapat menghambat penyelesaian pelanggaran HAM berat 
yang dilakukan sebelum diberlakukannya Undang-undang 
No. 26 Tahun 2000? 

3. Bagaimanakah Pasal 281 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 
1945 seharusnya diterapkan terhadap Pelaku 
Pelanggaran HAM berat? 

II. LANDASAN YURIDIS 
A. Pengertian Asas Legalitas (Asas Non Retroaktif) dan 

Asas Retroaktif 

Hukum harus mengandung kepastian,oteh karenanya 
norma-norma hukum harus dituangkan dalam suatu peraturan 
perundang-undangan yang mengikat bagi semua pihak yang 
menjadi adressathukumnya. Di dalam peraturan perundangan- 
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undangan tersebut harus jelas, perbuatan apa yang dilarang 
dan apa sanksinya jika perbuatan tersebut dilanggar. 
Penjatuhan sanksi yang tidak didasarkan alas peraluran 
perundang-undangan hanya akan mengakibalkan tindakan 
yang sewenang-wenang. 

Pada Jaman Romawi dikenal adanya kejahalan yang 
disebul crimina extra ordinaria yaitu, kejahalan yang tidak ada 
atau tidak disebulkan di dalam undang-undang. conton dari 
crimina extra ordinaria yang sangat terkenal adalah, crimina 
stellionatus yang artinya, perbuatan jahal atau durjana. Di 
dalam crimina stel/io-natus ini tidak dilentukan perbuatan jahat 
atau durjana apa yang dimaksud. Selelah Hukum Romawi Kuna 
masuk dan diterima di Eropa Baral pada Abad Pertengahan, 
crimina extra ordinaria dan crimina stellionatus digunakan 
secara sewenang-wenang menurul kehendak dan keinginan 
raja-raja yang berkuasa untuk kepenlingannya sendiri. 

Tindakan raja-raja yang sewenang-wenang tersebul 
menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yang menghendaki 
agar perbualan-perbuatan yang dilarang, dan dapal dipidana 
harus dicanlumkan atau disebulkan lerlebih dahulu di dalam 
undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar masyarakal tahu 
dan lidak melakukan perbualan lersebut. Pemikiran ini 
selanjulnya dikenal dengan Asas Legalilas (principle of legalitY) 
yaitu, suatu asas yang menyalakan bahwa, tidak ada suatu 
perbualan yang dilarang dan karenanya dapat diancam dengan 
pidana jika perbulan lersebul lidak ditenlukan terlebih dahulu 
dalam suatu undang-undang. Asas legalilas rru dalam bahasa 
lalin juga disebut dengan Asas Nullum delictum nu/la poena 
sine praevia lege yang berasal dari seorang sarjana Hukum 
Pidana Jerman yang bernama Von Feuerbach dalam bukunya 
"Lehrbuch des peinlichen recbt" 

Jika dijabarkan, Asas Legalitas mengandung liga (3) 
pengertian yaitu: ' 

2) Moe11atno Asas-Asas Hukun1 P1dana. Get 6. {Jakarta. Hmeka Oipta. 2000). 25 
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1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan 
dalam suatu aturan undang-undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut 

Aturan-aturan Hukum Pidana yang tidak boleh 
diberlakukan surut sering dikenal dengan nama Asas Non 
Retroaktif. Lebih jauh lagi asas ini dapat dijelaskan bahwa suatu 
peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan surut 
(non retroaktif) terhadap suatu perbuatan yang telah terjadi 
sebelum peraturan perundang-undangan tersebut 
diberlakukan. Dengan demikian, apabila pada saat suatu 
perbuatan dilakukan, perbuatan tersebut tidak termasuk 
perbuatan pidana menurut peraturan perundang-undangan 
yang ada, dan baru menjadi perbuatan pidana setelah 
perbuatan tersebut dilakukan, maka terhadap perbuatan 
tersebut tidak dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, apabila 
ada suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan 
karenanya dapat dikenai pidana, maka perbuatan tersebut 
beserta ancaman pidananya harus dituangkan atau disebutkan 
secara jelas terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang- 
undangan. Peraturan perundangan-undangan inilah yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku perbuatan 
yang telah dilarang tersebut. 

Adapun kebalikan dari Asas Non Retroaktif adalah Asas 
Retroaktif yaitu, suatu asas yang menyatakan bahwa suatu 
peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan surut 
terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum peraturan 
perundang-undangan tersebut diberlakukan. Dengan adanya 
Asas Retroaktif ini, maka suatu perbuatan yang semula tidak 
termasuk perbuatan pidana dapat dikenai pidana karena 
adanya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan 
surut terhadapnya. Dalam perkembangan selanjutnya yang 
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sering dipakai dalam Hukum Pidana adalah, Asas Legalitas 
a tau Asas Non Retroaktif, karena asas ini menjamin adanya 
kepastian hukum. Asas Legalitas ini dapat dilihat di dalam: 

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan; 
"Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali alas 
kekuatan aturan pidana dalam perudang-undangan yang 
telah ada, sebelum perbuatan dilakukani. 

2. Pasal 11 ayat (2) The Universal Declaration of Human 
Rights; 
"No one shall be held guiltz of any penal offence on account 
of any act or omission which did not constitute a penal 
offence, under national or international law at the time when 
it was commited" (Tidak seorang pun dapat dihukum dari 
kejahatan alas beberapa tindakan atau suatu pembiaran 
yang tidak dinyatakan dalam aturan Hukum Nasional atau 
intemasional pada saat tindakan itu dilakukan). 

3. Pasal 15 ayat (1) Kovenan lnternasionaltentang Hak-hak 
Sipil dan Politik. 

4. Pasal 40 ayat (2) huruf a Konvensi Hak-hak Anak: 
"Tidak seorang anak pun akan disangka sebagai, atau 
dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar undang- 
undang hukum pidana karena tindakan-tindakan atau 
kelalaian yang tidak dilarang oleh Hukum Nasional atau 
Hukum lnternasional pada saat tindakan itu dilakukan". 

5. Pasal 24 Statuta Roma - ICC 

B. Stufen Theory atau Teori Tangga dari Hans Kelsen 

Hans Kelsen di dalam bukunya General Theory of Law 
and State3 mencoba menjelaskan mengenai hirarki norma 
hukum yang dikenal dengan Stufen Theory atau Teori Tangga. 
Teori Tangga ini diilhami oleh pendapat muridnya yang bernama 

3) Hans Kelsen, Teori Hukum Mumi - Dasar-dasar llmu Hukum Normatlf Sebaga, 
I/mu Hukum Empirik-Deskriptd, terjemahan Somann. (Bundi Press. 1995) 
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Adolf Merkl yang menyatakan bahwa, suatu norma hukum 
selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz) yaitu, 
ke alas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya 
dan ke bawah menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma 
hukum di bawahnya. Oleh karena itu, norma hukum mempunyai 
masa berlaku yang relatif (rechtskracht). Artinya masa 
ber1akunya norma hukum tergantung pada norma hukum yang 
ada di atasnya. Apabila norma hukum yang ada di atasnya 
dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang ada di 
bawahnya ikut tercabut atau terhapus pula. 

Berdasarkan pendapat dari Adolf Merkl tersebut, Hans 
Kelsen mengemu-kakan bahwa, norma-norma hukum itu 
be enjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata 
susunan. Dalam tata susunan itu, suatu norma yang lebih 
rendah ber1aku, bersumber, dan berdasar pada norma yang 
lebih tinggi, nonna yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan 
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian 
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat 
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yang disebut 
dengan Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar yang 
merupakan nonna tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak 
lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Norma 
dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai 
norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma 
yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu 
dikatakan pre-supposed. • 

Selanjutnya Hans Kelsen membedakan antara general 
norms atau abstrakte normen yang dibentuk oleh badan 
legislatif dan individual norms atau concrete normen yang 
dibentuk oleh badan-badan eksekutif. Yang dimaksud dengan 
general norms adalah, kaidah-kaidah yang berlaku umum, 
mengikat umum, seperti kaidah dasar, UUD, undang-undang 

. Mana Fanda lndrah Soeprapto. flmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan 
Pembentukannya. (Yogyakarta. xenems. 1998), 25 
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dan peraturan-peraturan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
individual norms adalah, kaidah-kaidah yang berlaku khusus, 
mengikat seseorang tertentu yang diketahui identitasnya. 
Individual norms ini berupa ketetapan-ketetapan 
(beschikkingen), atau pula keputusan-keputusan hakim baik 
yang berupa vonis maupun penetapan-penetapan hakim. Vonis 
adalah, keputusan hakim yang menyelesaikan suatu sengketa/ 
perkara. Sedangkan penetapan hakim adalah keputusan hakim 
yang menyelesaikan suatu permohonan.5 

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh 
muridnya yang bernama Hans Nawiasky yang berpendapat 
bahwa, selain norma hukum itu berlapis dan lapis dan 
berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga 
berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan 
norma-norma hukum dalam suatu negara menjadi empat 
kelompok besar yang terdiri dari:6 

Kelompok I Staatsfundamentalnor(Norma Fundamental 
Negara) 
Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok 
Negara) 
Forme/1 Gesetz (Undang-undang iformali) 
Verordnung dan Autonome Satzung (Aturan 
Pelaksana dan Aturan Otonom) 

C. Teori Monisme dan Teori Dualisme 

Teori Monisme dan Teori Dualisme merupakan suatu teori 
di dalam Hukum lnternasional yang mencoba menjelaskan 
mengenai hubungan antara Hukum lnternasional dengan 
Hukum Nasional. Menu rut Teori Monisme, Hukum lnternasional 
dan Hukum Nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan 

5) A Hamid S Attarnirru. "Jems. Funqs, dan Maten Muatan Peraturan Perundang- 
undangan" (Kursus Perancangan Peraturan Perundang-undangan Depar1emen 
Kehaktman RI) 

6) Soeprapto. Op Cit. 27 

131 

Kelompok II 

Kelompok Ill 
Kelompok IV 



yang lebih besar yaitu, hukum yang mengalur kehidupan 
manusia. Akibat dari pandangan Monisme ini ialah, anlara 
Hukum lnlemasional dan Hukum Nasional dimungkinkan 
adanya hubungan hirarki. Karena adanya hubungan hirarki, 
maka timbulah Aliran Monisme dengan Primal Hukum 
lntemasional dan Monisme dengan Primal Hukum Nasional. 

Menurut pandangan Monisme dengan Primal Hukum 
Nasional, ber1akunya Hukum lnlernasional disebabkan negara 
atau hukum suatu negara menyetujui berlakunya Hukum 
lntemasional, dan karena Hukum lnlernasional tidak lain 
merupakan kelanjutan dari Hukum Nasional. Sedangkan 
menurut pandangan Monisme dengan Primal Hukum 
lntemasional, Hukum Nasional mengalur sesuatu karena 
dipef1lolehkan oleh Hukum lnlernasional. Menurut aliran ini, 
Hukum Nasional membuat peraluran pelaksanaan dari Hukum 
lntemasional. Jadi pada hakekalnya lidak ada atau tidak lerjadi 
pen.ip!aan hukum lersendiri oleh Hukum Nasional. Pembuatan 
HulaA1l Nasional dianggap sebagai penerusan dan penciplaan 
Hukum lntemasional. Oleh karena itu, Konsekuensi dari aliran 
monisme dengan Primal Hukum lnlernasional ini adalah, 
Hukum Nasional lidak boleh bertenlangan dengan Hukum 
lntemasional karena wewenang dan isi dari Hukum Nasional 
cllelapkan oleh Hukum lnlemasional. Salah satu penganul dari 
Teori Monisme dengan Primal Hukum lnlernasional tersebul 
adalah, Hans Kelsen dengan Stufen Theory. Berdasarkan 
Stufen Theory tersebul Hans Kelsen berpendapal bahwa, 
Hukum lnlernasional mendelegasikan kekuasaan hukum 
tertinggi di dalam satu negara kepada negara yang 
bersangkutan melalui undang-undang dasamya. 

Sebaliknya, menurulAliran Dualisme, Hukum lntemasional 
dan Hukum Nasional itu sama sekali ter1epas satu sama lainnya 
karena masing-masing mempunyai sifat yang berlainan. 
ManurutAliran Dualisme ini, daya pengikat Hukum lnternasional 
bersumber pada kemauan negara, maka Hukum lnternasional 
dan Hukum Nasional merupakan dua sistem atau perangkat 
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hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Dengan perkataan 
lain, dalam Teori Dualisme tidak ada tempat bagi persoalan 
hirarki antara Hukum Nasional dan Hukum lnternasional karena 
pada hakekatnya kedua perangkat hukum ini tidak saja 
berlainan dan tidak tergantung satu sama lainnya, tetapi juga 
lepas satu dari yang lainnya. Dengan demikian, Hukum 
lnternasional hanya berlaku setelah ditransformasikan dan 
menjadi Hukum Nasional.7 

Ill. ANALISIS 
A. Dasar Pertimbangan Pemberlakuan Asas Non Retroaktif 

Dalam Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 
dan Asas Retroaktif Dalam Pasal 46 Undang-undang No. 
26 Tahun 2000. 
Penghargaan dan penghormatan terhadap HAM menjadi 

hal yang sangat penting dalam suatu negara hukum. 
Pengakuan dan penghargaan Indonesia terhadap HAM ini 
dapat dilihat di dalam konstitusinya. Ketiga konstitusi yang 
pernah berlaku di Indonesia pada dasarnya semuanya 
mengakui HAM yaitu: 
1. UUD 1945, yang disahkan dan mulai berlaku pada Tanggal 

18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 dan 
mulai berlaku lagi dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 sampai sekarang, mengakui HAM di dalam 
Pembukaan dan Batang Tubuhnya. Pengakuan HAM di 
dalam Batang Tubuh ini secara implisit terutama terdapat 
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. 

2. Konstitusi RIS, yang mulai berlaku pada Tanggal 27 
Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, 
mengakui HAM secara eksplisit di dalam Bagian V, Hak- 
Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia, Pasal 7 
sampai dengan Pasal 33. 

7) Novi anti, "Penerapan Pasal 11 UUD 1945 dalam Kartannya dengan P1n1aman Luar 
Negeri", (Tesis Program Pascasarjana Urnversltas Tarumanagara, 2001), 14-15 
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3. UUDS 1950, yang mulai berlaku pada Tanggal 17 Agustus 
1950 sampai dengan 5 Juli 1959, juga mengakui HAM 
secara eksplisit di dalam Bagian V, Hak-Hak Dasar dan 
Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia, Pasal 7 sampai 
dengan Pasal 34. 

Pengakuan HAM di dalam Konstitusi ini sangatlah penting. 
Hal ini didasarkan pada Stufen Theory dari Hans Kelsen yang 
kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Konstitusi 
merupakan suatu Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok 
Negara (Staatsgrundgesetz) yang menjadi dasar dan menjadi 
sumber bagi norma-norma hukum di bawahnya yaitu, undang- 
undang (forme/1 Gesetz), dan Aturan Pelaksana & Aturan 
Otonom ( Verordnung & Autonome Satzung). lni berarti, dengan 
diakuinya HAM di dalam konstitusi, maka norma-norma hukum 
yang ada di bawah konstitusi tersebut juga harus mengakui, 
melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Norma- 
norma hukum tersebut tidak boleh bertentangan atau 
melanggar HAM. Di samping itu, dengan diakuinya HAM secara 
tegas (secara eksplisif) di dalam konstitusi, dimaksudkan 
sebagai pemberian amanah kepada Pemerintah yang berkuasa 
untuk menjaga, melindungi dan menegakkan HAM di tanah 
air. 

Meskipun HAM telah mendapat pengakuan dan 
perlindungan secara hukum dan Pemerintah mengemban 
amanah untuk melaksanakan, melindungi dan menegakkan 
HAM, namun lain dari praktek di lapangan. Pada masa Rezim 
Pemerintahan Orde Baru di bawah Pimpinan Presiden 
Soeharto, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Kasus- 
kasus, seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, Timar Timur (sewaktu 
masih menjadi wilayah RI), Semanggi, dan sebagainya 
rnerupakan pelanggaran HAM berat yang dapat merendahkan 
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. 
Pelanggaran HAM berat tersebut justru kebanyakan dilakukan 
oleh aparat yang berkuasa. terutama aparat militer, yang 
seharusnya melaksanakan dan melindungi HAM. 
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Mencermati banyaknya kasus pelanggaran HAM berat 
yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh berbagai 
faktor misalnya, tidak dicantumkannya secara tegas (secara 
eksplisit) pernyataan HAM di dalam konstitusi, UUD 1945. Hal 
ini dinyatakan Richard Henry Lee bahwa, "tanpa pernyataan 
HAM (Bill of Rights), kebebasan dan kesejahteraan warga sipil 
akan bergantung pada kebaikan hati penguasa. Maka, Bill of 
Rights harus ada untuk mengamankan HAM ( The just rights 
of human nature) dari ancaman pelanggaran".' 

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya kasus 
pelanggaran HAM adalah, lamanya waktu Soeharto menjabat 
sebagai Presiden RI. Selama lebih dari tiga puluh (30) tahun, 
Soeharto telah berkuasa dan berhasil menggalang kekuatan 
dengan segala cara untuk mempertahankan dan memperkuat 
kekuasaanya. Lembaga Kepresidenan menjadi sangat 
dominan dan sentralistis, apalagi DPR yang seharusnya 
bertugas untuk mengontrol eksekulif, lidak dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena DPR 
dikuasai oleh Golkar sebagai partai mayoritas dukungan 
Pemerintah dan di bawah pembinaan Soeharto. Sentralisme 
tersebut mengakibatkan segala persoalan bangsa dan negara 
di bawah kekuasaan dan hanya ditentukan oleh Soeharto 
sebagai Presiden RI. 

Kekuasaan yang sentralistis mengakibatkan absolutisme, 
apa yang menjadi kebijakan dan keputusan Pemerintah atau 
presiden tidak dapat dibantah, meskipun kebijakan dan 
keputusan tersebut sangat merugikan rakyat. Siapa pun yang 
berani mengkritik dan menentang Pemerintah dianggap 
sebagai musuh negara dan dapat dikenai pidana karena telah 
melakukan tindakan subversi. Pemerintah menjadi otoriter dan 
sewenang-wenang. Kekuasaan disalahgunakan untuk 
kepentingannya sendiri, keluarga dan kroni-kroninya tanpa 
mempedulikan nasib rakyat yang menjadi korbannya. 
8) Yongky Karman, "Amandemen Konstitust yang Berprhak pada HAM", Harian 

Kompas, Tanggal 20 OktotJer 2001. 
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Dari semua ketentuan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 
1945. hal yang menarik adalah diberlakukannya Asas Non 
Relroaklif yang ada di dalam Pas al 281 ayat ( 1) yang 
rnenyatakan, • .... hak unluk lidak diluntul alas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun". Apa bi la dianalisa, 
pemberlakuan Asas Non Relroaklif ilu lidak lerlepas dari sifal 
konslitusi yang hanya memual aturan-aturan pokok saja. Hal 
ini dapat dilihat di dalam Penjelasan Umum Angka IV UUD 
1945 yang menyalakan: " ..... UUD hanya memual aturan-aturan 
pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi 
kepada Pemerinlah pusat dan lain-lain penyelenggara negara 
untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan 
sosial. .... ". Berdasarkan pada Penjelasan UUD 1945 di alas, 
apabila dicermali, Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945 juga 
hanya memuat aturan-aturan pokok. Karena hanya memual 
aturan-aturan pokok, Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945 
hanya memual nilai-nilai HAM yang berlaku secara umum atau 
secara universal saja, lermasuk pemberlakuan Asas Non 
Retroaktif yang memang sudah menjadi asas hukum yang 
berlaku secara umum di dalam Hukum Pidana. Hal inilah yang 
menjadi dasar perlimbangan diberlakukannya Asas Non 
Retroaktif di dalam UUD 1945. 

Karena hanya memuat aturan-aturan pokok, Bab XA 
Perubahan Kedua UUD 1945 tidak dapat diberlakukan secara 
langsung karena harus dituangkan ke dalam suatu peraturan 
perundang-undangan yang norma-norma hukumnya lebih 
kongkret dan jelas sehingga dapal langsung diberlakukan 
mengikal umum. Pemikiran ini didasarkan pada: 9 

"Norma-norma hukum dalam suatu Hukum Dasar itu masih 
merupakan norma hukum tunggal, masih mengatur hat- 
hal um um dan secara garis besar atau masih merupakan 
norrna-norrna hukum yang pook-pokok saja sehingga 

, Soeprapto. Op cit .. 46 
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norma-norma dalam suatu Hukum Dasar itu belum dapat 
langsung berlaku mengikat umum; lain halnya dengan 
norma-norma hukum yang ada dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Dalam peraturan perundang- 
undangan, norma-norma hukum itu sudah lebih konkrit, 
lebih jelas, dan sudah dapat langsung berlaku mengikat 
umum, bahkan suatu peraturan perundang-undangan 
sudah dapat dilekati oleh sanksi pidana dan sanksi 
pemaksa". 

Sebagai implementasi dari Bab XA Perubahan Kedua 
UUD 1945, maka dibentuklah Undang-undang No. 39 Tahun 
1999 tentang HAM yang mulai berlaku pada Tanggal 23 
September 1999. Untuk mengadili pelanggaran HAM berat, 
Pas al 104 ayat (1) mengamanatkan untuk membentuk 
Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka Pemerintah segera mengeluarkan 
Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Namun 
dalam Sidang Paripurna pada Tanggal 13 Maret 2000, DPR 
memutuskan agar Pemerintah mencabut Perpu No. 1 Tahun 
1999 dan segera mengajukan RUU tentang Pengadilan HAM 
dengan alasan;'? 

1. Secara konstitusional pembentukan Perpu tentang 
Pengadilan HAM dengan mendasarkan pada Pasal 22 
ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam hal ikhwal 
kegentingan memaksa", yang dijadikan dasar hukum untuk 
mengkualifikasikan adanya "kegentingan memaksa", 
dianggap kurang tepat. 

2. Substansi yang diatur dalam Perpu tentang Pengadilan 
HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara 
lain: 

a. Kurang mencerminkan rasa keadilan karena 
ketentuan dalam Perpu tersebut tidak berlaku surut 

101 Sekretanat Negara, "Keterangan Pemenntah di Hadapan Rapat Paripuma DPR-RI 
Mengenai RUU tentang Pengadilan HAM", (Tanggal 5 Juni 2000} • 
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(retroaktif), sehingga pelanggaran HAM yang berat 
yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi 
undang-undang, tidak tercakup pengaturannya. 

b. Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang 
dari ketentuan yang diatur dalam Konvensi tentang 
Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genocide 
Tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas 
hukum yang berlaku. 

c. Masih menggunakan standar konvensional, yakni 
dengan mendasarkan pada KUHP yang hanya 
membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak 
mampu menjangkau tuntutan secara kelembagaan. 

d. Masih terdapat substansi yang kontradiksi dan 
berpotensi untuk berbenturan atau overlapingdengan 
hukum positif. 

Dari alasan DPR di alas agar Pemerintah segera 
mencabut Perpu No. 1 Tahun 1999 dapat dilihat bahwa, DPR 
yang merupakan wakil rakyat dan bertugas menyalurkan 
aspirasi rakyat menghendaki adanya terobosan hukum dengan 
diberlakukannya Asas Retroaktif dalam RUU Pengadilan HAM, 
sekarang menjadi Undang-undang Pengadilan HAM) untuk 
menegakkan HAM di tanah air. Pember1akuan Asas Retroaktif 
dalam RUU Pengadilan HAM tersebut didasarkan pada 
pertimbangan: 

1. Adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar 
dalam RUU Pengadilan HAM diberlakukan Asas Retroaktif 
sehingga kasus pelanggaran HAM berat yang terjadr 
sebelumnya dapat ditangani dan diselesaikan dengan 
baik, dan pelaku pelanggaran HAM berat dapat ditindak 
dengan seadil-adilnya. 

2. Agar menjadi kekhususan tersendiri dari RUU Pengadilan 
HAM yang membe-dakannya dengan pengadilan biasa 
yang berdasarkan KUHP, mengingat pelanggaran HAM 
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berat merupakan kejahatan terhadap manusia secara 
universal (kejahatan internasional). 

Selain pertimbangan di atas, Pemerintah dalam 
keterangannya di hadapan Rapat Paripurna DPR mengenai 
RUU tentang Pengadilan HAM juga menjelaskan bahwa:" 

"Pertimbangan pemberlakuan surut dalam RUU 
Pengadilan HAM ini juga diwarnai oleh kultural dan 
humanisme bangsa Indonesia yang mendambakan 
keseimbangan dan keserasian kosmos (evenwicht), dan 
menolak apa saja yang dapat mengganggu "evenwicht" 
tersebut (even-wichtverstoring). Sehingga diharapkan 
RUU ini dapat memulihkan dan mencegah terjadinya 
ketidakseimbangan (fungsi preventif) dalam masyarakat 
yang multi etnik. Di samping tujuan tersebut, juga 
diharapkan dapat menetapkan sanksi atau tindakan yang 
seharusnya diberikan kepada para pelaku pelanggaran 
HAM yang berat (fungsi represif) dan sekaligus melindungi 
anggota masyarakat baik secara individual maupun kolektif 
(fungsi protektif) terhadap pelanggaran atas HAM". 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka 
disepakati untuk memberlakukan Asas Retroaktif dalam RUU 
Pengadilan HAM. RUU ini merupakan RUU Usul lnisiatif DPR 
yang kemudian diundangkan dan berlaku menjadi Undang- 
undang tentang Pengadilan HAM pada Tanggal 23 Nopember 
2000. Aspirasi rakyat melalui wakilnya mengenai pemberlakuan 
Asas Retroaktif dalam undang-undang ini diakomodir di dalam 
Pasal 46 yang menyebutkan, "Untuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa", 
Undang-undang tentang Pengadilan HAM tersebut di samping 
sebagai bagian dari Pembangunan Hukum Nasional dengan 
terobosan pemberlakuan Asas Retroaktifnya juga merupakan 
jawaban dalam reformasi hukum untuk mengatasi 

'' Ibid. 
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1 . Membunuh anggota kelompok, 
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat 

terhadap anggota kelompok, 
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 

mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 
sebagiannya. 

4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah 
kelahiran di dalam kelompok, atau 

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok 
tertentu ke kelompok lain. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap 
kemanusiaan sebagaimana yang dijelaskan d1 dalam Pasal 9 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 adalah, salah satu 
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 
rneluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil 
berupa: 

1. Pembunuhan, 
2. Pemusnahan, 
3. Perbudakan, 
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan 

fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas- 
asas) ketentuan pokok Hukum lnternasional, 

6. Penyiksaan, 
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
8. Pemaksaan kehamilan, pemandulan atau steritisasi secara 

paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang 
setara, 

9. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
perkumpulan yang didasari persarnaan paham politik, ras. 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau 
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal 
yang dilarang menurut Hukum lnternasional, 
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10. penghilangan orang secara paksa, atau 
11. kejahatan apartheid. 

Apabila dicermati pelanggaran HAM berat sebagaimana 
yang disebutkan di dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 9 
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 di atas banyak yang 
mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Statuta 
Roma tentang cnmes against humanity. Dalam Hukum 
lnternasional crimes against humanity ini dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan internasional sebagimana yang didefinisikan 
Hikmahanto Juwana sebagai berikut; 13 

"Kejahatan internasional adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan oleh 
masyarakat internasional. Jenis kejahatan yang masuk 
dalam katagori kejahatan internasional antara lain adalah 
bajak laut, pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, 
kejahatan terhadap pelanggaran hukum dan kebiasaan 
perang ( di sini perang tidak selalu diartikan sebagai konflik 
bersenjata antar dua negara), kejahatan genosida, 
kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against 
humanity) dan kejahatan melakukan agresi". 

Karena merupakan kejahatan internasional, maka 
berdasarkan Teori Monisme terutama Monisme dengan Primal 
Hukum lnternasional, meskipun Hukum Nasional belum 
mengatur masalah kejahatan internasional terhadap pelaku 
pelanggaran HAM berat yang notabene adalah, pelaku 
kejahatan internasional tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan 
Hukum lnternasional yang berlaku. Jadi dalam kejahatan 
internasional yang berlaku adalah, Asas Retroaktif dan bukan 
Asas Non Retroaktif. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) 
Deklarasi Universal HAM manusia yang menyatakan bahwa: 

"Suatu tindakan setidak-tidaknya telah diatur dalam Hukum 

·" Hrkmattantc Juwana "Peradrlan baqr Pelaku Kejahatan Internasional". (Makalah 
Seminar "RUU Pengadtlan HAM· di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Jnformasi 
(P31) Sekretariat uenoerat DPR-RI. Tanggal 11 Juli 2000). 
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Nasional pada saat itu, namun apabila tindakan tersebut 
telah dianggap sebagai kejahatan internasional dan 
Hukum lnternasional telah mengaturnya pada waktu yang 
sama, maka terhadap tindakan ini dapat dipidana dengan 
berdasarkan ketentuan dalam Hukum lnternasional". 

Gontoh kasus dalam kejahatan internasional yang berlaku 
Asas Retroaktif adalah, diadili dan dihukumnya Eichmann. 
seorang mantan renrara Jerman pada Tahun 196 l oleh 
Pengadilan Israel. la melakukan karena perbuaran di Jerman 
pada saal berlangsungnya Perang Dunla lJ yaltu, melakukan 
pembunuhan massal terhadap orang Yabuor. Contoh lain 
adalah. diekslradis1 dan diadilinya Augusto Pinochet, rnantan 
Presiden Gile di Spanyol oleh Hakim Baltasar Garzon atas 
tuduhan rnemberi perintah untuk melenyapkan kurang lebih 
tiga ribu laima ratus (3.500) aktivis di Gile. 

Analisis lain yang memperkuat pernyataan bahwa Asas 
Non Retroaktif yang ada dalam Pasal 281 ayat (1) Perubahan 
Kedua UUD 1945 tidak dimaksudkan berlaku secara absolut 
terhadap pelaku pelanggaran HAM berat adalan, pada 
dasamya yang mempunyal wewenang untuk mengubah atau 
mengamandemen Pasal 281 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 
1945 adalah MPR dengan mekanisme Pasal 37 UUD 1945. 
Anggota MPR ini sebagian besar juga menjadi Anggota DPR 
yang bersama-sama Presiden membentuk Undang-undang No. 
39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-undang No. 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua undang-undang 
tersebut tidak memberiakukan Asas Non Retroaktif melainkan 
Asas Retroaktifterhadap pelaku pelanggaran HAM berat yaitu, 
dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, 
dan Pasal 46 Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Berdasarkan 
uraian ini dapat dilihat bahwa, dari analisis institusional Asas 
Non Retroaktif yang ada di dalam Pasal 281 ayat (1) Perubahan 
Kedua UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk dapat diterapkan 
terhadap pelaku pelanggaran HAM berat sehingga mereka 
dapat terhindar dari tuntutan hukum. Beradasarkan uraian di 
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atas jelaslah bahwa, meskipun Pasal 281 ayat (1) Perubahan 
Kedua UUD 1945 member1akukan Asas Non Retroaktif namun 
dalam Sistem Hukum Nasional dimungkinkan berlakunyaAsas 
Retroaktif untuk pelanggaran HAM berat sebagaimana yang 
ada dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang- 
undang No. 26 Tahun 2000. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan dan penegakan HAM di tanah air semakin 
mantap dengan dimasukkannya secara eksplisit nilai-nilai HAM 
yang berlaku secara universal di dalam Bab XA Perubahan 
Kedua UUD 1945. Dengan adanya perubahan ini maka secara 
tegas konstitusi mengamanatkan agar semua hukum yang 
berlaku tidak boleh bertentangan dengan HAM dan semua 
pihak (Pemerintah dan masyarakat) harus dengan sungguh- 
sungguh melaksanakan, melindungi dan menegakkan HAM. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan penegakan 
HAM, Asas Non Retroaktif yang ada dalam Bab XA Pasal 281 
ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk 
dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. 
Keberadaan Pasal ini di dalam konstitusi, UUD 1945 
disebabkan sifat konstitusi yang hanya memuat aturan-aturan 
pokok saja. Oleh karena itulah asas hukum yang ber1aku di 
dalam konstitusi adalah, Asas Non Retroaktif karena asas inilah 
yang biasanya berlaku umum di dalam Hukum Pidana. 
Sedangkan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat itu sendiri 
berlaku Asas Retroaktif sebagaimana yang ada di dalam 
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 
26 Tahun 2000. Adapun dasar pertimbangan diberlakukannya 
Asas Retroaktif di dalam undang-undang tersebut pada 
dasarnya adalah, karena adanya aspirasi masyarakat, agar 
menjadi kekhususan tersendiri dari Undang-undang Pengadilan 
HAM dan untuk perlindungan dan penegakan HAM itu sendiri. 
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Pemberlakuan Asas Retroaktif di dalam Undang-undang 
No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 
merupakan hal yang baru di dalam Sistem Hukum Nasional. 
Lebih lanjut pemberlakuan Asas Retroaktif ini pada dasarnya 
tidak bertentangan dengan Pasal 281 ayat ( 1) Perubahan Kedua 
UUD 1945. Hal tersebut disebabkan pemberlakuan Asas Non 
Retroaktif di dalam Pasal 281 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 
1945 dibatasi dengan Pasal 28J ayat (2) Perubahan kedua 
UUD 1945 yang mewajibkan kepada setiap orang untuk tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 
Di samping itu berdasarkan analisis dari sisi Hukum 
lnternasional dan dari inslitusi yang berwenang untuk 
mengamandemen UUD 1945 dan membentuk undang-undang, 
pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Sistem Hukum Nasional 
dapat dibenarkan. 

B. Saran 

Meskipun Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945 hanya 
memuat nilai-nilai HAM yang bersifat universal, pemberlakuan 
Asas Non Retroaktif di dalam Bab XA Pasal 281 ayat (1) 
Perubahan Kedua UUD 1945 sebaiknya dilihat lagi dan kalau 
perlu diamandemen atau diubah. Maksudnya perlu ada 
ketentuan tambahan yang menyatakan dengan tegas bahwa 
khusus untuk pelanggaran HAM berat juga diber1akuan Asas 
Retroaktif. Amandemen ini sangat penting agar tidak terjadi 
multi tafsir terhadap UUD 1945 mengingat UUD 1945 
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan 
sistem hukum di tanah air. 

-oOo- 
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ANTI DISKRIMINASI DALAM SISTEM 

HUKUM INDONESIA 

Sulasi Rongiyati 

I. PENDAHULUAN 
Gerakan reformasi yang telah berhasil rnenurunkan 

Rezim Pemerintahan Orde Baru. menuntut perubahan yang 
fundamental dalam ketatanegaraan RI yailu, tuntutan terhadap 
perubahan UUD 1945. Sebagaimana diketahui pada Era Orde 
Baru, UUD 1945 dianggap sesuatu yang sakral dan haram 
untuk diubah. Mengubah UUD 1945 berarti membubarkan 
Negara RI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 
Tuntutan reformasi untuk mengamandemen UUD 1945 
dilatarbelakangi oleh praktek ketataneqaraan yang justru 
menyimpang dari maksud dan tujuan UUD 1945 itu sendiri. 
Penyelenggaraan ketatanegaraan berjalan dengan slogan 
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 
Namun dalam prakteknya, pemerintah melakukan interpretasi 
UUD 1945 sesuai dengan kepentingan politiknya demi 
melanggengkan kekuasaan. Salah satu praktek ketatane- 
garaan yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan 
tetapi menyimpang dari maksud UUD 1945 adalah, kurangnya 
pertindungan terhadap HAM dan hak-hak warga negara. Hal 
itu diperparah dengan banyaknya praktek-praktek pelanggaran 
terhadap HAM dan hak-hak warganegara dalam berbagai 
bidang kehidupan'. 

Dari hasil Perubahan Kedua UUD 1945, dapat dilihat 
porsi yang cukup besar terhadap pengaturan yang berkaitan 
dengan HAM yaitu, dengan munculnya bab baru sebagai 
'' MPR-RI. Bahan Penjelasan BP-MPR Dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil 

Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999 Dan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000. 
(Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2000). 9. 
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pengembangan dan Bab X ya1tu, Bab XA yang terdiri dari 
sepufuh (10) pasal. Masuknya rurnusan baru ten!ang HAM 
ml merupakan salah satu buktl besamya komilmen Bangsa 
Indonesia untuk menghormat, dan memuliakan HAM. Hal ini 
memang sudah selayaknya dilakukan mengingal masalah 
HAM merupakan masalah fundamental dafam kehidupan 
ketalanegaraan suatu bangsa Untuk itu, pengaturan masalah 
HAM harus dttempatkan pada konslitusi sebagai hulwm dasar 
bagi berlangsungnya praktek tetatanegaraan suatu negara. 
Bukti bahwa HAM merupakan masalah yang mendasar dalam 
kehidupan suatu negara dapat dilihat dari materi muatan 
konstitusi, dimana pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga 
hal pokok yaitu:2 

1. Adanya jaminan perlindungan HAM dan warga 
negaranya. 

2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara 
yang bersifat fundamental. 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas 
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. 

Salah satu afasan dimuatnya jaminan perlindungan HAM 
dan warga negara dalam konstitusi dimaksudkan agar 
penguasa negara tidak bertindak sewenang-wenang yang 
mengurangi apalagi menghapus hak-hak tersebut.3 

Dalam sistem keratanegaraan Indonesia. penghormatan 
dan penghargaan rerhadap HAM telah dllakukan sejak awal 
berdlrinya Negara RI yartu. dengan ditetakannya pengalwan 
dan penghormalan terhadap HAM dalam pembukaan UUD 
1945. Selain itu, ditempatkannya sila Kemanusiaan yang adil 
dan beradab sebagai sila kedua dalam dasar negara 
sebagaimana tercantum dalam naskah Pembukaan UUD 
1945. Disamping itu beberapa pasal dalam Batang Tubuh 

" Huda Ni'matul. Hulwm Tata Negara Kajian Teotilis clan Yuridis Terhadap KonstillJSi 
Indonesia. (Yogyakarta: Gamma Media, 1999). 17. 

3l Ibid .. 122. 

152 



juga mencerminkan adanya jaminan, pengakuan dan 
pertindungan HAM. meskipun ruang lingkup pengaturannya 
relatif lebih sempit yaitu, hanya terbatas pada pengaturan 
hak asasi warga negara saja. 

Walaupun tel ah diatur dalam konstitusi, pada ta ta ran 
praktek seringkali terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa 
melalui legitimasi berbagai peraturan perundang-undangan 
yang semata-mata bertujuan untuk melanggengkan 
kekuasaannya. Sebagai contoh Pasal 27 UUD 1945 
menegaskan bahwa, tiap warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Namun 
kenyataan masih terdapat perbedaan perlakuan terhadap 
warga negara, khususnya terhadap WNI keturunan, seperti 
pemberlakuan lnpres No. 2 Tahun 1980 yang mewajibkan 
WNI keturunan asing untuk memiliki SBKRI. Pemberlakuan 
kebijakan yang membedakan antara warga negara yang satu 
dengan warga negara yang lain, dalam hal ini antara WNI 
asli dengan WNI keturunan, merupakan perbuatan atau 
tindakan yang diskriminatif. 

Pengertian diskriminasi dalam bahasa Indonesia 
adalah, perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara 
bardasarkan wama kulit. golongan, suku, ekonoml, agama 
dan tam sebagainya.• SNB. sebuah lembaga swadaya 
masyarakat yang konsisten menangani rnasalah-masalah 
diskriminasi di Indonesia, mendelinisikan diskriminasi sebagai 
perbedaan yang dilakukan terhadap orang atau barang. 
Selanjutnya SNB membedakan diskriminasi dalam dua hal 
yaitu; diskriminasi legal dan diskriminasi ilegal. Diskriminasi 
legal bertangsung ketika seseorang membuat keputusan yaitu, 
dengan melakukan perbedaan terhadap peluang dan pilihan 
yang ada. Bentuk diskrirninasi legal terjadi pada penentuan 
perbedaan harga barang atau jasa karena kualitas atau 

4) Oepdikbud. Kam.JS Besa., Bahasa Jndones,a, Ed 2. Cet. 7. (Jakarta: Batai Pustaka, 
1996), 237 
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Sementara itu dlnmgarai ada tu1uh (7) hal yang dapat 
menjad: akar rnasalah diskriminasi rasial yaltu:• faktor 
ekonorru: laktor politis; faktor sosial-kulturat; taktor pslkologisl 
perasaan kebanggaan emls: !aktor rehg1uslkeagamaa11 yaitu, 
adanya kecenderungan pengelompokan-pengelompokan 
dalam masya-rakat dan adanya anggapan bahwa orang di 
luar kelompoknya adalah musuh; faktor blofogis; dan laktor 
geografis. 

Dari taktor-taktor tersebut, negara mempunyai peran 
penting dalam penguatan keoenderungan-kecenderungan dan 
perflaku masyarakat yang bersifat dlsknmmatif. Ala! yang 
d1pergunakan oleh negara, dalam hal in! penguasa atau 
pemerintah, yang dianggap paling ampuh adalah, melalui 
kebijakan Pemerintah misalnya, dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Langkah Inf adalah upaya 
untuk menciptakan kelanggengan kekuasaan. sehlngga 
substansl hukurn direkayasa diskrim,natif terhadap golongan 
masya-rakat tertentu. 

Lahlrnya produk-produk hukum yang diskrimlnatif 
sebenamya tidak ter-lepas darf sistem polltlk yang berlaku 
pada masa ltu, Hukum merupakan produk dan sebuah sistem 
politlk. oleh karena i!u karakterlstik hukum sangat tergantung 
pada corak slstem polltlk, l<hususnya l<ehldupan 
damokrasinya. T1pe razlm yang demokralls akan melahirkan 
produk hukum yang populis, progresil dengan mterpretasl 
terbatas. Seballknya yang rezim yang non-demokratis akan 
melahir-kan nukurn yang bersifat elitis, konservatif dengan 
interpretasi ekstensif.9 

• OI•- !2fid  dll!am (SemNr IJpay.l Global Unluk Mananggulanql 
Me.sal,ah Raslsrrie, Oislu1ffl11'1aSI Rasra'J, XenopJ1ob.a, dor1 lotoler  Terkall 
uiimya; Por,poldlf ln<loo8"ia, di Daplu, Jakana, 21 Agc,Stus 200 I). 

 AIBn GafnJ, 'Pemban91'r,an Hul<um dart Oemofuur dslrun Moh 8\lllyro 
M- Sal"""' Lutoari, don Muh. M.ttahudin, F'olo lc PombM900an Hul<um 
No51onol, IV  Ufl Pms, 1992), 121 
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Perlakuan diskriminatif terhadap warga negara jelas 
bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang menjunjung 
nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam masyarakat. 
Namun disadari bahwa, upaya mewujudkan negara hukum 
tersebut tidaklah mudah, karena sangat tergantung pada 
interaksi politik diantara kelompok-kelompok sosial yang ada 
dalam masyarakat. Kemudian untuk menciptakan negara 
hukum, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang dida- 
sarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial 
yaitu;'? 

1. Adanya sistem pemerintahan negara yang didasarkan 
pada keadaulatan rakyat. 

2. Adaya pembagian kekuasaan dan sistem checks and 
balances. 

3. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga 
negara untuk turut serta mengawasi pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 

4. Tindakan pemerintah harus selalu didasarkan pada 
hukum positif yang berlaku. 

5. Adanya peradilan yang bebas dan mandiri. 
6. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. 
7. Sistem perekonomian yang menjamin pembagian 

sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran rakyat. 
Pelaksanaan jaminan terhadap HAM. mempunyai 

korelasi yang sangat erat dengan konsepsi hukum positif 
yang berlaku dan masalah penegakannya. Dua hal penting 
yang berhubungan dengan penegakan HAM dalam hukum 
positif Indonesia yaitu; sejauhmana hukum positif Indonesia 
melindungi HAM, dan sejauhmana ketentuan-ketentuan HAM 
tersebut dihormali dan dilaksana-kan. Berbicara mengenai 
hukum posilil, maka harus ditelaah peraturan perundang- 

re Abdul Hakim Garuda Nusa.nlara. Pol,lik Hukun Indonesia. Cel 1. (Jakarta: YLBHI. 
1988). 12 
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7. Pasal 28G UUD 1945, HAM berkaitan dengan hak 
keamanan. 

8. Pasal 28H UUD 1945, HAM berkartan dengan hak 
kesejahteraan. 

9. Pasal 281 UUD 1945, HAM berkaitan ctengan 
perlindungan dan kemajuan 

10. Pasal 28J UUD 1945, HAM berkaitan dengan 
kewajiban. 

Perubahan Pasal 28 UUD 1945 yang memuat 
rumusan naru mengenai HAM rnerupakan langkah rnaju 
yang sangat berartl bagl pembangunan hukum di 
Indonesia. dlmana konsntusl mengakul secara llmitatif 
hak-hak dasar rnanusia tanpa perbenaan perlakuan 
(diskriminasi). Rumusan dalam pasal-pasal tersebut, 
kecuali Pasal 280 ayat (3) merupakan pengakuan HAM 
secara universal yang memuat kesetaraan hak tanpa 
diskriminasi, tanpa membedakan warga negara dan 
bukan warga negara (WNA). Sedangkan rumusan Pasal 
280 ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara 
berhak ..... .", memang diperuntukan khusus bagi WNI 
dalam hal memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. Pemberlakuan ketentuan hukum yang 
berbeda antara warga negara dan bukan warga negara, 
memang diperkenankan dan diakui dalam Hukum 
lnternasional. '3 

Dan kesepuluh pasal baru tentang HAM tersebut, 
pasal yang secara lim tatlt menyebutkan [arnlnan dan 
perhndungan tarhanap perbuatan yang bersilar 
drskrlrnlnatll adalah. Pasal 281 ayat (2) Pasal tersebut 
menyatakan; 'Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

•Ji Dalam konvensi International Convention on The Ef,mination of All Forms of 
Racial Disctiminalion 1965. lindakan pemenotah yang membedakan warga negara 
dan bukan warga negara t1dak digolongkan sebagai tindakan yang bersifat 
diskrimtnahf. 
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mendapatkan perlindungan terhadap pertakuan yang 
bersifal diskriminalil itu". Rumusan Pasal ini merupakan 
bentuk pengakuan negara secara general alas hak untuk 
terbebas dari perlakuan atau tindakan yang sifatnya 
diskriminalif. Sebagai konsekuensinya adalah seseorang 
berhak memperoleh pertindungan dari perlakuan atau 
tindskan diskrim,nat,f yang dilakukan oleh plhal< lain. 
Redaks1onal Pasal yang tersurat, 'Seliap orang 
bertlak • mempunyaf pen9ertian bahwa, hak yang 
diberllran oleh negara tidak hanya diperuntukan bagl WNI, 
tetapi meliputi pula hak untuk WNA. Sedangkan 
mengenai bentuk dan jenis dari tindakan diskriminatif itu 
sendiri tidak disebutkan klasifikasi lindakan diskriminasi 
alas alasan apa saja yang dilarang, bahkan dari redaksi 
pasalnya secara tegas memberikan perlindungan 
lerhadap perbualan diskriminatif alas dasar alasan 
apapun. 

Seperli kebanyakan rumusan ketenluan dalarn 
perundang-undangan di Indonesia, Pasal 281 ini tidak 
mejelaskan siapa yang melaksanakan perlindungan 
tersebul. Hal ini bisa dimengerti mengingat konstitusi 
merupakan hukum dasar yang selanjutnya ketentuan 
yang dlatur di dalamnya akan dijabarkan leblh lanjut 
dalam peraturan perundangan di bawahnya sepertt 
undang-vndang. Tetapi Jika d1cermati lebih mendalam, 
maka ada kebdak slnkronan beberapa Pasal UUD 1945 
benkut Amandemennya. Pada satu s1s1 menuruukkan 
kernajuan yang sangal berarti dengan mengatur jamman 
dan perundunqan lerhadap HAM secara lebih nncr, 
bahkan secara lim1tauf Pasal 281 ayat (2). Pasal inl 
memberi hak pada setiap orang unluk bebas dari 
perlakuan yang bersifat diskriminalif serta memberi 
jaminan perlindungan alas perbualan diskriminalif. Tetapi 
pada sisi yang lain, secara normatif masih terdapat 
beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang kental rnuatan 
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diskriminatifnya yaitu, Pasal 6 dan Pasal 26 ayat ( 1) 
yang masih mencantumkan kata "orang Indonesia asli". 

Pasal 6 UUD 1945 menyebutkan bahwa. "Presiden 
adalah orang Indonesia asli", sedangkan Pasal 26 ayat 
{1) menyalakan; ·yang men1adi warga negara ialah orang· 
orang Bangsa Indonesia ash dan orang-orang bangsa 
lam yang disahkan dengan undang-undang sebagai 
warga negara". Pensmuan eintsnas kewarganegaraan 
sepern halnya penyebutan kata "Indonesia asli" dalam 
konsutusi bertenlangan dengan prinslp-pnnslp umum 
dalam Hukum lnremasional. Prinsip Hukum lntemasional 
adalah, mengakui kewarganegaraan seseorang hanya 
dan sis1 negara yang memberil<an kewarganegaraannya, 
tanpa mellhal latar belakang ras atau elms yang 
bersangkulan. Etnis atau ras yang d1mllik1 oleh seorang 
warga negara lidak boleh menjadl penyebab 
diterapkannya hak dan k.ewajiban yang bersangkutan 
terhadap negaranya. Oleh karena nu perlu adanya 
kejelasan maksud dari pencanluman etrusuas 
kewarga.negaraan dalam suatu peraturan perundang- 
undangan. 

Dalam Penjelasan UUD 1945 lidak terdapal kalimat 
yang menerangkan kriteria atau menjelaskan siapa yang 
dimaksud dengan orang Indonesia asli. Masyarakat 
secara keseluruhan dianggap telah mengetahui siapa 
yang dlmaksud dengan orang Indonesia ash den secara 
acotrario masyarakat juga dianggap mengerti siapa yang 
dimaksud dengan bukan orang Indonesia asb. Sementara 
pada kenyataannya masyarakat mernpunyai konsep dan 
pemahaman yang berbeda mengenal slapa yang 
dlmaksud dengan orang Indonesia asli. Sebaglan dari 
masyarakat kita menganggap orang tndonesia asll 
adalah. Bangsa Prlburni atau Bumi Putra sebagaimana 
tercanturn dalam ketentuan Pasal 131 IS. Anggapan 
tersebut jelas sangat tidak berdasar, sebab sejarah 



mencatat bahwa kemerdekaan yang kita raih bukan 
semata-mata hasil perjuangan kelompok Bumi Putra atau 
Pribumi. Kelompok non-pribumi dalam hal ini Timur Asing 
yang terdiri dari keturunan T t0nghoa dan Arab juga terlibat 
dalam perjuangan dan pembentukan NKRI. Secara tidak 
langsung keterlibatan golongan non-pribumi dalam 
perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan bukti 
diakuinya sifat pluralisme kebangsaan yang dimiliki 
Indonesia oleh founding fathers Bangsa. 

Sebagian masyarakat yang lain berpendapat bahwa, 
yang dimaksud dengan orang Indonesia asli dalam UUD 
1945 adalah, bukan orang asing dan bukan dimaksudkan 
sebagai pribumi yang dipertentangkan dengan non- 
pribumi. Konsep Indonesia asli diterjemahkan sebagai 
identitas sosial dengan hak istimewa yang berlaku secara 
turun temurun. permanen dan tertutup bagi keturunan 
lain". 

Dengan demikian meskipun kedua rumusan Pasal 
tersebut tidak dimaksudkan memberlakukan diskriminasi 
terhadap warga negara, namun redaksional Pasal 
tersebut membuka peluang besar untuk dilakukannya 
penafsiran secara luas sesuai kepentingan atau 
kehendak pihak yang menafsirkan. Konsekuensinya pada 
tataran implementasi ketentuan tersebut akan sangat sulit 
mencapai kepastian hukum dan keadilan masyarakat. 

B. TAP MPR No. XVIVMPR-RV1998, tentang HAM" 

Pengakuan, jaminan, dan perlindungan HAM tidak 
cukup hanya dimuat dalam konstitusi karena pada 
dasarnya konstitusi merupakan hukum dasar yang hanya 

1 ) LSPP. Konvensi lnternas,onal tenlang Penghapusan sega/a Bentuk D1sknm1nas1 
Ras,al Panduan Bag, Jumalis. (Jakarta: Lembaga Stu<* Pers dan Pembangunan. 
2000) 24 

'"' MPA-RI. Ketetapan-Ketetapan MPR-RI Hasll Sidang lstimewa Tahun 1998. 
(Jakarta Sekretanat Jenderal MPA-AI. 1998), 83. 
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memuat norma atau kaidah hukum yang tidak bisa 
langsung dilerapkan. Untuk melaksanakan ketentuan 
konstltusi diperlukan peraluran penmdang-undangan 
sebaqar tmdak laniut aiau penJabaran aturan konsmusi. 
Namun selain kcnsntust dan undang-undang berkaitan 
dengan HAM, dalam peraturan perundang·undangan 
yang berlaku rerdapat, TAP MPR tenrang HAM. TAP 
MPR inl memuat pengakuan. penghormatan, dan 
perllndungan terhadap HAM termasuk pemyataan bahwa. 
perbuatan drskrirmnasi rnerupakan perbuatan yang 
bertentangan dengan HAM. 

Lahlmya TAP MPR tentang HAM yang memuat 
P1agam HAM adalah, sellelum dllakukannya 
panambahan Pasel-pasal tentang HAM dalam Balang 
Tubuh UUD 1945 seh1ngga sernpat men1mbulkan polem,k 
di masyarakat. Hal ltu disebabkan oleh substansi yang 
terdapal dalam TAP MPR tersebut rnerupakan maten 
muatan Konstitusl, sementara ksdudukan TAP MPR 
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan 
Indonesia berada d1 bawah UUD 1945. Substans, TAP 
MPR itu sendln merupakan pelaksanaan dari UUD atau 
memuat hal-hal yang diperlntahkan oleh UUD, sehingga 
t1dak pada tempatnya jika TAP MPA memuat matari 
muatan konsntusi." 

Meski demikian keberadaan TAP MPR tentang HAM 
merupakan bl.tkti komltmen Bangsa tndcnesia tentang 
HAM terrnasuk masalah dlskriminasl. Oidalam TAP MPR 
tersebut, Bangsa Indonesia mengakul bahwa setiap 
manusia mempunyal hak asasi yang sama tanpa 
membedakan [anis kelamin, warna kulit. kebangsaan. 
agama, usia, pandangan polflik, status sosial, bahasa 
serta status lain. Pengaba,an dan perampasan terhadap 
hak asasl 1ersebut mengaklbalkan hilangnya harkat dan 

14;, Niimatul Huda. Op_ cn., 121. 
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martabat sebagai manusia. Disamping itu Bangsa 
Indonesia juga memandang perbuatan-perbuatan yang 
dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan 
kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku yang 
tidak adil dan bersifat diskriminatif alas dasar etnik, ras, 
warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis 
kelamin, dan status sosial Jainnya yang dapat 
menurunkan harkat dan martabat manusia harus 
ditentang oleh setiap bangsa. Komitmen ini lebih lanjut 
dijabarkan dalam Piagam HAM yang merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari TAP MPR tentang HAM. 

Ada dua (2) hal penting dari substansi TAP MPR 
tentang HAM yaitu: pertama, penugasan kepada 
Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen 
PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD 1945, termuat dalam Pasal 2; dan 
kedua, meng-amanatkan pembentukan Komnas HAM 
melalui undang-undang, termuat dalam Pasal 4. 

Sampai saat ini ada beberapa instrumen PBB yang 
mempunyai korelasi dengan perlindungan terhadap 
perbuatan diskriminasi yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia antara lain; Konvensi lnternasional tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 
1965. Sementara itu konvensi penting Jainnya seperti, 
Konvensi Hak-hak Sipil dan Konvensi Hak-hak Ekonomi 
belum diratifikasi. Arti penting diratifikasinya konvensi 
tersebut sangat signifikan terhadap pembangunan HAM 
di Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan dalam 
konvensi tersebut mengatur kesetaraan warga negara 
dalarn kehidupan polilik, sosial dan budaya serta 
ekonomi. 

C. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
Sebagai tindak lanjut dari amanat TAP MPR tentang 

HAM tersebut dibentuklah Undang-undang HAM. Materi 
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mua11:m dalam Undang-undang HAM harnpir sama 
dengan mater! muatan Piagam HAM. Hal ini tebrh 
dikarenakan TAP MPR rnaskipun mernpunyai kekuatan 
mengikat kedalam dan keluar, namun ticak bisa 
diaphkasrkan pada tataran praktek. TAP MPR leb1h 
rnerupakan konsep ideal yang memer1ukan insrrumen 
undang-undang untuk metaksanakan amanat yang 
diembannya. 

Ketentuan dalam Undang-undang HAM merupakan 
payung bagi semua peraturan perundang-undangan 
HAM. Pengakuan dan penghormat.an hak asasi men1ad1 
beban kewa11ban seliap orang dan organisasi termasuk 
negara dan pemerlntah. Konsekuens, dari kewa1iban 
tarsebut, negara dan pemerintah bertanggungJawab unl!Jk 
menghormat1, mellndungl, rnambeta, dan menjarrun hak 
asasl bagi warga negara dan penduduk di wilayahnya 
tanpa diskriminasi. 

?engakuan hak asasi sebagal hak dasar yang 
dikaruruakan Tuhan Yang Maha Esa yang seeera kodratl 
d1berikan kepada setiap manusia membawa konsekuensl 
setiap orang mempunyai hak asasi yang sama. Sela,n 
lt"u, seusp orang berhak memperjuangkan hak-haknya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa. dan 
bernegara tanpa pembedaan. Suatu aturan hukum yang 
berlaku d1suatu negara wajib dltaali dan berlaku bagi 
warga negara dan penduduk di w1layahnya. Dengan kata 
lam, sepanjang berkaitan dengan hak asasi lidak ada 
seorangpun maupun organlsasi manapun termasuk 
negara dan pemertntah yang berhak memberikan 
perlakuan yang berbeda alas dasar agama, ras. etrnk. 
kelompok. golongan status sosial, status skonorm, 1enis 
kelarnin, bahasa. keyakman, politik Atau pembedaan 
perlakuan yang beraklbat pengurangan, penyimpangan 
atau penghapusan. pengakuan. pelaksanaan atau 
penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam 



keh1dupan balk indMclual maupun koleklif dalam b1dang 
polrtlk. ekonorm, hukum, sosial, budaya dan aspek 
ketudupan lalnnya antara warga negara yang satu 
dengan lainnya. 

Dirnasukkannya perbuatan diskrlmlnasl sebagai 
salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam Undang- 
undang HAM membawa konsekwensi bahwa, setlap 
parbuatan dlsknrmnasl merupakan pelanggaran nukurn 
yang harus ditangani secara adil. Namun ketentuan 
tersebut menjadi tanpa makna jika penegakannya dalam 
masyarakat tidak diindahkan. Selain itu tindakan anti 
diskrirninasi tidak cukup hanya dituangkan dalam 
Undang-Undang HAM, karena masalah penegakan anti 
diskrirninasi sangat terkait dengan keberadaan hukum 
positif secara keseluruhan. Artinya seluruh peraturan 
perundangan yang ada di Indonesia harus terbebas dari 
sifat diskriminasi. 

Pada kenyataanya masih banyiaik peraluran 
perundang-undangan Indonesia yang rnengandung slfa\ 
dlsknmlnasl atau bahkan terang-terangan bsrsuat 
diskriminatif. Dari enam puluh dua (62) peraturan yang 
bersitat dlskrimmabl, lima puluh empal (54) dlantaranya 
berupa peraturan perundang-undangan produk 
Pemerintahan pasca Kernerdekaan. Kemudian enam (6) 
buah lainnya merupakan produk Pemerintah Kolonial.'7 
Mengingat Undang-undang HAM tidak secara lirnitatif 
rnemuat ketentuan pencabutan peraturan perundang· 
undangan yang bertentangan dengan Undang-undang 
HAM, rnaka sudah seharusnya ada peraturan perundanq- 
undangan khusus yang secara tegas rnencanturnkan 
ketentuan pancabutan peraiuran perundang-undangan 
yang drsknmmant, 

'1• Yayasan Sohdantas Nusa Bangsa. Dua Tahun Sol,daritas Nusa Bangsa Menentang 
Rasialisme. (Jakarta: Yayasan SOhdaritas Nusa Bangsa. 2000). 143. 
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Selain Undang-undang tentang HAM, undang- 
undang lain yang substansinya pengawran penegakan 
dan perlindungan terhadap perbuatan disknmmaul adalah 
Undang-undang No 29 Tahun 1999 tentang Penge· 
sahan International Convenuon On The El1mmat1on Of 
All Forms Of Racial Discrimination 1965. Indonesia 
meranfikasi Konvensi ini dengan reservasi atas Pasal 
22 yaitu. mengena, compulsary Jund1c/1on di International 
Court o( Justice (Mahkamah lnternasronal) Hal itu 
mengenai tunduk 1/daknya Indonesia terhadap 
Mahkamah lnternaslonal harus mendapal persetujuan 
terlebih dahulu dari negara yang menjadi pihak lainnya. 

Ratifikasi terhadap International Convention On The 
Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 
merupakan suatu bukti sikap Bangsa Indonesia untuk 
menegakan HAM, khususnya pengahapusan segala 
bentuk diskriminasi rasial. lmplikasi dari adanya undang- 
undang HAM dan ratifikasi pengahapusan segala bentuk 
diskrirninasi rasial adalah, Indonesia menen-tang setiap 
perbuatan dlskriminasi can msnjarmn perllndungan 
terhadap perbuatan yang bersrtat diskrlmmatlt. Langkah 
lebih lan1u1 yang harus ditempuh Indonesia aoslan, 
menghapus atau paling tldak rnengurangl dan mencegah 
semua peraturan perundanq-undanqan, keb1jakan negara 
atau-pun pemerintah yang mengandung sdat d1sknminas, 
Selain rtu, rnandrolk masyarakal dan 1ndlv1du untuk t1dak. 
berperilaku diskriminatif terhadap masyarakat atau 
individu yang lain. 

D. PERLINDUNGAN ATAS PERBUATAN DISKRIMINATIF 
Tindakan negara yang talah rnemberikan 

pengakuan, Jaminan. dan perlmdungan HAM melalul 
hukum positit, tldak dapat dlkatakan secara otornatis 
praktek penyelenggaraan aras pengakuan, jamlnan dan 
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perlindungan tersebut sudah benar-benar bekerja 
sebagaimana diharapkan. Seringkali meski telah ada 
ketentuan hukum positif, namun kenyataan di lapangan 
tidak mencerminkan adanya jaminan dan perlindungan 
terhadap HAM. 

Khusus mengenai perbedaan perlakuan antara 
sesama warga negara oleh penyelenggara negara. masih 
banyak penerapan undang-undang yang lidak sesual 
dengan Jiwa dan semangat undang-undang /tu sendm, 
Katidak-sasuaian antara norma-norma dalam hukum 
posrtlt dengan pelaksanaannya di dalam kehidupan 
masyarakat tersebul dllalarbelakangi oleh berbagal faktor 
kepentlngan sepertl; polit1k, ekonomi maupun sostal, Pada 
Masa Rezim Pemerintahan Orde Baru misalnya, 
pemerintah yang berk.uasa pada saal itu memberlakukan 
drsknrnmasi secara terang-terangan. Pemberlakuan 
diskriminasl dituangkan dalarn peraturan-peraturan dan 
kebijakan-kebijakan pemenn1ah bahkan di!embagakan 
secara formal. Pertakuan dlskrimlnatif banyak dlrasakan 
oleh masyarakat, khususnya etnis Tlonghoa sahmgga 
jurang pemisah smara WN\ elms "Tionghoa dengan etnis- 
atnis lamnya semakln lebar. Pengebiran ierhacap hak- 
hak s1pil dan poll1ik etnis Tlonghoa dllakukan dalam 
rangka melindungi dan memperkokoh kedudukan Rezim 
penguasa. Sedang pada sisi lain, Pemerintah 
memanfatkan 1anngan perdagangan emis Tionghoa yang 
secara faktual memang kuat sejak jaman Kolonia! guna 
mendukung program pembangunan dengan cara 
membenkan kemudanan-kernucanan di bidang ekonomi 
kepada mereka. 

Diskriminasi juga dirasakan oleh masyarakat Ada!, 
manakala mereka dipaksa harus menerima kehadiran 
para pendatang atau para pengusaha/ investor yang 
secara sosial ekonomi jauh lebih kuat dari masyarakat 
Adat itu sendiri. Kehadiran pendatang yang dilegiti- 
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masikan dalam berbagai peraturan atau kebijakan 
Pemerintah dan dikemas dalam bentuk Propenas seperti; 
transmigrasi, PMA, pemberian ijin HPH kepada 
pengusaha-pengusaha besar dan lam sebagalnya 
Berbaqai keb1jakan tersebut telah mencrpiakan 
marginalisasl rnasyarakat Adat. Hak-hak mereka 
khususnya dalam mengelota atau mengusahakan 
kekayaan alam tempat dirnana mereka menggantungkan 
hldup dan hart depannya terarnpas oteh kekuatan modal 
besar, yang pada akhimya beru)ung pada menurunnya 
tmgka1 kesejahteraan setempat. Hal 1ni tentu saja 
berteniangan dengan tuJuan pembanguna.n nasrcnal yang 
rnengulBmakan kesejahteraan rakyat banyak bukan 
terbatas paca segolongan atau sekelompok rnasyarakat 
tertentu saja. 

Di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama 
juga masih terlihat adanya diskriminasi. Meski Pasal 29 
UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara dalam 
memeluk agama dan rnenjalankan ibacamya, namun 
pada kenyataanya hanya ada lima agama yang dlakui 
negara yaitu: Islam, Katollk, Kristen Protestan, Hindu 
dan Budha. '8 Sementara pada kenyataanya di 
rnasyarakat hidup dan berkembang agama atau 
kepercayaan lain yang dianut dan diyakml oleh sebagian 
masyarakat Indonesia. Diskriminasl terjadl manakala 
mereka lidak dapat secara leluasa menjalankan ritual 
keagamaan atau kepercayaannya, danfatau lldak ada 
kesempatan uruuk mengung-kapkan [an d1ri agama/ 
kepercayaan yang dlanu\nya. Sebaga1 contoh, dalam 
mengajukan permohonan KTP, penganut Agama 
Konghuchu udak boleh mencantumkan agama atau 

• P.,..J 1 Undang-<.<rlda"II No 1/PNl'S/1965 IO!ffllng n PenyOlan!l(lnl)an 
OonlAnlu Ponodaan A9om11 JO Pasal 2 u...ia ur&ll<J No 5 1ahon 1969 
t8nta.ng Pjilrriyi:uaan Gruba.gal Penetupcul P n dun Peraturan Pre lde.n 
sot>agol Undong-undang menyeout<OJJ bo\hwo Kl\o<,ghuchu me1upell8!1 salah 
sn.tu AQmna yang df.ilkOi !iDC.9r.8 resml >i:ebemdaannya qleh negare 
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kepercayaan yang d1yakininya letapi harus mencantum- 
kan salah satu dan lima agama resml yang diakul oteh 
pemerintah sebagalmana dialur dalam dalam Surat 
Menkokesra No. 364/ MENKO/KESRA/X/1983. •• 

Pada dasarnya Surat Menkokesra No. 364/MENKOI 
KESRA/X/1983 telah menyalah1 asas umum yang berlaku 
dalam hukum bahwa, peraturan yang lebih rendah nnak 
boleh bertentangan dengan peraturan yang leblh hnggl 
kedudukannya. Berdasarkan lala urutan perundang- 
undangan Indonesia, Surat Menteri hanya berupa 
peraturan peiaksana yang fungs1 utamanya sebagai 
pelaksanaan clan peraturan perundang-undangan yang 
ada. Dalam hal mi PenPres No. 1 Tahun 1965 yang 
kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang dengan 
Undang-undang No. 5 Tahun 1969 Jeblh tinggf 
kedudukannya danpada Surat Menkokesta No. 3641 
MENKO/KESRAI X/1983. Namun dalam prakteknya Surat 
Menkokesra tersebur dljadikan acuan dalam 
penyelenggaraan kehidupan oeragama di Indonesia. 

Pemberlakuan Surat Menkokesra No. 364/MENKOI 
KESRA/X/1983 berdampak pula pada hak·hak 
keperdataan yang berkaltan dengan kehidupan beragama 
seperti: perkawinan dan kepemillkan akta lahir bagi anak 
dar, pasangan beragama Konghuchu dan agama-agama 
lain yang tidak tercantum dalam Surat Menkokesra 
tersebut. Bagi pemeluk agama lain diluar agama yang 
drakui resml oleh pemerlntah yang 11dak bersedla 
menundukan d1rl pada agama resmi tidak oapat 
melakul<.an perkawman secara resml atau perkawlnannya 
tidak tercatai. Aklbatnya jika pasangan yang 
perkawinannya lidak tercatat rnempunyai anak. maka 
anak tarsebut dak bisa mendapalkan akta kelah"tran 
dad catatao s1p1I dan digolongkan sebagal anak h.J,H 

1"' Ester lndahyani Yusuf. Jalan Pan1ang Penghapusan D1skrrrni11asi Ras1ill (Jakar1a 
Yayasan Sohdantas Nusa Bangsa. 2001 ). 
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nikah. Hal tersebut berdampak panjang pada masa 
depan anak yang bersangkutan karena akan menemui 
kesulitan ketika akan mendaftar sekolah. memperoleh 
pekerjaan ataupun untuk melakukan perkawinannya 
kelak. 

Di Era Reformasi ini sedikit banyak telah mengubah 
kebijakan yang bersifat diskriminatif, rneski belum 
maksimal tetapi paling tidak ada upaya Pemerintah untuk 
membangun demokrasi dengan lebih memberikan 
peluang kebebasan pada masyarakat. Kebebasan yang 
luas diberlkan kepada masyarakat untuk menyampalkan 
dan mengeluarkan pendapat secara terbuka. Selam ltu, 
Pemenntah mencabut beberapa peraturan dan kebljal<an 
yang bersifat diskriminatif dengan drkeluarkannya 
Keppres 6 Tahun 2000 tentang pencabutan lnpres No. 
14 Tahun 1964 mengenai pelarangan pelaksanaan 
perayaaan hari-hari besar Cina. Kebijakan yang dibuat 
oleh Pemenntahan Abdurrahman Wahid itu selayaknya 
diikuti dengan kebijakan pencabutan peraturan-peraturan 
lain yang bersifat diskriminasi. Sehingga secara legal 
tidak ada lagi praktek-praktek diskriminatif secara 
institusional. 

Ill. KESIMPULAN 
Konstitusi yang dimiliki Bangsa Indonesia telah mengakui, 

menghormati dan menjamin perlindungan HAM. Ketentuan 
dalam konstitusi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan dan ratifikasi Konvensi 
lnternasional di bidang HAM. Namun dalam kenyataannya 
ma.sih terdapat berbaga1 peraturan perundang-undangan yang 
bertentangem dengan HAM, khususnya sikap membedakan 
antara w,arga negara salu dengan lainnya. Pembedaan 
perlakuan atau sikap dtskrlrrunalil dalarn lmplementasinya 
berdampak luas nan berkepanjangan tlag1 masyarakat yang 
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terkena peraturan yang diskriminatif tersebut. Terlebih jika 
melihat praktek di masyarakat, dimana diskriminasi bisa 
menjadi alat bagi penindasan hak-hak seseorang baik hak 
politik, sosial maupun ekonomi. 

Terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan 
tentang HAM yang bertentangan dengan konstitusi, 
merupakan ujud tidak terciptanya harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dan disimpanginya asas-asas 
perundang-undangan yang ada. Yang lebih memprihatinkan 
adalah, peruturan perundang-undangan yang bertentangan 
dengan HAM itu justru yang menjadi dasar atau petunjuk 
pelaksanaan ataupun praktek di lapangan. Kemudian untuk 
mengatasi hal tersebut, maka sudah saatnya dilakukan 
perubahan, revisi maupun pencabutan terhadap berbagai 
peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. 
Selama berbagai peraturan tersebut belum dicabut atau 
diperbaharui dengan berpedoman pada asas-asas HAM yang 
dianut, maka praktek diskriminasi akan terus berlangsung 
dan melembaga. 

-ooo- 
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